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Pengantar Dewan Pimpinan
Majelis Ulama Indonesia

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta‘ala
atas limpahan rahmat dan taufik-Nya, serta atas kerja sama dan dukungan
para pihak, dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI,
sehingga Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat menerbitkan buku
Himpunan Fatwa Haji Majelis Ulama Indonesia. Buku ini menghimpun fat-
wa-fatwa MUI yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, mulai dari
aspek fikih manasik, ketentuan regulatif, keuangan haji, hingga problema-
tika kontemporer dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Majelis Ulama Indonesia, yang berdiri pada 7 Rajab 1395 H bertepatan
dengan 26 Juli 1975 M, merupakan wadah silaturrahmi ulama, zuama, dan
cendekiawan Muslim Indonesia. Sejak awal pendiriannya, MUI mengem-
ban amanah untuk menyatukan langkah umat Islam dalam membangun
peradaban bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘@lamin.
Selama setengah abad ini, MUI terus berkhidmat memberikan bimbingan
keagamaan, termasuk dalam mengawal pelaksanaan rukun Islam yang ke-
lima, yaitu ibadah haji.

Dinamika keberperanan MUI tidak bisa lepas dari dinamika problema-
tika keagamaan yang beragam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
perkembangan teknologi, serta pasang surut kondisi sosial politik Indone-
sia yang berpengaruh dalam lenggam dan strategi MUI (siyasah syar’iyyah).
Mengingat MUI merupakan bagian tak terpisahkan dari komponen bangsa
Indonesia.

Dalam menjalankan kiprahnya, MUI menegaskan lima peran utamanya:



(i) sebagai pewaris tugas para Nabi (waratsat al-anbiya’), (ii) pemberi fatwa
(muftr), (iii) pembimbing dan pelayan umat (ra7? wa khadim al-ummah),
(iv) pelopor gerakan ishlah dan tajdid, serta (v) penegak amar ma‘rif nahi
munkar. Lima peran ini menjadi dasar dalam merespons dinamika umat
dan perkembangan zaman, termasuk dalam konteks penyelenggaraan iba-
dah haji yang semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi, glo-
balisasi, dan regulasi kebijakan nasional maupun internasional.

Fatwa-fatwa yang terangkum dalam buku ini adalah hasil jtihad jama‘i
(kolektif) para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dalam forum-forum
resmi Komisi Fatwa MUI, seperti Sidang Pleno Komisi Fatwa, Musyawarah
Nasional (Munas) Majelis Ulama Indonesia, maupun Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa se-Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan otoritatif
bagi umat Islam dalam memahami, menjalankan, dan menyikapi berbagai
persoalan seputar ibadah haji, serta menjadi kontribusi intelektual MUI
dalam pembangunan peradaban Islam Indonesia.

Akhirnya, atas nama Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, kami
menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Komisi Fatwa MUI, Tim Penyusun, Editor, dan semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku
Himpunan Fatwa Haji Majelis Ulama Indonesia ini menjadi amal jariyah
yang membawa maslahat luas bagi umat dan bangsa.

Jakarta, 17 Juli 2025

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,
ttd ttd
KH. Anwar Iskandar H. Amirsyah Tambunan
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Pengantar Pimpinan
Badan Pengelola Keuangan Haji

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah
Subhanahu wa Ta‘ala atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Shal-
awat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,
keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istigamah meneladani sun-
nah beliau.

Kami menyambut dengan penuh rasa syukur dan apresiasi atas kolab-
orasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Badan Pengelo-
la Keuangan Haji (BPKH) dalam menerbitkan Himpunan Fatwa Haji Majelis
Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan
karya penting dalam mengkompilasi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia
dalam penyelenggaraan ibadah haji dan keuangan haji dari masa ke masa.
Kompilasi ini merupakan kumpulan hasil fatwa kolektif jtima’ para ulama
dalam menjawab problematika umat terkait penyelenggaraan haji, khu-
susnya persoalan-persoalan figih manasik, regulasi, pengelolaan keuangan
haji, hingga figih kontemporer yang berkembang dalam dinamika penye-
lenggaraan ibadah haji.

BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji
(Pasal 6 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2014) bertugas mengelola keuangan haji
sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan
akuntabel. BPKH menempatkan Fatwa MUI sebagai salah satu rujukan uta-
ma dalam memastikan pelaksanaan prinsip syariah dalam rangka pengelo-
laan keuangan haji berdasarkan prinsip Islam yang kaffah atau menyeluruh.

Kami memandang bahwa kesinambungan kerja sama antara BPKH



dan MUI, khususnya Komisi Fatwa MUI, adalah keniscayaan dalam rangka
memberikan pelayanan terbaik bagi Jemaah Haji dan menjaga sustainabili-
tas keuangan haji. Ibadah haji memerlukan perencanaan dan kemampuan
keuangan yang baik serta kemampuan kesehatan fisik yang baik. Oleh kare-
na itu, kompilasi Fatwa MUI ini sangat penting dalam memberikan literasi
keuangan haji, inklusi keuangan haji (syariah financial inclusion), mening-
katkan kapasitas Jemaah Haji, menyadartahukan umat, serta memberikan
pedoman syar’i dalam penyelenggaran haji yang berintegritas dan pengelo-
laan keuangan haji yang berkelanjutan.

Di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, mulai dari peruba-
han regulasi, perubahan kelembagaan, pergeseran diplomasi haji, dinami-
ka masyarakat internasional, serta perkembangan teknologi finansial dan
digitalisasi pelayanan Jemaah Haji, Himpunan Fatwa MUI ini hadir sebagai
moral compass dan pedoman syar’i bagi semua pemangku kepentingan per-
hajian. Kompilasi ini tidak hanya menjadi bukti khidmah para ulama, tetapi
juga sebagai instrumen strategis dalam menyelaraskan kebijakan pengelo-
laan dana haji yang maslahat, efisien, dan taat asas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang set-
inggi-tingginya kepada Pimpinan MUI, khususnya Komisi Fatwa MUI, dan
Bidang Penghimpunan BPKH, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan Kompilasi Fatwa ini. Semoga karya ini menjadi amal ja-
riyah yang membawa manfaat luas bagi umat Islam dan bangsa Indonesia,
serta memperkuat sinergi antara MUI dan BPKH dalam membangun tata
kelola haji yang unggul dan berkah.

Jakarta, 21 Juli 2025

PIMPINAN BADAN
PENGELOLA KEUANGAN HAJI

Anggota Badan Pelaksana
ttd
Harry Alexander
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Pengantar Penyusun

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah
Subhanahuwa Ta‘ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku
Himpunan Fatwa Haji Majelis Ulama Indonesia ini dapat disusun dan hadir
di hadapan para pembaca. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah
kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, keluarga,
para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang setia mengikuti risalah beliau
hingga akhir zaman.

Buku ini merupakan kompilasi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah
haji dalam berbagai dimensinya. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan
masyarakat terhadap panduan keagamaan, terutama dalam melaksanakan
ibadah haji yang sarat dengan dimensi fikih, spiritualitas, dan dinamika so-
sial, kehadiran buku ini diharapkan menjadi panduan bagi umat Islam dan
pihak terkait di Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji.

MUJ, sebagai lembaga yang memegang amanah keulamaan dan keum-
matan, terus berkhidmat dalam menjawab persoalan-persoalan aktual
umat dengan pendekatan ijtihad kolektif (jtihad jama‘t). Fatwa-fatwa
tentang haji yang dihimpun dalam buku ini merupakan hasil dari proses
musyawarah dan ijtihad para ulama dan cendekiawan Muslim dalam forum
resmi seperti Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI, Musyawarah Nasional (Mu-
nas), maupun ljtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia selama setengah
abad perkhidmatan MUI Semua ini adalah bagian dari peran MUI sebagai
waratsat al-anbiya’ (pewaris tugas kenabian), mufti (pemberi fatwa), raiwa
khadim al-ummah (pengayom dan pelayan umat), dan penyeru amar ma‘rif
nahi munkar.



Penyusunan buku ini juga sejalan dengan amanah Musyawarah Nasion-
al (Munas) MUI Tahun 2020 yang menekankan pentingnya sosialisasi dan
dokumentasi fatwa-fatwa yang telah ditetapkan, agar dapat lebih mudah
diakses oleh masyarakat luas serta menjadi rujukan yang otoritatif dalam
persoalan keagamaan, khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi Fatwa MUI yang telah
mendedikasikan ilmu, tenaga, dan waktunya dalam proses ijtihad kolektif
penetapan fatwa-fatwa ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada
Dewan Pimpinan MUI atas dukungan dan arahan yang terus menguatkan
kerja-kerja keulamaan yang strategis ini.

Semoga buku Himpunan Fatwa Haji Majelis Ulama Indonesia ini dapat
memberikan manfaat seluas-luasnya bagi umat Islam, menjadi pedoman
dalam beribadah, sekaligus menjadi bagian dari upaya kolektif dalam mem-
perkuat kualitas keberagamaan masyarakat Indonesia.

Wallahul Muwafiq ila Aqwamith Thariq.
Jakarta, Juli 2025
Prof. Dr. KH.M. Asrorun Niam Sholeh, MA

Ketua Tim Penyusun
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PROLOG

KHIDMAH SETENGAH ABAD KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir untuk memberikan
bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidup-
an beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah SWT. Melalui fatwa
yang dikeluarkan, Komisi Fatwa MUI memberikan nasihat masalah ke-
agamaan dan kemasyarakatan. Dalam perjalanannya, fatwa yang dilahirkan
menjadi solusi atas problematika umat dengan tujuan meningkatkan ukhu-
wah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan
persatuan dan kesatuan bangsa.

Beberapa fatwa dilahirkan melalui proses musyawarah antar ulama dan
cendekiawan Muslim untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang
timbul di masyarakat. Tentunya, hal itu tidak lepas dari fungsi dan peran
MUI itu sendiri yakni sebagai pewaris tugas para Nabi (waratsat al-anbiya’),
pemberi fatwa (mufti), pembimbing dan pelayan umat (ra’'i wa khadim al-
ummah), gerakan perbaikan dan pembaruan (harakah al-ishlah wa al taj-
did) dan penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

Untuk melahirkan sebuah fatwa, Komisi Fatwa terikat dengan pedoman
dan prosedur yang telah ditetapkan. Setidaknya ada 8 tahapan sebelum fat-
wa ditetapkan sesuai dengan Pedoman Penetapan Fatwa MUI yang telah
disusun oleh Komisi Fatwa. Pedoman penetapan fatwa MUI ini sudah meng-



alami penyempurnaan beberapa kali. Terakhir, Pedoman Penetapan Fatwa
dilakukan pembahasan dan penetapan pada forum Rapat Koordinasi Komi-
si Fatwa MUI se-Indonesia yang diselenggarakan pada 1 Juni 2012 di Jakarta.
Konsolidasi terus dilakukan untuk memberikan layanan optimal bagi umat
Islam dalam pemberian fatwa dan panduan keagamaan. Dalam rangka
merealisasikan amanat Musyawaran Nasional, baik Munas VIII Tahun 2010,
Munas IX Tahun 2015, maupun Munas X Tahun 2020, Komisi Fatwa MUI
menyusun program dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1.

2

Memberikan pelayanan fatwa keagamaan kepada umat dengan prinsip
responsif, proaktif, dan antisipatif, antara lain dalam bentuk kegiatan:

Pembahasan dan penetapan fatwa-fatwa keagamaan.
Fatwa produk halal.

Fatwa masalah diniyyah ijtima’iyyah.

Pembahasan rekomendasi dan pembimbingan keagamaan.
Layanan fatwa langsung pada masyarakat.

Jjtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

s a0 g

Pemantapan kelembagaan fatwa MUI melalui pertemuan dengan
peneliti dan akademisi yang konsen terhadap masalah fatwa, antara
lain dalam bentuk kegiatan:

a. Halagah dan Mudzakarah tentang tema-tema keagamaan tertentu.
Halagah/workshop tentang pemantapan fungsi kelembagaan fatwa.

c. Layanan praktikum fatwa, pertemuan dengan akademisi, serta ma-
hasiswa
Kegiatan Islamic Confenerence on Fatwa MUI Studies.

e. Muntada Sanawi sebagai forum tahunan bagi pengawas syariah
Lembaga Amil Zakat

Sosialisasi, perumusan kebijakan dan rekomendasi, antara lain dalam
bentuk kegiatan:

a. Penyusunan rekomendasi tentang beberapa hal yang terkait dengan
hukum Islam kepada instansi pemerintah, swasta dan perorangan.

b. Pembahasan dan perumusan usul kebijakan yang terkait dengan
masalah hukum Islam.

Menindaklanjuti Fatwa MUI dan memantau efektifitas terlaksananya
fatwa melalui peraturan perundang-undangan, antara lain dalam ben-
tuk kegiatan:

Himpunan Fatwa Haji



5.

a. Telaahan peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan fat-
wa MUL

b. Pengkajian dan perumusan usulan dengan memasukkan substansi
fatwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

Mengoptimalkan sosialisasi fatwa MUI, antara lain dalam bentuk ke-
giatan:

Layanan Fatwa dan Konsultasi Keagamaan di Media Massa.
Penerbitan Buku Fatwa MUI Edisi Revisi.

Penerbitan Jurnal Fatwa.

Narasumber seminar, workshop, sosialisasi.

Konperensi pers terkait masalah fatwa.
Khutbah-khutbah.

N

Selama perkhidmatan Komisi Fatwa MUI, telah dilaksanakan beberapa

hal monumental sebagai perwujudan khidmah ifta bagi umat dan bangsa,
di antaranya:

1.

Penertiban sekretariat dan dokumentasi serta mekanisme kerja fatwa,
penerbitan hasil-hasil Komisi Fatwa setiap Tahun dan setiap event, se-
perti Himpunan Fatwa MUI setiap tahunnya, Buku kumpulan Makalah
pada Islamic Conference on Fatwa Studies, dan Keputusan Ijtima Ula-
ma Komisi Fatwa.

Kodifikasi dan penerbitan fatwa MUI sejak 1975 dan diterbitkan oleh
Penerbit Nasional serta diedarkan secara nasional sehingga manfaatnya
bisa optimal bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.

Penyempurnaan metode penetapan fatwa serta sosialisasinya kepada
Komisi Fatwa MUI se-Indonesia agar dalam penetapan fatwa mengacu
pada metodologi dan format yang sama.

Menginisasiasi kegiatan Islamic Conference on Fatwa MUI Studies se-
bagai kalender kegiatan rutin sebagi sarana tukar pemikiran antara
Komisi Fatwa dengan para peneliti, akademisi, dan pengkaji fatwa-fat-
wa MUL

Mendawamkan pelaksanaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
setiap tiga tahun sekali, sejak pelaksanaannya yang pertama pada tahun
2003, dan terakhir, Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII pada
tahun 2024.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 3



Menginisiasi dan mendawamkan layanan fatwa dan bimbingan serta
keagamaan secara langsung, dengan menjadwal piket bagi anggota
Komisi Fatwa MUI untuk memberikan pembimbingan.

Merumuskan rekomendasi kesesuaikan syari'ah atas masalah-masalah
sosial keagamaan yang dibutuhkan masyarakat.

Melakukan pengujian dan penetapan rekomendasi bagi calon dewan
pengawas syari'ah di Lembaga Amil Zakat.

Menyosialisasikan fatwa kepada kelompok-kelompok strategis dan me-
lalui media massa dengan efektif dan efisien.

Salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi masalah fatwa dengan

Komisi Fatwa MUI antara Pusat dengan daerah, serta upaya untuk menya-
makan pedoman penetapan fatwa menuju kesatuan metode serta prose-
dur penetapan fatwa, maka pada 1 Juni 2012 dilaksanakan Rapat Koordinasi
Komisi Fatwa MUI se-Indonesia dengan agenda utama reviu dan pemba-
hasan pedoman penetapan fatwa MUI. Rapat Koordinasi tersebut diikuti
oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat serta pimpi-
nan Komisi Fatwa MUI Provinsi se-Indonesia. Di antara hal substansial yang
dilakukan perbaikan dalam pembahasan pedoman fatwa tersebut antara
lain:

a.

4

Penyempurnaan metode penetapan fatwa dengan telaah komperehen-
sif yang meliputi:

1. Telaah atas pandangan fugaha mujtahid masa lalu, pendapat para
imam madzhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa
yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan
difatwakan.

2. Kajian komprehensif dalam rapat Komisi Fatwa yang antara lain
dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota
Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait
dengan masalah yang akan difatwakan.

Lingkup pedoman ini juga untuk fatwa ekonomi syariah yang ditetap-
kan oleh Dewan Syariah Nasional.

Pengaturan mengenai fatwa melalui surat dan/atau lisan terhadap ma-
salah yang ma'lum min al-diin bi adh-dharurah, tanpa harus melalui
pembahasan dalam sidang Komisi Fatwa.

Himpunan Fatwa Haji



d. Ketentuan mengenai Rekomendasi Komisi Fatwa yang dihasilkan oleh
Komisi Fatwa, di luar Fatwa serta penjelasannya.

e. Pengaturan mengenai proses fatwa produk halal, dalam bidang yang
memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembeli-
han dan proses penyucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya
disertai oleh Komisi Fatwa.

Secara lebih detail, ada beberapa hal yang terkait dengan substansi pe-
doman penetapan fatwa MUL

Pertama, Komisi Fatwa MUI melakukan kajian secara komprehensif
guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang dibahas.

Kedua, tim membuat rumusan masalah yang di dalamnya ada dampak
sosial keagamaan yang ditimbulkan dari permasalahan yang dibahas. Se-
lain, ada titik kritis dari beragam aspek, khususnya aspek syariah yang ber-
hubungan dengan masalah tersebut.

Ketiga, telaah pendapat para ulama terdahulu (ahli fikih) terhadap ma-
salah yang mirip dengan yang dibahas. Telaah ini termasuk pendapat para
imam mazhab, ulama dan juga fatwa-fatwa dari organisasi keagamaan du-
nia yang terkait dengan masalah terkait.

Keempat, internal Komisi Fatwa yang memiliki kompetensi di bidang
masalah yang dibahas, membuat analisis yang ditujukan untuk mendapat-
kan perspektif lebih luas. Dalam pembahasan ini, dimungkinkan men-
datangkan komisi lain yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

Kelima, Komisi Fatwa akan menghadirkan dalil-dalil keagamaan dalam
persoalan tersebut. Adakalanya, persoalan yang dibahas sebenarnya sudah
memiliki jawaban yang pasti dilihat dari perspektif syariah.

Keenam, jika ada perbedaan pendapat, maka akan dicari titik temu un-
tuk mendapatkan jawaban. Ada metode yang didapat dengan mudah untuk
ditemukan jawabannya, ada juga yang tidak. Oleh sebab itu, dibutuhkan ijti-
had kolektif dari para anggota Komisi Fatwa itu sendiri yang tentunya ber-
pedoman kepada Al-Quran, Hadis Nabi dan pendapat para ulama mazhab.

Ketujuh, jika perbedaan pandangan mengerucut tajam dan tidak ter-
capai titik temu, maka penetapan fatwa tetap dilakukan. Hanya saja, per-
bedaan pendapat di dalamnya disertakan dan diuraikan argumen ma-
sing-masing disertai dengan penjelasan dalam hal pengalamannya secara
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hati-hati dan sedapat mungkin lepas dari perbedaan pendapat. Penetapan
fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat
serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapannya.

Kedelapan, seluruh hasil rapat Komisi Fatwa kemudian dibawa ke rapat
Dewan Pimpinan MUI untuk kemudian dibahas secara final. Dewan Pim-
pinan MUI yang kemudian menyampaikan hasil fatwa tersebut kepada
publik.

Fatwa MUI sesungguhnya merupakan jawaban atas permasalahan yang
muncul saat fatwa itu ditetapkan, sehingga terbuka kemungkinan dalam
satu tema ada beberapa fatwa yang menjelaskan berbagai permasalahan
yang ada dalam tema tersebut. Hal itu terjadi di antaranya karena muncul-
nya permasalahan tersebut di waktu yang berbeda. Namun demikian se-
sungguhnya di antara fatwa-fatwa itu ada keterkaitan, saling melengkapi,
dan tidak saling menafikan antara satu fatwa dan fatwa lainnya.

Oleh karena itu, dalam memahami dan menjalankan fatwa-fatwa terse-
but harus dilakukan secara komprehensif dan tidak sepotong-sepotong,
misalnya hanya meyakini dan memberlakukan fatwa tertentu serta mening-
galkan yang lain. Kontekstualitas fatwa perlu dipahami dalam kerangka
konteks ruang dan waktu sehingga dapat memahami dan mengimplemen-
tasi fatwa secara baik dan dapat merealisasikan kehidupan beragama, ber-
masyarakat, berbangsa, dan bernegara secara moderat, berdiri di antara if-
rath dan tafrith.
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FATWA MUI TAHUN 1979
TENTANG
PIL ANTI HAID

e
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Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Januari 1979 telah
mengambil keputusan:

1

Penggunaan Pil Anti Haid untuk kesempatan ibadah haji hukum-
nya mubah.

Penggunaan Pil Anti Haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa
Ramadhan sebelum penuh, hukumnya makruh. Akan tetapi, bagi wani-
ta yang sukar mengada puasanya pada hari lain, hukumnya mubah.

Penggunaan Pil Anti Haid selain dari dua hal tersebut di atas, hukum-
nya tergantung pada niatnya. Bila untuk perbuatan yang menjurus ke-
pada pelanggaran hukum agama, hukumnya saram.

Jakarta, 12 Januari 1979

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris
ttd ttd
K.H. M. Syukri Ghozali H. Musytari Yusuf, LA






FATWA MUI TAHUN 1979
TENTANG
ISTITHA'AH DALAM MELAKSANAKAN IBADAH HAJI

) N v 'f ~
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2
Februari 1979, setelah:

Membaca  : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan
Urusan Haji Departemen Agama RI, tanggal 17 Januari 1979,
No. H/115/1979, hal permohonan fatwa tentang istitha’ah
dalam melakukan ibadah haji.

MEMUTUSKAN
Memfatwakan:

1. Bahwa Keputusan Musyawarah Alim Ulama yang akan diadakan pada
tahun 1975 tentang Istitha’ah yang selengkapnya berbunyi:
“Orang Islam dianggap mampu (Istithaah) melaksanakan ibadah haji,
apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk

menuaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga, ” diang-
gap telah cukup memadai.

2. Jikaterdapat calon jemaah haji yang dalam pelaksanaan Istitha'ah meng-
alami kejanggalan-kejanggalan, adalah dikarenakan yang bersangkutan
kurang memperhatikan bunyi dan isi (arti) istitha’ah itu.

3. Perlu adanya penerangan yang seksama, guna menjelaskan pelaksa-
naan Istitha’ah, kesehatan, pokok-pokok manasik haji dan lain-lain yang
dianggap sangat perlu bagi calon jemaah haji.
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Jika calon jemaah haji diharuskan berusia, menguasai bahasa Arab dan
menguasai sepenuhnya manasik haji, akan timbul anggapan bahwa
Pemerintah mempersukar pelaksanaan haji.

Banyak jemaah haji Indonesia setiap tahun meskipun belum seimbang
dengan jumlah penduduk (140 juta jiwa) berarti menunjukkan besarnya
umat Islam Indonesia.

Memang jemaah haji Indonesia sebagian besar terdiri dari masyarakat
kampung dan pedesaan yang sangat kurang/buta pengalaman. Jika di
antara mereka terdapat sekedar ketidakwajaran, kejanggalan adalah
merupakan hal yang lumrah dan tidak perlu dibesar-besarkan, malah
hendaknya ditingkatkan bimbingannya.

Masyarakat kampung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan keka-
yaan tidak membiasakan menyimpannya berupa uang, akan tetapi
berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada
keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang
itu. Yang sangat penting, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban
yang lebih utama semisal nafkah keluarga.

Siapa yang akan menilai tentang baik tidaknya pelaksanaannya haji In-
donesia harus mengingat segala pertimbangan sebagaimana tersebut di
atas.

Bagaimanapun keadaannya, masyarakat bangsa Indonesia perlu diting-
katkan dalam segala hal.

Ditetapkan: Jakarta, 4 Rabiul Awwal 1399 H
2 Februari 1979 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris
ttd ttd

Prof. Dr. HAMKA K.H. M. Syukri Ghozali
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FATWA MUITAHUN 1980
TENTANG
MIQAT HAJI DAN UMROH (1)
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Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Ciawi pada
tanggal 12 Jumadil Awwal 1400 H/29 Maret 1980 M, setelah:

Membaca : Surat Departemen Agama Dirjen Bimas Islam No.: D-11/
bd/1950, tanggal 8 Maret 1950.

Menimbang: 1. Miqat bagi Jama’ah Haji yang datang dari Indonesia
adalah masalah ijtihad karena mereka datang tidak
melalui salah satu dari miqat yang ditentukan Rasu-
lullah SAW.

2. Pendapat Mujtahidin tentang masalah miqat antara
lain adalah sebagai berikut:

a. Ibnu Hajar pengarang Kitab “Tuhfah” memfat-
wakan bahwa Jama’ah Haji yang datang dari arah
Yaman boleh memulai ihram setelah tiba di Jed-
dah karena jarak Jeddah-Mekkah sama dengan
jarak Yalamlam-Mekkah. An-Nasyili Mufti Mek-
kah dan lain-lain sepakat dengan Ibnu Hajar
(Tanah At-Tabiin, 11, h. 303).

b. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, jama’ah
haji yang melakukan dua miqat memenubhi ih-
ramnya dari miqat kedua tanpa membayar dam
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(Figh’ ala al-Mazahib al-Arba’ah, hal. 640).

c. Menurut Ibnu Hazm, jemaah haji yang tidak
melalui salah satu miqat boleh ihram darimana
dia suka, baik di darat maupun di laut (Figh as-
Sunnah, 1, hal. 658).

MEMUTUSKAN

Dengan tidak mengurangi penghargaan terhadap keputusan Majelis Badan
Ulama Ulama terkemuka Kerajaan Saudi Arabia di Taif No.: 73 tanggal 21
Syawal 1399 H, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memfatwakan se-
bagai berikut:

1. Jemaah haji Indonesia baik melalui laut atau udara boleh memulai ih-
ramnya dari Jeddah, tanpa wajib membayar dam.

2. Jamaah haji Indonesia yang akan meneruskan perjalanan lebih dahulu
ke Madinah akan memulai ihramnya dari Zulhulaifah (Bir Ali).

Ditetapkan: Jakarta, 12 Jumadil Awwal 1400 H

29 Maret 1980 M
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Sekretaris
ttd ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA

14 Himpunan Fatwa Haji



FATWA MUI TAHUN 1981
TENTANG

MIQAT HAJI DAN UMROH (Ii)

syl

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta tanggal
17 dan 19 Zulga'idah 1401 H/16 September 1981 M, setelah:

Membaca: 1.

Memperhatikan: 1.

Surat Direktorat Pembinaan Haji, Direktorat Jenderal
Bimas Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI
No. D.V/2/4182/1981, tanggal 10 September 1981.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Miqat Haji/
Umrah tanggal 12 Jumadil Awal 1400 H/29 Maret
1980 M.

Fotokopi teleks Atase Haji KBRI Jeddah tersebut,
memberi penjelasan mengenai Pelabuhan Udara
“King Abdul Aziz” sebagai berikut:

a. LETAKNYA DI ARAH UTARA KE JALAN MADI-
NAH KMA TIDAK DI ANTARA KOTA JEDDAH
DENGAN MEKKAH.

b. JARAKNYA 32 KM.

c. TIDAK SEDIKIT PUN MENGURANGI JARAK
ANTARA JEDDAH MEKKAH.

Pembicaraan telepon langsung tanggal 18 Septem-
ber 1981 antara Direktur Pembinaan Haji Indonesia
(Drs. H. Husein Segaf, MA) dengan Staf Atase Haji
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Jeddah (Marlan) menegaskan bahwa jarak antara
Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” dengan Mekkah
adalah paling kurang 85 km.

Menimbang: 1. Digunakan Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz”

oleh Jama'ah Haji dari Indonesia sebagai pengganti
Pelabuhan Udara Jeddah mendorong untuk menin-
jau kembeali fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut
di atas.

2. Pembicaraan telepon langsung tanggal 18 Septem-
ber 1981 antara Direktur Pembinaan Haji Jeddah
(Drs. H. Husein Segaf, MA) dengan Staf Atase Haji
Jeddah (Marlan) menegaskan bahwa jarak antara
Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” dengan Mekkah
adalah 85 km dapat dijadikan pegangan.

Mengingat: Bab II Pasal 4 Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia

1.

tentang Tugas Pokok Majelis Ulama Indonesia.

MEMUTUSKAN

Tidak mengubah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 Jumadil
Awal 1400 H/29 Maret 1980 M tentang Sahnya Jeddah sebagai Miqat.

Atas dasar tersebut di atas Pelabuhan Udara “King Abdul Aziz” juga sah
sebagai Miqat.

Boleh melakukan Thram sebelum Miqat. Bagi yang melakukan Thram
dari Indonesia hendaknya memelihara kesehatan dan menjauhi larang-
an-larangan Thram.

Ditetapkan: Jakarta, 20 Zulgai'dah 1404 H
19 September 1981 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Sekretaris
ttd ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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FATWA MUI TAHUN 1981
TENTANG
MABIT DI MUZDALIFAH
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Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal
2 Rabiul Awwal 1402 H yang bertepatan dengan tanggal 29 Desember 1981
M, setelah:

Membaca : Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji.

Memperhatikan: 1. Hadits Nabi dari Abdullah Maula Asma:
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“Bahwa ia tiba di Muzdalifah, maka ia sembahyang,
kemudian ia bertanya: wahai anakku apakah sudah
terbenam bulan (bulan pada malam 10 Zulhijah)?
Aku menjawab: belum, maka ia sembahyang lagi, ke-
mudian ia menanyakan lagi: wahai anakku, sudah
terbenam bulan, aku jawab sudah. Ia berkata: Mari

berangkat, maka bertolaklah kami dari Muzdalifah
sehingga kami melempar Jamrah Akabah, kemudian
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ia kembali dan sembahyang Subuh di tempatnya,
maka aku katakan kepadanya: Kita sudah mendahu-
lui berangkat dari Muzdalifah. Ia menjawab: wahai
anakku, bahwa Rasulullah SAW mengizinkan bagi
wanita-wanita.” (H.R. Bukhari)

Syarah al-Muhazzab, karya Imam Nawawi, Juz I, hal
138-139:

5 350G e 1 % 23 3 e 06385 (a1 1355
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“Dan ini yang kami sebut wajib membayar dam bagi
yang meninggalkan Mabit di Muzdalifah adalah
orang yang meninggalkannya dengan tidak ada keu-
guran.”

Syarah al-Muhazzab, juz 8, halaman 105 dan Nail al-
Authar, juz 5 halaman 66, Riwayat Abu Daud, Tur-
mizi, Ibnu Majah dan lain-lainnya:
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Dari Urwah bin Madris bin Aus Atho’ir ashabi berka-
ta: Aku datangi Rasulullah SAW di Muzdalifah ketika
beliau keluar sembahyang maka aku berkata: wahai
Rasulullah aku datang dari Gunung Tha’yi aku telah
dari perjalanan dan lemah badanku, demi Allah aku
tidak meninggalkan dari sebuah gunung kecuali aku
berhenti padanya. Apakah sah hajiku? Berkata Ra-
sulullah SAW: barang siapa menghadiri shalat kami
(Subuh) ini dan Wukuf bersama keluarga kami hing-
ga kami berangkat dari sini, dan ia sudah wukuf di
Arafah sebelum itu malam atau siang maka sempur-
nalah hajinya dan selesailah ibadahnya.
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Menimbang :  Adanya perkembangan peningkatan jumlah haji seti-
ap tahun, memandang perlu melakukan pembahasan
dalam masalah mabit di Muzdalifah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib, kecuali orang
yang mendapat udzur.

Ditetapkan: Jakarta, 2 Rabiul Awwal 1402 H

29 Desember 1981 M
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Sekretaris
ttd ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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FATWA MUI TAHUN 1981
TENTANG
MABIT DI MINA
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Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya di Jakarta, tanggal
2 Rabi‘ul Awwal 1402 H yang bertepatan dengan tanggal 29 Desember 1981
M, setelah:

Membaca :  Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji.

Memperhatikan: 1. Syarah al-Muhazzab, Juz 8, halaman 188 dan Nail al-
Authar, Juz 5, halaman g1:
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“Dari Ibnu Umar: Bahwa Abbas bin Abdul Muththalib
memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk berma-
lam di Mekkah pada malam-malam Mina karena
tugasnya memberikan minum kepada jemaah haji,
maka Nabi SAW mengizinkannya.” (H.R. Muslim,
Ibnu Hibban, dan ad-Darimi)
2. Nail Authar, juz 5 hal. 92, dan Syarah al-Muhazzab
Juz 8 hal 188:
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“Dari Ashim bin Adty. Bahwasannya Rasulullah SAW
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memberikan keringanan bagi pengembala unta un-
tuk bermalam di luar Mina. Mereka melontar ( jam-
rah) pada hari Nahr (10 Dzulhijjah), kemudian me-
lontar keesokan harinya atau lusa (11-12 Dzulhijjah)
selama dua hari, lalu melontar pada hari Nafar”

(H.R. Ahmad)
Syarah al-Muhazzab, juz 8, halaman 190:
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“Dan termasuk dalam golongan orang-orang yang
udzur ialah yang takut hilang hartanya kalau ia
menginap di Mina, atau ia tahu bahaya dirinya, atau
ia sakit yang sukar baginya menginap di Mina, atau
ada orang yang sakit yang harus ia mengurusinya,
atau ia mencari budak yang hilang, atau ia sibuk
dengan urusan lain yang ia khawatir tidak akan ter-
kejar lagi kalau ia mabit di Mina, maka di sini ada
dua pendapat. Yang sahih diperbolehkan bagi mere-
ka tersebut di atas meninggalkan mabit di Mina dan
tidak diwajibkan membayar sesuatu”

Menimbang : Adanya perkembangan peningkatan jumlah haji se-
tiap tahun, memandang perlu melakukan pembahasan
dalam masalah mabit di Mina.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Mabit di Mina hukumnya wajib, kecuali orang yang

mendapat udzur.
Ditetapkan: Jakarta, 2 Rabi‘ul Awwal 1402 H
29 Desember 1981 M
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Sekretaris
ttd ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA
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FATWA MUI TAHUN 1984
TENTANG
IBADAH HAJI HANYA SEKALI SEUMUR HIDUP
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Majelis Ulama Indonesia dalam Rapat Kerja Nasional bulan Jumadil Akhir
1404 H/Maret 1984 M merekomendasikan tentang kewajiban Ibadah Haji se-
bagai berikut:

Umat Islam hendaknya memahami betapa besar dan luas masalah yang diha-
dapi oleh pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah RI dalam usaha melayani
dan menyediakan kemudahan bagi kepentingan jamaah haji yang jumlahnya
tiap tahun semakin besar yang harus dijalani dalam waktu yang bersamaan
dan dalam lingkungan alamiah yang sangat terbatas.

Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada Umat Islam In-

donesia yang sudah melaksanakan haji untuk:

1. Menghayati bahwa ibadah haji itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup
dan dengan syarat istithaah dalam arti yang luas.

2. Memberi kesempatan pada mereka yang belum menunaikan ibadah haji
terutama kepada keluarga yang belum haji.

3. Kepada umat Islam yang sudah beberapa kali melaksanakan ibadah haji
akan lebih bermanfaat bila dana yang tersedia itu disalurkan untuk amal/
jariyah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh umum di samping mendapat
pahala yang terus mengalir bagi yang melaksanakannya.

Ditetapkan  :]Jakarta, 4 Jumadil Akhirigqo4 H

7 Maret 1984 M
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Sekretaris
ttd ttd
Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML H. Musytari Yusuf, LA

23






FATWA MUI TAHUN 1996
TENTANG
MIQAT MAKANI
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Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidangnya hari Sabtu,
4 Mei 1996, setelah:

Membaca: 1. Surat dari Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji De-
partemen Agama RI No. D/Hj.00/2246/1996, tang-
gal 26 April 1996 tentang usul perbaikan Fatwa MUI
tentang ketentuan Miqat Makani bagi Jama’ah Haji
Indonesia.

2. Surat dari H. Syukron Makmun tentang pendapat
tertulis kepada Sidang Komisi yang berkenaan de-
ngan masalah Migat Makani tersebut.

3. Pendapat Al-Marhum Syekh Yasin Al-Fadani.

Memperhatikan: Pendapat, saran dan uraian yang disampaikan oleh para
peserta sidang dalam pembahasan masalah tersebut.

Berpendapat: 1. Karena Jama’ah Haji Indonesia yang akan lang-
sung ke Mekkah tidak melalui salah satu dari Miqat
Makani yang telah ditentukan Rasulullah, Komisi
berpendapat bahwa masalah Miqat bagi mereka ter-
masuk masalah ijtihadiyah.

2. Mengukuhkan Fatwa Komisi Fatwa tanggal 12 Ju-
madil Ula 1400 H/29 Maret 1980 tentang Miqat
Makani bagi Jama’ah Haji Indonesia, yaitu Bandara
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Ketua
ttd

K.H. Hasan Basri
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Jeddah (King Abdul Aziz) bagi yang langsung ke
Mekkah dan Bir Ali bagi yang lebih dahulu ke Ma-
dinah.

Dengan Fatwa tersebut di atas tidak berarti menam-
bah miqat baru selain dari yang telah ditentukan
Rasulullah SAW. Sebenarnya berihram dari Jeddah
(Bandara King Abdul Aziz) dengan alasan-alasan,
antara lain, sebagai berikut:

a. Jarak antara Bandara King Abdul Aziz Jeddah

dengan Mekkah telah melampaui 2 (dua) mar-
halah. Kebolehan berihram dari jarak seperti
itu termasuk hal yang telah disepakati oleh para
ulama.

. Penggunaan mawagqit mansusah (iosall c3\\l)

dengan teori muhazah (513>1!) menunjukkan
bahwa pelaksanaan penggunaan miqat adalah
masalah ijtihadi.

Ditetapkan: Jakarta, 16 Zulhijah 1416 H

4 Mei1gg6 M
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Sekretaris
ttd
Drs. H. A. Nazri Adlani
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua
ttd

Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML



FATWA MUINO 1 TAHUN 2001
TENTANG
HAJI BAGI NARAPIDANA

i
A2

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya, Sabtu, 27 Mu-
harram 1422 H./21 April 2001 M., setelah:

Menimbang: 1. Bahwa kedudukan istitha'ah (i&\a:21) dalam iba-
dah haji sebagai syarat wajib adalah hal yang telah
disepakati oleh seluruh ulama, namun mengenai
kriterianya, ulama berbeda pendapat.

2. Bahwa umat Islam Indonesia, nampaknya berang-
gapan bahwa setiap orang yang sudah memiliki se-
jumlah uang yang cukup untuk biaya pelaksanaan
ibadah haji wajib melaksanakan haji pada saat itu,
walaupun kondisi fisiknya tidak lagi memungkinkan
sehingga mengakibatkan resiko yang tidak kecil.

3. Bahwa atas dasar itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama
Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa
tentang hukum pelaksanaan ibadah haji bagi nara-
pidana untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam
umumnya dan pihak terkait lainnya.

Mengingat: Firman Allah SWT:
Yot ) BN o il o e 5
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Memperhatikan:

Menetapkan :

“..Mengerjakan haji adalah kewajiban ma nusia terha-
dap Allah, yaitu (bagi) orang yang sangggup mengada-
kan perjalanan ke Baitullah..” (Q.S. Ali Imran [3]: 97).

Ayat ini menyatakan bahwa ibadah haji hanya diwajib-
kan kepada orang yang telah sanggup mengadakan per-
jalanan untuk haji, yang lazim disebut dengan istithaah.
Dengan arti bahwa istitha'ah adalah syarat wajib haji.

Pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal bahwa
istitha’ah hanya menyangkut kemampuan dalam bidang
biaya (maal); sehingga orang sakit yang tidak dapat
melaksanakan haji sendiri tetapi ia mempunyai biaya
untuk melaksanakan haji dipandang sudah memenuhi
kriteria istithaah. Oleh karena itu, ia wajib membiayai
orang lain untuk menghajikannya (pendapat dan dalil-
dalil yang dikemukakan oleh kedua imam mazhab ini
lihat lampiran).

Pendapat Imam Maliki bahwa kriteria istithaah hanya
menyangkut kesehatan badan. Menurutnya, orang yang
secara fisik tidak dapat melaksanakan haji sendiri tidak
dipandang sudah memenubhi kriteria istithaah, walau-
pun ia memiliki sejumlah harta yang cukup uantuk
membiayai orang lain untuk menghajikannya. Karena
itu, ia belum berkewajiban menunaikan haji, baik sen-
diri maupun dengan membiayai orang lain (pendapat
dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh imam mazhab
ini lihat lampiran).

1. Surat dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji De-
pag RI

2. Pendapat peserta Sidang Komisi Fatwa MUI

3. Makalah Prof. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A.

MEMUTUSKAN
FATWA TENTANG IBADAH HAJI BAGI NARAPIDANA

1. Orang yang sudah mempunyai biaya untuk menu-
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naikan ibadah haji, tetapi situasi dan kondisi tidak memungkinkannya
untuk melaksanakan ibadah haji, baik karena sudah terlalu tua, karena
suatu penyakit, maupun karena dilarang oleh peraturan perundang-un-
dangan seperti narapidana, dipandang telah memenubhi syarat istithaah.
Karena itu, ia sudah berkewajiban menunaikan haji.

2. Orang sebagaimana tersebut pada point 1 tidak dibolehkan melak-
sanakan haji pada saat itu tetapi ia wajib membiayai orang lain yang
sudah menunaikan haji untuk menghajikannya jika diduga kuat ia tidak
lagi memiliki kesempatan haji sendiri.

Fatwa Komisi Fatwa ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Majelis
Ulama Indonesia untuk diketahui dan di-tanfiz-kan sebagaimana mes-
tinya.

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal : 27 Muharram 1422 H

21 April 2001 M
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Sekretaris
ttd ttd
K.H. Ma'ruf Amin Drs. H. Hasanuddin, M.Ag
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Kemampuan (Qudrah, Istithaah) itu ada kalanya berupa kemam-
puan (kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya seka-
ligus. Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya,
haji wajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (mencari
bekal) dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam
Syafi’i. Oleh karena itu, Imam Syafi'i mewajibkan orang lumpuh un-
tuk mencari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai
biaya untuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam
kami yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung

oleh sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari
Ibnu Abbas, ia berkata: “Jalan” (yang dimaksudkan dalam ayat al-
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Qur'an) adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang
untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-
desakan.

Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh
Daraqutni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: “Ketika ayat .5l je 43
Sl szt o el z= diturunkan, seorang laki-laki berdiri dan ber-
tanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud
jalan’ (as-sabil) tersebut? Rasulullah menjawab: ‘Biaya dan kenda-
raan’ Hadis ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis
ini mendukung pendapat Imam Syafi’i karena hadis itu membatasi
istitha'ah hanya pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkan ke-
sehatan badan. Secara jelas pendapat Imam Syafi’i ini bertentangan
dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu
hanya menjelaskan sebagian syarat istithaah haji. Buktinya, bila se-
seorang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, mi-
salnya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelas-
kan masalah kesehatan badan (syarat istithaah), karena persoalan
tersebut sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang
dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat
menghantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitul-
lah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan
fisik. Di antara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis terse-
but hanyalah menjelaskan sebagian syarat istithaah adalah sebuah
riwayat lain yang hanya mengemukakan salah satu dari kandungan
hadis itu. Daraqutni mengeluarkan hadis dari Ali karrama Allah wa-
Jjhah bahwa Nabi SAW ditanya tentang makna “jalan”; beliau bersab-
da: “Yakni jika kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)”. Di
sini Nabi tidak menyebutkan biaya (zad). (Al-Alusi, Rith al-Ma'ani,
[Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], jilid I1, juz IV, h. 7-8).
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Firman Allah, Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan
ke Baitullah adalah badal (keterangan pengganti) dari ..\ sebagai
badal al-ba'd min al-kull - K\ - 2J1 ) - keterangan pengganti yang
menunjukkan sebagai dari keseluruhan) yang berfungsi men-takh-
sis-kannya. Rasulullah SAW telah menafsirkan kata istithaah dengan
biaya dan kendaraan. Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam
Syafii bahwa yang dimaksud istithaah adalah kemampuan harta.
Oleh karena itu, ia mewajibkan orang yang lumpuh mencari orang
yang menggantikannya untuk berhaji jika ia mempunyai biaya untuk
mengupahnya. Imam Malik berpendapat bahwa istithaah adalah
(kemampuan dengan) kesehatan badan. Orang yang mampu berja-
lan dan berusaha (mencari bekal) dalam perjalanan wajib menun-
aikan haji. Abu Hanifah berpendapat bahwa istithaah meliputi ke-
duanya, (yakni kemampuan harta dan badan). Dhamir (kata ganti)
dalam kata «J| kembali ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat
mengantarkan pada sesuatu adalah jalannya. (Al-Baidawi, Tafsir al-
Baidawi, [Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988 M], j. I, h. 172)
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Imam Malik berkata: Jika ia lumpuh, gugurlah kewajiban hajinya,
baik ia mampu menyuruh orang lain untuk menghajikannya dengan
harta atau dengan lainnya, tetap saja ia tidak berkewajiban haji.
Jika ia telah wajib untuk haji kemudian lumpuh, gugur pula kewa-

jiban hajinya dan ia tidak boleh dihajikan oleh orang lain selama ia
hidup. Akan tetapi, jika berwasiat agar dihajikan setelah ia mening-
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gal, ia harus dihajikan (dengan biaya yang diambil) dari sepertiga
harta peninggalannya, dan hal tersebut merupakan ibadah sunah
baginya. Imam Malik berargumen dengan: (a) firman Allah: “Dan
bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh kecuali apa yang
telah diusahakannya” (Q.S. An-Najm [53]: 39). Allah menjelaskan
bahwa seseorang hanya mendapatkan hasil usahanya. Orang yang
berpendapat bahwa seseorang dapat memperoleh hasil usaha orang
lain menyalahi zahir ayat tersebut. (b) firman Allah: “..Mengerjakan
haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang
yang sangqgup mengadakan perjalanan ke Baitullah..” (Q.S. Ali Imran
[3]: 97), sedang orang (yang lumpuh, sakit) ini termasuk orang yang
tidak sanggup (mampu), karena ibadah haji itu menuju ke Baitullah
yang dilakukan orang mukallaf sendiri; di samping itu, haji adalah
suatu ibadah yang tidak boleh diwakilkan disebabkan lemah (tidak
mampu) sebagaimana salat. (Al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubt, [Beirut:
Dar al-leya al-Turas al-‘Arabi, 1957 M], jilid II, juz IV, h. 150-151)
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. Imam Syafi'i berkata: istithaah itu ada dua macam. Pertama, ses-
eorang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk
haji. Kemampuan (istitha'ah) semacam ini adalah kemampuan yang
sempurna; karena itu, ia sudah wajib haji. Dalam kondisi semacam
itu, tiada pilihan lain kecuali ia harus melaksanakan haji sendiri.
Kedua, ia kurus (sakit) badannya hingga tidak mampu naik kenda-
raan, maka ia berhaji di atas kendaraan di kala mampu; sedang (jika)
ia mampu menyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghaji-
kannya, atau ia mempunyai biaya dan mendapatkan orang yang mau
dibayar untuk menghajikannya, orang seperti ini termasuk orang
yang diwajibkan haji, sebagaimana orang yang mampu haji sendiri.
(Imam as-Syafi’i, al-Umm, juz 11, h. 96)
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“Istithaah” yang menjadi syarat kewajiban haji dan umrah adalah
memiliki biaya dan kendaraan. Demikian pendapat Al-Hasan, Muja-
hid, Sa’'id bin Jubair, As-Syafi'i, dan Ishaq. Imam at-Tirmidzi berkata,
pendapat ini diamalkan oleh ahli ilmu. Menurut ‘Tkrimabh, istithoah
adalah sehat badan. Ad-Dahhak berkata: Jika masih muda, hendak-
lah ia mempekerjakan dirinya untuk mendapatkan makan dan gili-
ran naik kendaraan sampai ia dapat menunaikan ibadah hajinya.
Diriwayatkan dari Malik: Jika ia dapat berjalan kaki dan kebiasaan-
nya meminta-minta kepada orang lain (pengemis) maka ia wajib haji,
karena baginya hal itu sudah merupakan istithaah (kemampuan),
dan ia sama dengan orang yang mempunyai biaya dan kendaraan.

Menurut kami, karena Rasulullah telah menafsirkan istithoah de-
ngan biaya dan kendaraan. Karena itu, kita harus kembali pada
penafsiran tersebut. Imam Daraqutni dengan sanad-nya dari Jabir,
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Aisyah, dan Anas bahwa Ra-
sulullah SAW telah ditanya tentang makna “jalan” (as-sabil). Beliau
bersabda: “ (Jalan atau kemampuan adalah) biaya (bekal) dan ken-
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daraan”. Ibnu Umar juga meriwayatkan, ia berkata: Seorang laki-laki
telah datang kepada Rasulullah SAW lalu ia berkata: Apa saja yang
mewajibkan haji, Wahai Rasulullah? “Biaya (bekal) dan kendaraan.”
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan berkata: Hadis ini
adalah hadis hasan.

Imam Ahmad meriwayatkan, ia berkata: Husyaim meriwayatkan ke-
pada kami, dari Yunus dari Al-Hasan, ia berkata: Ketika turun ayat
(Sl ) ez o e 4 7= 9 J¢ 4y} seorang laki-laki berkata: Wa-
hai Rasulullah! Apa yang dimaksud “jalan” tersebut (as-sabil)? Rasu-
lullah berkata: “Biaya dan kendaraan”. Oleh karena haji merupakan
ibadah yang berhubungan dengan perjalanan jauh, kewajibannya
disyaratkan adanya biaya dan kendaraan seperti jihad. (Ibnu Quda-
mabh, Al-Syaré al-Kabir, [Riyad: Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud
al-Islamiyyah/Kulliyah as-Syari’ah, t.th.], jilid I, h. 86)
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(Masalah) (Jika seseorang tidak bisa haji karena tua atau sakit yang
tidak dapat diharapkan kesembuhannya, ia harus menyuruh orang
untuk menghajikan dan mengumrahkannya dari kampungnya. Hal
itu telah mencukupinya walaupun (kemudian) ia sembuh).

Secara ringkas, orang yang telah memenuhi persyaratan kewajiban
haji sementara ia tidak bisa melaksanakannya karena halangan
yang tidak dapat diharapkan hilang seperti lumpuh atau sakit kro-
nis yang tak dapat diharapkan kesembuhannya, atau ia berbadan
kurus hingga tidak bisa duduk di atas kendaraan kecuali dengan
sangat susah payah, atau orang tua jompo, dan sebagainya; jika ia
mendapatkan orang yang dapat menggantikannya untuk haji dan
memiliki pula upahnya, ia harus menyuruh pengganti tersebut un-
tuk berhaji. Demikian pendapat Abu Hanifah dan As-Syafi'i. Semen-
tara itu, Imam Malik berkata: Orang tersebut tidak wajib haji kecuali
ia mampu melaksanakan haji sendiri.

Saya tidak berpendapat ia diwajibkan haji, karena Allah berfirman
{\Jos )l gL 12}, sedangkan ia termasuk orang yang tidak mampu
haji. Di samping itu, haji adalah ibadah yang tidak bisa digantikan
orang lain ketika ia mampu melakukannya; karenanya, tidak boleh
pula digantikan ketika ia tidak mampu seperti halnya puasa dan
salat.

Dalam masalah ini, kami (mazhab Hanbali) berpegang pada hadis
Abu Razin, di mana ia diperintahkan oleh Rasulullah untuk meng-
hajikan ayahnya dan berumrah. Selain itu Ibnu Abbas meriwayatkan
bahwa seorang perempuan dari Khaé&am berkata: “Ya Rasulullah
SAW, kewajiban Allah kepada hamba-Nya berupa haji telah ber-
laku pada ayahku, namun ayahku adalah seorang tua renta yang tak
mampu lagi duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikan-
nya?“ Rasulullah bersabda: “Ya (boleh)“. Peristiwa itu terjadi ketika
haji Wada“. (Hadis ini muttafaq ‘alaih). Menurut redaksi Muslim:
Wanita tersebut berkata: Ya Rasulullah! Ayahku sudah tua dan telah
berkewajiban haji, namun ia tidak mampu duduk di atas punggung
ontanya. Lalu Rasulullah bersabda: “Berhajilah untuknya!“ Ali per-
nah ditanya tentang orang tua yang telah memiliki kemampuan ber-
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haji. Ia berkata: “Ia perlu dibekali (digantikan). Selain itu, haji adalah
suatu ibadah yang jika rusak diwajibkan membayar kafarat. Karena
itu, dalam (melaksanakan) ibadah tersebut pelaksanaan orang lain
dapat menduduki pelaksanaan orang bersangkutan (maksudnya,
ibadah itu boleh dikerjakan oleh orang lain) sebagaimana puasa, jika
tidak mampu mengerjakannya, ia harus membayar fidyah; berbeda
dengan salat. (Dalam masalah haji tersebut) ia harus segera me-
wakilkannya jika telah memungkinkan, sebagaimana jika ia sendiri
yang melaksanakannya. (Ibnu Qudamah, Al-Syareé al-Kabir, [Riyadh:
Jami'ah Imam Muhammad Ibn Sa'ud al_Islamiyyah — Kulliyyah as-
Syari'ah, t.th.], jilid II, h. 92; dan Al-Mugni li Ibn al-Qudamah, [t.t.:
Al-Manar, 1968 H], cet. ke-3, h. 219—220).
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FATWA MUI NO 5 TAHUN 2009

TENTANG

PENGGUNAAN VAKSIN MENINGITIS
BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

A
//f'/ s

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang:

1.

bahwa Meningitis merupakan penyakit berbahaya
dan menular yang disebabkan oleh mikroorganisme,
seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam da-
rah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga
membawa kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan
kematian;

bahwa pemerintah Arab Saudi mewajibkan kepada
semua orang yang akan berkunjung ke negara terse-
but, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau um-
rah, untuk melakukan vaksinasi Meningitis guna
mencegah terjadinya penularan penyakit Meningitis;

bahwa pada saat ini untuk mencegah terjadinya
penularan penyakit meningitis hanya bisa dilaku-
kan dengan vaksinasi Meningitis karena belum ada
obat lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut;

bahwa vaksin Meningitis yang digunakan bagi ja-
maah haji Indonesia selama ini adalah vaksin Me-
ningitis dengan nama merk/nama dagang Mence-
vax ACW135Y yang diproduksi oleh Glaxo Smith
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Mengingat:

Kline Beecham Pharmaceutical Belgia, yang dalam
proses pembuatannya mempergunakan bahan me-
dia yang dibuat dengan enzim dari pankreas babi
dan gliserol dari lemak babi dan sampai saat ini be-
lum ditemukan vaksin Meningitis lain yang dalam
proses pembuatannya tidak menggunakan bahan
media tersebut yang dapat menggantikan vaksin
tersebut;

bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI meman-
dang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum
Penggunaan Vaksin Meningitis tersebut di atas bagi

Jemaah Haji dan/atau Umrah, sebagai pedoman
bagi pemerintah, umat Islam dan pihak-pihak lain
yang memerlukannya.

Firman Allah SWT, antara lain:

FSPRN U5 il 5 2 &l e 252
jf;m\g\u& \)Lu\cyjtbj& a)p s \u*"w\
=5

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas-
mu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang
disembelih dengan (menyebut) selain nama Allah.
Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (me-
makannya), bukan karena menginginkannya dan
tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa
baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.” (Q.S. Al-Baqgarah [2]:173)

mm\ﬂ&\ujff;\r_ijrﬂ’W\“ cCL~
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2 spad 0\ G5
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah,
daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas
nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang
jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang
buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (di-
haramkan juga) yang disembelih untuk berhala.
Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan
anak panah, karena itu perbuatan fasik. Pada hari
ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (menga-
lahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut
kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari
ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan
telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah
Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsia-
pa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat
dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 3)

uj_f—,wm jr_ctgécu;;g\@j
ﬂ&\w) Ui;')d"‘b)".f}f';)‘ \.AS :“

rg)jjjz}—dﬁ b)\c\j)tbj\.c;ﬁmo\uﬁ} fbéUJ\
“Katakanlah (Muhammad), ‘Tidak kudapati di
dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang
diharamkan bagi orang yang hendak memakannya,
kecuali jika makanan itu bangkai, darah yang me-
ngalir, daging babi — karena sesungguhnya itu kotor
— atau (hewan) yang disembelih dengan (menyebut)
selain nama Allah.’ Tetapi barangsiapa dalam ke-
adaan terpaksa (memakannya), bukan karena men-
ginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,
maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha
Penyayang.” (Q.S. Al-An’am [6]: 145)

. Hadits-hadits Nabi SAW, antara lain:

z -

g\sjs.c \)SQC@Y\E\' “"Z}J:.»jjcm\gb\}j\w
(dujww\uu\u_csﬂ\;f\ \)))rﬂj\»\j

“Berobatlah, karena Allah tidak menciptakan penya-
kit kecuali menciptakan pula obatnya, kecuali satu
penyakit, yaitu pikun (tua). (H.R. Abu Daud dari Usa-
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mabh bin Syarik)
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“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit
dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit.
Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan se-
suatu yang haram.” (H.R. Abu Daud dari Abu Darda)
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“Sekelompok orang dari suku Ukl atau Urainah
datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (se-
hingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW meme-
rintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar
mereka) meminum air kencing dan susu dari unta
tersebut...” (H.R. Al-Bukhari dari Anas bin Malik)

(ojjbd\uﬁLSJW\a\)))(su_wéjdj\\)\;\/ ’w\dj\\.ﬁ

“Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali
menurunkan (pula) obatnya.” (H.R. Al-Bukhari dari
Abu Hurairah)
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“Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke
dalam keju. Beliau SAW menjawab: jJika keju itu keras
(padat), buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan
makanlah (sisa) keju tersebut; namun jika keju itu
cair, maka janganlah kamu memakannya” (H.R. Ah-
mad dari Abu Hurairah)

[jma’ ulama bahwa daging babi dan seluruh bagian
(unsur) babi adalah najis 'ain (dzati).

4. Qa’idah Fighiyah:
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Memperhatikan:

1.

AR R ER PSR
“Manakala bercampur antara yang halal dengan
yang haram, maka dimenangkan yang haram.”

O8RS )3E £333 555
“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkm. 7

/J }j\aj\
“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”

éxo\_;,\ SIK Tk w};ﬁ\dj@ 4535 aa

“Kondisi hajah dapat menempati kondisi darurat. 7

j;a,x\ s 2 ; j}\a\

“Darurat membolehkan hal-halyang dtlarang 7

\.ﬁ_)v\;djjs;_) D_))J\QJJ C«J\Lﬂ

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi
sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”

Pendapat para ulama; antara lain:

) 4n5) 3\/’ S A 5 O 2y 15,23 J@;
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“Imam Zuhri (w. 124 H) berkata: ‘Tidak halal memi-
num air seni manusia untuk mengobati penyakit,
karena itu najis. Allah berfirman: ‘Dihalalkan bagimu
yang baik-baik’ (Q.S. Al-Maidah: 5). Dan Ibnu Mas'ud
(w. 32 H) berkata tentang minuman keras: ‘Sesung-
guhnya Allah tidak menjadikan obatmu pada apa
yang diharamkan atasmu’”

WAGA 254 k;m,;xﬁj\ 285 Sie Be pEE (gl A

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika be-
lum ada benda suci yang dapat menggantikannya”
(Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-
Mubhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], jus I, h.79)
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“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum
menemukan benda suci yang dapat menggantikan-
nya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan
lebih sempurna (lebih diutamakan) daripada masla-
hat menjauhi benda najis” (al-1zz bin ‘Abd al-Salam,
Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah:
Mathba’ah al-Istiqamabh, t.th.), juz I, h.81).

Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang keharaman
makanan dan minuman yang bercampur dengan
barang haram/najis dan fatwa MUI bulan Septem-
ber 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi
dan seluruh unsur-unsurnya.

Keterangan dari Duta Besar Arab Saudi di Indonesia
dalam pertemuan antara pimpinan MUI dan Duta
Besar Arab Saudi di kantor kedutaan Arab Saudi di
Jakarta pada tanggal 15 Juni 2009 dan tanggal 23 Juni
2009 yang menyatakan bahwa sampai saat ini kebi-
jakan mewajibkan para pengunjung Arab Saudi me-
makai vaksin miningitis masih berlaku efektif.

Keterangan dari Mufti ‘Am Kerajaan Arab Saudi
dalam pertemuannya dengan delegasi MUI pada
tanggal 13 Juli 2009 di kantor Haiah Kibar al-Ulama,
di Thaif, Saudi Arabia, bahwa pemerintah Kerajaan
Arab saudi masih tetap mewajibkan bagi para ja-
maah haji atau umrah untuk menggunakan vaksin
Meningitis.

Keterangan dari Glaxo Smith Kline Beecham Phar-
maceutical Belgia Produsen MencefaxTM ACWi135Y
di kantor Departemen Kesehatan pada tanggal 22
Mei 2009 bahwa bahan aktif vaksin meningitis
MencefaxTM ACW135Y berasal dari koloni bakteri
yang dibiakkan atau ditumbuhkan pada bahan me-
dia yang mengandung enzim dan lemak babi.
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6. Keterangan Prof. DR. Hj. Anna P. Roswiem berdasar-

kan penjelasan dari Glaxo Smith Kline Beecham
Pharmaceutical-Belgium, produsen MencefaxTM
ACWi35Y, bahwa dalam proses pembuatan vaksin
tersebut telah terjadi persinggungan/persentuhan
dengan bahan media yang dibuat dengan enzim
dari pankreas babi dan gliserol dari lemak babi.

Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa pada tanggal 6
Juni 2009, tanggal 13 Juni 2009, tanggal 19 Juni 2009,
g Juli 2009, dan 16 Juli 2009.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

Menetapkan:

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MENINGI-
TIS BAGI JEMAAH HAJI ATAU UMRAH

Ketentuan Umum:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1.

Vaksin Meningitis adalah vaksin yang mempunyai
nama produksi Mencevax™ ACW135Y yang diproduk-
si oleh Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-
Belgium, yang kegunaannya untuk mencegah pe-
nyakit Meningitis.

Penyakit Meningitis adalah penyakit yang disebab-
kan oleh mikroorganisme, seperti virus atau bak-
teri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan
radang selaput otak sehingga dapat menyebabkan
kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian,
yang merupakan penyakit berbahaya dan menular.

Haji wajib adalah haji yang dilakukan oleh mukallaf
untuk pertama kali atau karena nadzar. Sedangkan
umrah wajib adalah umrah karena nadzar.
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Ketentuan Hukum:

1.

Penggunaan Vaksin Meningitis yang mempergu-
nakan bahan dari babi dan/atau yang dalam proses
pembuatannya telah terjadi persinggungan/persen-
tuhan dengan bahan babi adalah haram.

Penggunaan vaksin Meningitis, sebagaimana dimak-
sud dalam angka 1 di atas, khusus untuk haji wajib
dan/atau umrah wajib, hukumnya boleh (mubah),
apabila ada kebutuhan mendesak (li al-hajah).

Ketentuan boleh mempergunakan vaksin meningi-
tis yang haram tersebut berlaku hanya sementara
selama belum ditemukan vaksin Meningitis yang
halal atau pemerintah Kerajaan Arab Saudi masih
mewajibkan penggunaan vaksin tersebut bagi ja-
maah haji dan/atau umrah.

Rekomendasi (Taushiah):

1.

Ketua
ttd

Dr. KH. Anwar Ibrahim

Pemerintah harus segera memproduksi/menye-
diakan vaksin Meningitis yang halal sehingga dapat
digunakan oleh calon jamaah haji pada tahun 2010.

Setelah dilakukan vaksinasi, agar segera dilakukan
penyucian secara syar’i di tempat injeksi.
Umat Islam agar senantiasa berhati-hati dalam

mengkonsumsi apapun yang diragukan atau di-
haramkan oleh agama.

Ditetapkan: Jakarta, 23 Rajab 1430 H
16 Juli 2009 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Sekretaris
ttd
Dr. H. Hasanuddin, M.Ag
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FATWA MUI NO 40 MUNAS 201

TENTANG

BADAL THAWAF IFADHAH

(PELAKSANAAN THAWAF IFADHAH OLEH ORANG LAIN)

~ - z _— /r/‘/

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

a. bahwa thawaf ifadhah merupakan salah satu ru-

kun haji yang harus dilaksanakan oleh orang yang
berhaji agar sah ibadah hajinya;

. bahwa dalam prakteknya, ada orang yang berhaji,

yang pada waktu pelaksanaan ibadah haji terkena
musibah sakit sehingga tidak memungkinkan untuk
melaksanakan ibadah thawaf ifadhah, sementara
pelaksanaan thawaf ifadhah dengan bantuan orang
lain juga mengalami kendala;

. bahwa pada kasus yang seperti ini, muncul perta-

nyaan dari Kementerian Agama RI terkait kemung-
kinan membadalkan thawaf ifadhah bagi jamaah
sakit serta bagaimana jalan keluar yang dapat di-
lakukan untuk mengatasi masalah ini;

. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetap-

kan fatwa tentang hukum badal thawaf ifadhah
(pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain) guna
dijadikan pedoman.
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Mengingat:

1. Al-Quran:

a.

Firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 196
yang menegaskan perintah menyempurnakan pelak-
sanaan seluruh manasik haji, termasuk pelaksanaan
thawaf ifadhah, sebagaimana firman-Nya:

$3) 5e S W5 235ast 36 5522315

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena
Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh
atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang
mudah didapat” (Q.S. Al-Baqarah [2:196])

Firman Allah SWT dalam Surat al-Hajj ayat 29
yang memerintahkan untuk melaksanakan thawaf
mengelilingi baitullah yang merupakan rukun haji
sebagaimana firman- Nya:

sl il 1585

“Dan hendaklah mereka melakukan melakukan tha-
waf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah)” (Q.S.
Al-Hajj [22]:29)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a.

Riwayat Aisyah ra yang menegaskan bahwa sese-
orang yang belum melaksanakan thawaf ifadhah ha-
rus tetap melaksanakan dan tidak pulang sebelum
melaksanakannya, sebagaimana sabdanya:

o) L ‘»«Jwy‘) ﬁ)‘ S8 S o 52
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Dari Zuhri ra berkata: Urwah ibn Zubair dan Abu
Salamah ibn Abdirrahman bercerita kepada saya
bahwa Aisyah istri nabi saw ra mengabarkan bahwa
Shafiyyah binti Huyayy istri nabi saw haidl ketika haji
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wada’ lalu nabi saw bersabda: “Apakah ia menahan
kita (untuk pulang)? Kemudian saya berkata: “Ia telah
melakukan thawaf ifadhah wahai Rasulullah’, dan Ra-
sul pun berkata: “ (kalau begitu)... dapat pergi” (H.R.
al-Bukhari, hadis nomor 4050)

. Riwayat Ibn Abbas ra yang menerangkan bahwa
seseorang yang tengah melaksanakan ibadah haiji,
setelah wuquf di Arafah dan meninggal sebelum
menunaikan thawaf ifadhah nabi langsung memer-
intahkan untuk dimandikan dan dikubur dan tidak
memerintahkan orang lain untuk melakukan thawaf
untuknya, sebagaimana sabdanya:
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“DariIbn Abbas ra ia berkata: Pada saat salah seorang
sahabat wuquf bersama Rasulullah SAW di Arafah,
tiba- tiba ia terjatuh dari kendaraannya dan mening-
gal, lantas Rasululah saw bersabda: “Mandikanlah ia
dengan air dan daun sidr, dan kafanilah dengan dua
helai baju. Jangan kalian beri wangi-wangian dan jan-
gan kalian tutup kepalanya, karena Allah SWT akan
membangkitkannya kelak di hari kiamat dalam kondi-
si sedang melakukan ibadah haji” (Muttafaq ‘alaih)

Q.\z

\\\k,

Riwayat yang menegaskan kebolehan melaksanakan
thawaf ifadhah dengan menggunakan alat bantu, ter-
masuk kendaraan dan kursi roda, tidak dengan berja-
lan di atas kaki sendiri, sebagaimana sabdanya:
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Dari Ibn Abbas ra ia berkata: Nabi saw melakukan
thawaf dengan mengendarai unta. Setiap kali beliau

sampai di rukun (yamani) beliau memberi isyarat
(H.R. al-Bukhari, hadits nomor 1508)
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Riwayat Ummu Salamah yang menegaskan bahwa
jika jamaah dalam kondisi sakit, maka dimungkinkan
untuk melakukannya dengan berkendara, namun ti-
dak mengganggu jamaah yang lain, sebagai berikut:

\J.‘oéb\ 51 EE ElEge ”“\y) f‘u‘
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Dari Ummi Salamah ra ia berkata: Saya mengadu ke
Rasulullah bahwa saya ada keluhan, lantas beliau
bersabda: “Berthawaflah di belakang jamaah (yang
sedang berthawaf) dengan berkendara” Lalu saya
berthawaf sementara Rasulullah saw shalat di samp-
ing Ka’bah, dengan membaca surat al-Thur. (H.R. al-
Bukhari, hadis nomor 1526)

3. Ijma Ulama bahwa thawaf ifadhah merupakan salah
satu rukun haji yang tidak sah haji seseorang tanpa
melakukan thawaf ifadhah.

4. Kaedah fighiyyah

Kaedah fighiyyah yang mengatur bahwa dasar penen-
tuan kebijakan publik adalah untuk kemaslahatan
umat, termasuk dalam kebijakan pemenuhan hak
melaksanakan thawaf ifadhah bagi jamaah haji, yaitu:

FEA A ':“z Liaaed) Je ) A

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas| terhadap
rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab Al-Majmuw’
Syarah Al-Muhadzzab (8/220) yang menjelaskan bahwa
Thawaf Ifadhah merupakan rukun haji sebagaimana Ijma’
Ulama dan akhir waktu pelaksanaannya tidak dibatasi,
sebagai berikut:

2 oVl et V3 0651 G ) SIBING ..
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Memperhatikan:
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“Thawaf ini (thawaf ifadhah) merupakan salah satu
rukun haji, tidak sah haji tanpa adanya thawaf
ifadhah berdasarkan ijma (konsensus ulama) .... Telah
kami sebutkan bahwasanya tidak ada batas akhir
waktu pelaksanaan thawaf ifadhah. Sah dilaksanakan
sepanjang hidup namun dengan status makruh”

2. Pendapat Imam al-Qurthubi dalam kitab “al-Jami’ li

Ahkami al- Quran (12/51) yang menerangkan me-
ngenai kewajiban thawaf ifadhah yang tidak dapat
gugur sebelum dilaksanakan, sebagai berikut:
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“Ismail ibn Ishaq berkata: Thawaf Wajib yang tidak
dapat gugur dalam kondisi apapun adalah thawaf
ifadhah, yang dilaksanakan setelah Arafah. Allah
berfirman (Q.S. Al-Hajj: 29 yang artinya): “Kemudian
hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada
pada badan mereka dan hendaklah mereka menyem-
purnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka
melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Bait-
ullah)..” Thawaf ifadhah inilah thawaf sebagaimana
dimaksud dalam al-Quran yang menjadikan orang
berhaji dapat tahallul dari ihramnya secara keselu-
ruhan. Abu Umar berkata: Apa yang disebutkan oleh
Ismail lah dalam masthawaf ifadhah merupakan
pendapat Imam Malik, yaitu riwayat Ibnu Wahb, Ibnu
Nafi’ dan Asyhab. Ini pendapat jumhur fugaha Hijaz
dan Iraq’.
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3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni (2/444)
mengenai thawaf ifadhah yang merupakan rukun haji dan
harus dilaksanakan, sebagai berikut:

; e Ycé»\us;)jmja)\;)\u\jk w%mjﬁﬁ\u}\l\)

“Thawaf yang masyru’ itu ada tiga, pertama thawaf z[ara/z,
yakni merupakan rukun haji yang tidak dapat sempurna
ibadah haji tanpa thawaf, tanpa ada perbedaan ulama se-

dikitpun”

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam

Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa
yang terakhir pada tanggal 24 Oktober 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG BADAL THAWAF IFADHAH

Pertama: Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Badal Thawaf Ifadhah adalah pelaksanaan thawaf ifadhah yang
merupakan rukun haji yang dilakukankan oleh orang lain untuk
menggantikan seseorang yang sedang berhaji karena sakit atau

sebab lain.
Kedua: Ketentuan Hukum

1. Thawaf Ifadhah adalah rukun haji yang wajib dilaksanakan
oleh seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji.

2. Seseorang yang berhaji tetapi tidak melaksanakan thawaf
ifadhah hajinya tidak sah.

3. Badal thawaf ifadhah (pelaksanaan thawaf ifadhah oleh
orang lain) adalah tidak sah.

4. Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk
melaksanakan thawaf ifadhah dengan sendiri dapat meng-
gunakan alat bantu.

5. Jamaah haji yang sakit yang oleh dokter dinyatakan belum
memungkinkan untuk melaksanakan thawaf ifadhah, baik
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6.

dengan sendiri maupun alat bantu, pelaksanaan thawaf
ifadhahnya menunggu hingga kondisi memungkinkan.

Jamaah haji yang meninggal sebelum melaksanakan tha-
waf ifadhah tidak terkena kewajiban badal thawaf ifadhah
(penggantian pelaksanaan thawaf ifadhah oleh orang lain).

Ketiga: Rekomendasi

1.

Penyelenggara ibadah haji (Pemerintah dan swasta) dimin-
ta menyediakan sarana prasarana untuk membantu pelak-
sanaan thawaf ifadhah bagi jamaah yang tidak memung-
kinkan melaksanakannya sendiri.

Kementerian Agama RI diminta menjamin pemenuhan la-
yanan jamaah haji, terutama pelaksanaan rukun-rukunnya,
termasuk merumuskan kebijakan tanazul bagi jamaah haji
sakit sampai dapat melaksanakan thawaf ifadhah.

Kementerian Agama RI diharapkan meminta Pemerintah
Arab Saudi untuk memberikan kemudahan bagi jamaah
haji yang sakit untuk melaksanakan thawaf ifadhah sebagai
salah satu rukun haji, termasuk dengan alat bantu dan sa-
rana/prasarana pendukung.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan keten-
tuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan,
akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mesti-
nya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan
dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk
menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 26 Dzul Qa’idah 1432 H
24 Oktober 201 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

ttd. ttd.

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA Dr. HM. Asrorun Ni’'am Sholeh, MA
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FATWA MUI NO 41 MUNAS 2011

TENTANG

PENYEMBELIHAN HEWAN DAM ATAS HAJI TAMATTU’

DI LUAR TANAH HARAM

-

Y eix
e e

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:

a. bahwa sesuai dengan program yang telah ditetap-

kan oleh Pemerintah, pelaksanaan haji bagi jamaah
Indonesia kebanyakan mengambil haji tamattu®, yai-
tu dengan melaksanakan ibadah umrah dulu kemudi-
an melaksanakan ibadah haji, yang karenanya jamaah
haji berkewajiban membayar dam berupa kambing
bagi yang mampu;

. bahwa sebagian masyarakat ada yang menilai bahwa

praktek pelaksanaan penyembelihan dam di tanah
suci untuk jamaah haji Indonesia kurang memberi-
kan nilai manfaat bagi fakir miskin, di samping ba-
nyak ditemui penyimpangan serta seringkali tidak
memenuhi ketentuan syar’i sehingga mengusulkan
pelaksanaan penyembelihan dam atas haji tamattu”
ini di tanah air agar kemanfaatannya lebih tinggi;

. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan

mengenai hukum penyembelihan dam atas ahji
tamattu’ ini di luar tanah haram untuk merealisasi-
kan manfaat sebagaimana di maksud;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan
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Mengingat:

1.

fatwa tentang penyembelihan dam atas haji tamattu’ di
luar tanah haram guna dijadikan pedoman.

Al-Quran al-Karim:

a. Firman Allah yang menjelaskan kewajiban menyem-

belih hewan bagi jamaah yang melaksanakan haji
tamattu) sebagaimana dalam Q.S. Surat al-Bagarah
ayat 196:
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Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa
yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di-
dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban
yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan
(binatang korban atau tidak mampu), maka wajib
berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari
(lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah
sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewa-
Jjiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang ke-
luarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram
(orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah).
Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bah-

wa Allah sangat keras siksaan-Nya. (Q.S. Al-Bagarah
[2]:196)

. Firman Allah yang menjelaskan tempat menyembe-

lih hadyu yaitu tanah haram. Hadyu tamattu’ diqi-
yaskan dengan hal ini, sebagaimana dalam Q.S. Al-
Maidah ayat 95 sebagai berikut:
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang
ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya
dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti
dengan binatang ternak seimbang dengan buruan
yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang
adil di antara kamu, sebagai hadyu yang di bawa
sampai ke Ka'bah, atau (dendanya) membayar kaf-
farat dengan memberi makan orang-orang miskin,
atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dike-
luarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk
dari perbuatannya. (Q.S. Al-Maidah: 95)

Surat al-Baqarah ayat 196 sebagai berikut:
A2 B3 A B2 an) LAZ Y

“... dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum
korban sampai di tempat penyembelihannya...” (Q.S.
Al-Baqarah [2]: 196)

Surat al-Fath ayat 25 sebagai berikut:

AJ.; 8.,.: Q\ \3 )isu
Merekalah orang-orang yang kafir yang menghalangi
kamu dari (masuk) Masjidil Haram dan menghalangi

hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan)
nya. (Q.S. Al-Fath: 25)

Dan Surat al-Hajj ayat 33 sebagai berikut:

REASINHESE “’&\é\’ EAHERERY

Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada
beberapa manfa'at, sampai kepada waktu yang di-
tentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa)
menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq
(Baitullah). (Q.S. Al-Hajj: 33)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. Riwayat al-Baihaki dari Sahabat Jabir ra yang
menegaskan bahwa seluruh Mekkah adalah
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tempat menyembelih.
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“Dari Atha“ ibn Abi Rabah diceritakan ke-
padanya bahwasanya ia mendengar Jabir ibn
ABdillah ra berkata: Rasulullah saw bersab-
da: “Setiap penjuru kota Makkah adalah jalan
dan tempat menyembelih” (H.R. al-Baihaki
dan al- Hakim)

b. Riwayat al-Baihaki dalam Sunan al-Baihaki
al-Kubra (10/83) dari Sahabat Jabir ra yang
menegaskan tempat Nabi saw menyembelih
adalah di Mina sebagaimana sabdanya:
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“Dari Jabir ra bahwa Rasulullah saw bersab-
da: “Saya menyembelih di sini dan Mina se-

luruhnya adalah tempat menyembelih” (H.R.
al-Baihaki)

3. Qaidah fighiyyah

35560 3 1SV
“Hukum asal dalam ibadah adalah dogma “

“Pada umumnya masalah ibadah adalah
ta“abbudi dan dogma”

Memperhatikan: 1. Pendapat Imam al-Marghiyani al-Hanafy dalam
kitab “al-Hidayah” (1/101-102) yang menegaskan
bahwa penyembelihan hadyu itu merupakan
ibadah qurbah yang tidak bisa dinalar (ghair
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maqulatilma’na) berbeda dengan zakat yang bisa
dibayar dengan qimabh, sebagai berikut;
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Dalam masalah zakat, boleh membayarnya de-
ngan nilai menurut madzhab kami (Malikiyyah).
Demikian juga dalam masalah kaffarat, zakat
fitrah, pajak, dan nadzar. Sedang menurut Imam
al-Syafii: Tidak boleh membayarnya dengan
gimah karena mengikuti yang dinashkan seba-
gaimana sembelihan “alhadyu” dan sembelihan
kurban. Menurut pendapat kami, perintah untuk
menunaikan kepada orang fakir dengan menyam-
paikan rizkiyang diperjanjikan kepadanya. Halini
membatalkan pembatasan kambing dan menjadi
seperti jizyah; berbeda halnya dengan “al-hadyu’,
karena qurbah (ketaatan dan pendekatan diri)
dalam masalah hadyu adalah pengaliran darah,
dan ini tidak bisa dinalar (la yuqal). Sementara
aspek qurbah pada masalah yang diperselisihkan
(zakat) adalah menutup kebutuhan orang yang
membutuhkan, dan ini bisa dinalar (ma'qul).

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab “A/-Ma-
Jjmuu’ Syarah Al-Muhadzzab” sebagai berikut:
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“Apabila orang yang berihram terkena kewajiban
membayar dam, seperti dam tamattu;, dam qi-
ran, dam (karena memakai) wewangian, serta
hukuman berburu, ia wajib membagikannya ke-
pada orang-orang miskin tanah haram karena
firman-Nya: “kurban sampai ke Ka’bah” Apabila
(dam tersebut) disembelih di tanah halal dan
di bawa ke tanah haram hukumnya tergantung
kondisi, jika dagingnya berubah dan busuk maka
tidak mencukupi (tidak sah), karena yang men-
jadi hak (orang miskin tanah haram tersebut)
adalah daging yang sempurna dan tidak busuk.
Namun jika daging tersebut tidak busuk, maka
ada dua pendapat; pertama, tidak sah karena pe-
nyembelihan adalah salah satu dari dua tujuan
hadyu, maka ia dikhususkan penyembelihan-
nya di tanah haram sebagaimana distribusinya;
kedua, sah karena tujuannya adalah daging,
dan cara tersebut telah dapat sampai kepada
mereka. Jika seandainya ia terkena kewajiban
memberi makan, ia juga harus menyampaikan-
nya ke orang-orang miskin tanah haram, diqi-
yaskan dengan al-hadyu. Jika terkena kewajiban
puasa, maka ia boleh berpuasa di setiap tempat,
karena puasanya tersebut tidak memberi man-
faat (secara langsung) bagi ahli tanah haram.
Jika ia terkena kewajiban membayar “al-hadyu”
dan terkepung sehingga tidak bisa masuk tanah



haram maka ia boleh menyembelih dan mendis-
tribusikannya di lokasi dia mana ia terkepung,
sebagaimana riwayat Ibnu Umar ra bahwa nabi
saw pernah melakukan umrah lalu ada orang
kafir Quraish menghalangi nabi, kemudian nabi
menyembelih “al-hadyu” dan memotong rambut
di Hudaibiyah, di mana jarak antara Hudaibiyah
dan tanah haram adalah tiga mil. Hal ini juga
disebabkan, jika boleh tahallul di tempat yang bu-
kan tempatnya tahallul karena terkepung maka
boleh juga menyembelih hadyu di tempat yang
bukan tempat menyembelih’.

. Pendapat Imam al-Bahuty al-Hanbali dalam
Kitab “Kasysyaaful Qina’ ‘an Matn al-Igna”(7/85)
sebagai berikut:
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Setiap “al-hadyu”yang kami katakan untuk orang-
orang miskin tanah haram, ia harus disembelih
di tanah haram. Dan sah dengan menyembelih di
seluruh bagian tanah haram, sebagaimana diri-
wayatkan dari Jabir dengan riwayat yang marfu“
“Setiap penjuru Makkah adalah jalan dan tempat
menyembelih’, hadis diriwataytkan Imam Ah-
mad dan Abu Dawud. Akan tetapi dalam riwayat
Imam Muslim marfu“ (dengan redaksi) “Mina
secara keseluruhan adalah tempat menyembe-
lih’; hanya saja yang dikehendaki adalah tanah
haram, karena semuanya adalah jalan menuju
Mina. Kata “alfajj” adalah jalan, dan firman-Nya
“kurban sanpai ke Ka“bah” serta firman-Nya “ke-
mudian tempat wajib (serta akhir masa) meny-
embelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atig
(Baitullah)” tidak terlarang menyembelih di luar
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Mina sebagaimana juga tidak terlarang menyembelih
di Mina.

. Pendapat Athiyyah Shaqr sebagai berikut:
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“Adapun tempat menyembelih al-hadyu adalah di Ta-
nah Haram Makkah, dan termasuk di dalamnya adalah
Mina. Menurut Jumhur Ulama tidak boleh menyembe-
lih di luar tanah haram. Barang siapa yang lupa me-
nyembelih kemudian pulang ke kampung halamannya,
maka ia (tetap) wajib menyembelihnya di tanah haram,
baik oleh dirinya sendiri maupun dengan mewakilkan
pada orang lain. Tidak ada yang membolehkan melak-
sanakan penyembelihan di kampung halaman (di
luar tanah haram) kecuali sedikit, yaitu diriwayatkan
dari Imam Mujahid dari golongan Tabi“in. akan tetapi
pendapat jumhur merupakan pendapat yang benar
karena menjaga terealisasikannya hikmah syar‘“iyyah
ibadah penyembelihan untuk kepentingan keman-
faatan ahli Mekkah sebagaimana dijelaskan oleh nash’.

5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang

dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi
Fatwa yang terakhir pada tanggal 24 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENYEM-

BELIHAN HEWAN DAM ATAS
HAJI TAMATTU DI LUAR TA-
NAH HARAM
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Pertama : Ketentuan Hukum

1.

Jamaah haji yang melaksanakan haji tamat-
tu’ atau giran wajib membayar dam dengan
memotong seekor kambing. Jika tidak mam-
pu, dapat diganti dengan berpuasa 10 hari,
tiga hari di tanah haram dan tujuh hari di ta-
nah air.

Penyembelihan hewan dam atas haji tamat-
tu’ atau giran dilakukan di tanah haram. Jika
dilakukan di luar tanah haram hukumnya ti-
dak sah.

Daging yang telah disembelih didistribusi-
kan untuk kepentingan fakir miskin tanah
haram. Jika ada pertimbangan kemaslahatan
yang lebih, maka dapat didistribusikan kepa-
da fakir miskin di luar tanah haram.

Hewan dam atas haji tamattu’ atau qiran
tidak dapat diganti dengan sesuatu di luar
kambing yang senilai (gimah).

Kedua : Rekomendasi

1.

Kementerian Agama RI diminta untuk menga-
tur dan menertibkan pembayaran dam bagi
jamaah haji Indonesia guna menjamin ter-
laksananya ibadah tersebut secara benar dan
mencegah terjadinya penipuan dan/atau pe-
nyimpangan.

Kementerian Agama RI diminta berkoordinasi
dengan Pemerintah Saudi Arabia untuk men-
gelola dam yang dibayarkan oleh jamaah haji
Indonesia demi kemanfaatan bagi fakir miskin,
termasuk di Indonesia.

Jamaah haji harus memastikan bahwa pelak-
sanaan dam atas haji tamattu’ atau qiran ini
terlaksana secara benar, dengan melaksanakan
sendiri atau mewakilkan kepada lembaga yang
amanah.
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Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari ter-
nyata membutuhkan penyempurnaan, akan
diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana
mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang
memerlukan dapat mengetahuinya, meng-
himbau semua pihak untuk menyebarluaskan
fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 26 Dzul Qa’idah 1432 H

24 Oktober 2011 M
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA
Ketua Sekretaris
ttd. ttd.

Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA
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KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-4 TAHUN 2012
TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MUASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

DANA TALANGAN HAJI
DAN ISTITHA'AH UNTUK MENUNAIKAN HAJI

A. DESKRIPSIMASALAH

DSN-MUI telah menetapkan fatwa nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 ten-
tang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Fatwa ini merupakan jawaban terhadap permohonan industri keuangan
(baca: bank) yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan yang berupa
semakin ragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat.

Dalam fatwa DSN nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut ditetapkan
bahwa: 1) dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh
imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fat-
wa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000; 2) apabila diperlukan, LKS
dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan meng-
gunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/
IV/2001; 3) jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh diper-
syaratkan dengan pemberian talangan haji; dan 4) besar imbalan jasa
al-Jjarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang
diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara pararel: akad ijarah —
sebagai akad utama-- dan akad qardh—sebagai akad pendukung. LKS
yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh seat/porsi
haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan ujrah atas pekerjaan yang
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berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad ijarah; oleh karena itu,
berlakulah ketentuan ijarah sebagai mana terdapat dalam fatwa DSN-
MUIL Akad qardh antara LKS dengan nasabah berupa pembiayaan di-
lakukan untuk mendukung pelayanan yang diberikan oleh LKS kepada
nasabah dalam rangka membantu nasabah mendapatkan porsi haji
sebagaimana dimaksudkan di atas. Untuk hal ini berlakulah ketentuan
qardh sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut.

Isu yang berkembang di masyarakat dalam menyikapi fatwa tentang
Pembiayaan Pengurusan Haji LKS berkaitan dengan istithaah; yaitu
orang yang sudah istithaah (mampu) untuk melakukan ibadah haji
merasa terhalangi oleh orang yang memperoleh fasilitas dari bank yang
berupa talangan haji sehingga mendapatkan porsi haji lebih awal.

Di sisi yang lain, keberadaan dana talangan haji dirasakan tidak sejalan
dengan ruh syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari ber-
hutang.

RUMUSAN MASALAH:

1. Bagaimana hukum dana talangan haji oleh LKS ?

2. Bagaimana kaitan syarat istitha’ah dengan dana talangan dalam
pelaksanaan ibadah haji?

3. Bagaimana seharusnya pengaturan praktek dana talangan haji?

KETETAPAN HUKUM

1. Dana talangan haji yang diberikan oleh LKS pada dasarnya meru-
pakan bagian dari produk pembiayaan pengurusan haji oleh LKS se-
bagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/
VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan
Syariah.

2. Dana talangan haji sebagaimana angka 1, sepanjang memenuhi
ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang ke-
tentuannya antara lain: LKS hanya mendapat ujrah (fee/upah) atas
jasa pengurusan haji, sedangkan qardl yang timbul sebagai dana
talangan haji tidak boleh dikenakan tambahan; hukumnya boleh
(mubah/ja’iz).

3. Dana talangan haji sebagaimana angka 1 yang tidak sesuai dengan
ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang
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Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah dan/atau
menyebabkan terhalanginya hak orang yang sudah berkemampuan
untuk menunaikan ibadah haji, hukumnya haram.

Istitha'ah merupakan syarat wajib haji (syarth al-wujub), bukan
syarat sah haji (syarth al-shihhah). Upaya untuk mendapatkan porsi
haji dengan cara memperoleh dana talangan haji dari LKS adalah
boleh, karena hal itu merupakan usaha/kasab/ikhtiar dalam rangka
menunaikan haji. Jika upaya tersebut menyebabkan madharrat bagi
dirinya atau orang lain maka tidak diperbolehkan.

Umat Islam tidak boleh memaksakan diri untuk melaksanakan iba-
dah haji sebelum benar-benar istitha’ah dan tidak dianjurkan untuk
memperoleh dana talangan haji terutama dalam kondisi antrian
haji yang sangat panjang seperti saat ini.

Umat Islam yang menerima dana talangan haji tidak boleh menu-
naikan ibadah haji sebelum pembiayaan talangan haji dari LKS lunas.

Umat Islam tidak boleh mengajukan dana talangan haji jika tidak
memiliki kekayaan yang memadai untuk membayarnya.

LKS wajib melakukan seleksi dan memilih nasabah penerima dana
talangan haji, meliputi kemampuan finansial, standar penghasilan,
persetujuan suami/istri serta tenor pembiayaan.

Pemerintah c/q Bank Indonesia wajib mengatur dan mengawasi LKS
dalam pembiayaan dana talangan haji.

D. REKOMENDASI

Pemerintah diminta untuk menyusun kebijakan yang dapat mengu-
rangi panjangnya antrian calon jamaah haji.

E. DASAR PENETAPAN HUKUM

1.

Firman Allah SWT:
e S sl P 2 il o sl e

“.. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke
Baitullah ...” (QS Ali Imran: 97).
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesang-
gupannya... “(Q.S. al-Baqarah [2]: 286)

. Hadis Nabi SAW:

L1915 315108 ) o2 ey ade bl Lo o3 Ja2
Nabi saw ditanya tentang tafsir "al-sabil” (QS Ali Imran: 97), beliau
menjawab, yaitu bekal (yang cukup) dan kendaraan.
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. Atsar Sahabat:
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“Dari Thariq Ibn Abd al-Rahman, aku mendengar Ibn Abi Awfa ditanya
tentang hukum hajinya seseorang yang dilakukan karena pinjaman
(gardh) dari pihak lain; beliau menjawab: “mudah-mudahan Allah
memberinya rizki dan janganlah berhaji dengan menggunakan dana
pinjaman (qardh); dalam kitab Sunan al-Kubra al-Baihaqi terdapat
lafazh: “..mudah-mudahan Allah memberinya rizki, dan janganlah
meminjam (qardh) untuk menunaikan haji.” Menurut kami, yang di-
maksud riwayat tersebut adalah: ‘janganlah meminjam (gardh) un-
tuk menunaikan haji kecuali yang bersangkutan mampu membayar/
mengembalikannya’.

. Kaidah Fiqih

VP | S UUA |

Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuannya
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“Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan’.

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin’.

@\AJ\ s Jeiis Al £33

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada
mengambil kemashlahatan’.

. Pendapat Imam Syafi'i:

M‘MY;@u@Mu‘ﬁw@&W PN

Barang siapa yang tidak memiliki kelebihan harta yang membuatnya
layak untuk menunaikan ibadah haji tanpa melakukan pinjaman,
maka orang tersebut dianggap tidaklah terkena kewajiban haji kare-
na dianggap tidak berkemampuan. (Al-Umm 2/116).

MM\MY\j\wJCuMCMQ J«.SUOJ.C\JQKQ\GE—_:J)

Tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak, maka ia dapat menjual
sebagiannya atau berhutang (karena ia memiliki keyakinan dapat
membayar hutang tersebut karena ia mempunyai harta yang bisa
dicadangkan). (Al-Umm 2/116).

. Pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya
pada tanggal 2 Februari 1979 menyatakan dalam putusan nomor 1:
“Orang Islam dianggap mampu (istithaah) melaksanakan ibadah
haji, apabila jasmaniah, ruhaniah dan pembekalan memungkinkan
ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap ke-
luarga“.

Sementara dalam putusan nomor 7 dinyatakan: “Masyarakat kam-
pung dan pedesaan jika mempunyai kelebihan kekayaan tidak biasa
menyimpan berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, ke-
bun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan
yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Yang sangat penting,
asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal
nafkah keluarga’.
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KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-4 TAHUN 2012
TENTANG
MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MUASHIRAH)

HUKUM PENEMPATAN DANA BPIH
PADA BANK KONVENSIONAL

A. LATAR BELAKANG

Dana setoran haji yang berupa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) ditempatkan oleh Pemerintah (Kementerian Agama) pada bank-
bank konvensional; sejumlah Ormas Islam mempertanyakan hukum
penempatan BPIH pada bank konvensional, karena bank konvensional
menggunakan system bunga (yang termasuk riba nasi'ah); padahal haji
adalah perbuatan ibadah yang seharusnya terhindar dari proses yang
diharamkan.

B. RUMUSAN MASALAH:
1. Bagaimana hukum menempatkan dana BPIH pada bank konven-
sional?

2. Apayang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah (Kementerian Aga-
ma) dalam penempatan Dana BPIH tersebut?

C. KETETAPAN HUKUM

1. Dana BPIH tidak boleh (haram) ditempatkan di bank ribawi (kon-
vensional), karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang ha-
rus terhindar dari yang haram dan syubhat;

71



2. Dana BPIH harus ditempatkan oleh pemerintah pada lembaga
keuangan syariah dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.

D. DASAR PENETAPAN
1.  Firman Allah SWT:

&Scuﬁ\yém&ﬁi;;j&.d\vuwv\ QJ;JZWJA\Q,\S\JU,A\
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri me-
lainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang la-
rangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang meng-
ulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan
menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang
tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-
orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan semba-
hyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tu-
hannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah ke-
pada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu
orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (me-
ninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya
akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan
riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan ti-
dak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran,
maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekah-
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kan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 275-280)

2. Firman Allah SWT:

Gt 2200 a1, daelad Bt w8 Y e ol
(¥\ 20! e JT)
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba

dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Imran: 130)

3. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim:

K ST o ”‘\&;:&\ 25 oA JB A e b2
Bl & 32 1K) J6 63l 4585

Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang
memakan (mengambtl) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya
bertanya: “ (apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menulis-
kan dan dua oarang yang menjadi saksinya?” la (Abdullah) menjawab:
“kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (H.R. Muslim).

4. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Nasaai dan Imam ibnu
Majah:

355 o e g s ke & fo v 3y 6 du“jﬁd\f
.Dp;&muo\uswwu)\u,&

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang
kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) me-
makan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan
terkena debunya.” (H.R. al-Nasa'i).

/)/ﬁe,,,/, /;w
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Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Rtba adala/z
tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan)
dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (H.R. Ibn Majah).

5. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam ibnu Majah:
.bb[)ﬁ@j%)&;b}\db/ Ly ade ”\L;.‘os,l\u_cw\x&u_c

Dari Abdullah, dari Nabis.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tu-
Jjuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (H.R. Ibn Majah).
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6. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam ibnu Majah:

MKAAML«)

s

Dari Abdullah bin Mas'ud: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang
memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksi-
kan, dan orang yang menuliskannya.” (H.R. Ibn Majah).

. Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam ibnu Majah:

-
£
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Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh
akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada
seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Ba-
rang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debu-
nya.” (H.R. Ibn Majah).

. Hadis—hadis Nabi Muhammad SAW:

BEYTS ey ade ) Lo sl 3,25 J6 206 s ) 52, 5558 o 025
C)SB&QC);\J) ) ¢ J\
“Dari Abu Hurairah Ra. Berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tunai-
kan amanat kepada orang yang memberimu amanah dan janganlah
mengkhianati orang yang telah berbuat khianat kepadamu”

. Hadits-hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Ahmad:

Y:JB—r_\“)du“lcﬁu\y—@d\&c—wﬁs\%gb)—sww\d;
de Juid o Gawan Wy e 4 D)l ae g pl > e e e iy
el el o N ) ¢Sl L esly O Yl ek s S Y
“Tidak seorangpun yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan de-
ngan jalan haram kemudian ia sedekahkan, bahwa sedekahnya itu
akan diterima’ dan kalau dia infagkan tidak juga beroleh barokah’
dan tidak pula ia tinggalkan di belakang punggungnya (sesudah ia
meninggal), melainkan dia itu sebagai perbekalan ke neraka. Sesung-
guhnya Allah tidak akan menghapuskan kejahatan dengan kejahatan,

tetapi kejahatan dapat dihapus dengan kebaikan. Kejelekan tidaklah
dapat menghapuskan kejelekan.” (H.R. Ahmad)
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Hadits-hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim:
dankoglo,blo, b ;w\é\ammj&\w\ﬂ.d\&b&)\;g
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“Kemudian ada seorang laki-laki yang datang dari tempat yang jauh,
rambutnya tidak terurus penuh dengan debu, dia mengangkat kedua
tangannya ke langit sambil berdoa: yaa rab, yaa rab (hai Tuhanku, hai
Tuhanku), padahal makanannya haram, minumannya haram, pak-
aiannya haram dan diberi makan dengan barang yang haram pula,

maka bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan?” (H.R. Muslim
dan Tirmidzi)

Hadits-hadis Nabi Muhammad SAW, Bukhari, Muslim dan Tirmidzi:
ade A Lo Al Jyuy cran Sy sty (p Olendl canans JBule e
o e S edas Y ol Ly o rb;-buu@u-\” Jshs ‘Jw)
ELS LA G s et 3 5 ny a,0y 4 Ll el 3
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Yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas, ciantara
keduanya ada beberapa perkara yang belum jelas (syubhat), banyak
orang yang tidak tahu: apakah dia itu masuk bagaian yang halal
ataukah yang haram? Maka barangsiapa yang menjauhinya karena
hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan
selamat; dan barangsiapa mengerjakan sedikitpun daripadanya
hampir-hampir ia akan jatuh ke dalam haram, sebagaimana orang
yang menggembala kambing di sekitar daerah larangan, dia ham-
pir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah, bahwa tiap-tiap daerah
mempunyai daerah larangan. Ingat pula, bahwa daerah larangan
Allah itu ialah semua yang diharamkan.” (H.R. Bukhari, Muslim dan
Tirmidzi, dan riwayat ini adalah lafal Tirmidzi)

[jma’ ulama tentang keharaman riba, bahwa riba adalah salah satu
dosa besar (kaba'ir) (lihat antara lain: al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh
al-Muhadzdzab, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 301).

4. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa DSN-MUTI:

a. UU no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Aji (pasal
22)

b. UU no 19 tahun 2008 tentang perbankan Syariah

c. UU 21 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

d. Fatwa MUI tno 11/01/2000 entang Hukum Bunga Bank
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e. Fatwa DSN MUI 01/DSN-MUI/2000 tentang Giro
f.  Fatwa DSN MUI 02/DSN-MUI/2000 tentang Tabungan
g. Fatwa DSN MUI o3/DSN-MUI/2000 tentang Deposito
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KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-4 TAHUN 2012
TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MUASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

STATUS KEPEMILIKAN DANA SETORAN BPIH YANG MASUK
DAFTAR TUNGGU (WAITING LIST)

A. DESKRIPSIMASALAH

Haji merupakan ibadah wajib bagi yang sudah mampu. Keterbatasan
kuota haji dan minat untuk melakukan ibadah haji yang semakin me-
ningkat, menyebabkan meningkatnya jumlah waiting list (daftar antrian
calon jamaah haji).

Ketentuan Pemerintah, setiap orang yang hendak menunaikan ibadah
haji harus membayar sebagian besar BPIH sesuai ketentuan, yang saat
ini besarnya Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Meski sudah
membayar, ia tidak bisa langsung berangkat akibat adanya waiting list
yang panjang.

Panjangnya antrian pendaftar yang ingin melakukan ibadah haji dan
telah membayar BPIH tersebut, mengakibatkan adanya pengendapan
dana pada rekening pemerintah (Kementerian Agama) yang cukup
lama. Selama ini, dana BPIH yang mengendap tersebut ada yang ditem-
patkan di bank dan ada yang diinvestasikan dalam bentuk Sukuk, yang
mestinya menghasilkan. Muncul pertanyaan di masyarakat mengenai
status kepemilikan dana setoran BPIH yang telah terbayarkan ke dalam
rekening Pemerintah, termasuk hasilnya.
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B. RUMUSAN MASALAH:

1.

Siapa pemilik dana setoran haji yang waiting list; pemerintah atau
calon haji yang telah membayar?

Bagaimana posisi dana tersebut secara hukum; boleh diinvestasikan
atau tetap diendapkan di rekening tanpa menghasilkan apa-apa?

Apabila dana tersebut boleh diinvestasikan, siapakah yang berhak
mengelola, dan hasilnya milik siapa?

C. KETETAPAN HUKUM C. KETAPAN HUKUM

1.

Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama
yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar’i
adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang ber-
sangkutan meninggal atau ada halangan syar’i yang membuat calon
haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan
kepada calon haji atau ahli warisnya.

Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu
dalam rekening Menteri Agama, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal
yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan
di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji
yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penam-
bah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/
nyata); sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak
mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.

Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh
digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keper-
luan yang bersangkutan.

D. DASAR PENETAPAN HUKUM
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Al-Quran
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perni-
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agaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan ja-
nganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu” (Q.S. Al-Nisa [4]:29).

15188 of LB 55 285 155 @l ) bl T3 of r,s SAG 4 )

nggm\umé&;uﬂ \Q\J.ud\.s
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepa-
da yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila mene-
tapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat” (Q.S. Al-Nisa’ [4]:58)

Hadis Nabi SAW:

.
ﬁi’

FLN)AALC&\&@M\ d\.@ db&é@&\y)afﬁ@\f)
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Dari Abi Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Tunaikan
amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu dan jangan
kau khianati orang yang mengkhianati kamu” (H.R. Al-Tirmidzi, Abu
Dawud, dan al-Hakim)

sl G Gate Y UE 5 Y0 o e 4 Lo o Ju2 ks
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“Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya:
‘Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta sauda-
ranya kecuali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad).
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“Sesungguhnya darah ( jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dil-
indungi)...” (H.R. Tirmizi).

. Kaedah Fighiyyah
56 G Je 08 G s LY
. Pendapat Accounting and Auditing Organization for Islamic Finan-

cial Institution (AAO IFI):
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“Pihak pemberi sewa boleh meminta pthak yang beryaryt untuk me-
nyewa agar membayar uang muka kepada Lembaga sebagai jaminan
keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya, dengan syarat
dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian riil apabila penyewa
cidera janji. Uang muka tersebut boleh dijadikan wadiah yang tidak
dapat digunakan oleh pemberi sewa, atau dapat dijadikan modal in-
vestasi dengan syarat pihak penyewa memberikan izin kepada pihak
pemberi sewa untuk menginvestasikan dana tersebut dengan akad

Mudharabah. Penyewa dan Pemberi Sewa dapat membuat kesepaka-
tan bahwa dana wadi'ah tersebut sebagai bagian dari cicilan ujrah.”

Ditetapkan di: Cipasung

Pada Tanggal: 11 Sya’ban 1413 H
1]Juli 2012 M
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FATWA MUI NO 52 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBAYARAN DAM ATAS HAJI TAMATTU’ DAN QIRAN

SECARA KOLEKTIF

Sl
/; ’ _— /T//

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang

a. bahwa sesuai dengan program yang telah

ditetapkan oleh Pemerintah, pelaksanaan
haji bagi jamaah Indonesia pada umum-
nya dengan cara haji tamattu’, yaitu dengan
melaksanakan ibadah umrah lebih dahulu
kemudian melaksanakan ibadah haji, yang
karenanya jamaah haji berkewajiban mem-
bayar dam;

. bahwa selama ini pelaksanaan pembayaran

dam bagi jamaah haji Indonesia dilakukan
secara sendiri-sendiri oleh jamaah haji dan
tidak terkoordinasi secara baik, sehingga me-
nimbulkan kesulitan bagi jamaah, tidak op-
timalnya pemanfaatan daging, serta berpo-
tensi menimbulkan penyimpangan;

. bahwa atas dasar kenyataan sebagaimana

dijelaskan dalam huruf a dan b, serta untuk
memberikan pelayanan terhadap jamaah
haji, muncul pertanyaan dari Kementerian
Agama RI mengenai hukum mengkoordi-
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Mengingat
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nasikan pelaksanaan pembayaran dam haji
tamattu’ dan giran secara kolektif dan me-
masukkan komponen pembayarannya dalam
komponen biaya haji;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu
menetapkan fatwa tentang hukum pem-
bayaran dam atas haji tamattu’ dan giran se-
cara kolektif guna dijadikan pedoman.

1. Al-Quran al-Karim:

a.

Firman Allah yang menjelaskan kewajiban
menyembelih hewan bagi jamaah yang
melaksanakan haji tamattu, sebagaimana
dalam Q.S. Surat al-Baqarah ayat 196:

SN A sl 28 58 el 5
C;\grb\m%f\.ma;&‘du&esa.@l\
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Apabila kamu telah (merasa) aman, maka
bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah
sebelum haji (didalam bulan haji), (wajib-
lah ia menyembelih) korban yang mudah
didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan
(binatang korban atau tidak mampu),
maka wajib berpuasa tiga hari dalam
masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila
kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh
(hari) yang sempurna. Demikian itu (kewa-
Jjiban membayar fidyah) bagi orang-orang
yang keluarganya tidak berada (di sekitar)
Masjidil-haram (orang-orang yang bukan
penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
sangat keras siksaan-Nya. (Q.S. Al-Baqarah

[2]:196)

. Firman Allah yang menjelaskan tempat

menyembelih hadyu yaitu tanah haram,



sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah ayat
196 sebagai berikut:

:J.é-@j&@j\é.u i3 rbl)ijb&@&)
“.... dan jangan kamu mencukur kepalamu,
sebelum korban sampai di tempat

penyembelihannya...” (Q.S. Al-Baqarah [2]:
196)

Dan Surat al -Hajj ayat 33 sebagai berikut:
@\g\@;;&;;d,\g\ 2 ”L{wr_ed
G2
Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu,
itu ada beberapa manfa'at, sampai kepada
waktu yang ditentukan, kemudian tempat
wajib (serta akhir masa) menyembelihnya

ialah setelah sampai ke Baitul Atiqg
(Baitullah). (Q.S. Al-Hajj: 33)

. Firman Allah yang menjelaskan perintah
untuk tolong menolong dalam kebaikan,
termasuk kerja sama dalam penyediaan
hadyu al-tamattu, sebagaimana dalam
Q.S. al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

rﬁ‘ e Pe V5 3l & 15353

-

u\.o.a.\\ M) ) Q\ 2 \_,o_s\) u\),\.s.\\j

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
berat siksa-Nya” (Q.S. al-Ma'idah [5]: 2)

. Firman Allah yang menjelaskan tentang
permintaan untuk memikul tanggung
jawab dan komitmen untuk menjaganya,
sebagaimana dalam Q.S. Yusuf ayat 55
sebagai berikut:

V»Asm - e\uoﬂ‘ i‘jééégsiwf”.l
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“Jadikanlah aku bendaharawan negara
(Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang
yang pandaimenjaga lagi berpengalaman.”

(Q.S. Yusuf [12]: 55).

Firman Allah yang menjelaskan tentang
perintah menjaga amanah dan menunai-
kannya kepada yang berhak, sebagaimana
dalam Q.S. Al-Nisa ayat 58 sebagai berikut:

515 Gal dl @W\ |38 Q\ r_e,fu 4»\ 3\
L:ﬁ;mu;g 32 \,\J,&;u\wu\
MMQK«M\L)&‘{%%

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu me-
nyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya dan apabila kamu menetap-
kan hukum di antara manusia, hendaklah
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepada-
mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat. ” (Q.S. al-
Nisa’' [4]:58) )
840 204553 LB 26 5l
“Dan (mereka itu) orang-orang yang

memelihara amanat-amanat dan janjinya.
(Q.S. Al-Mu'minun: 8)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a.

Riwayat al-Bukhari yang menceritakan
bahwa rasulullah saw pernah meminta
Urwan untuk menjadi wakil dalam tran-
saksi pembelian seekor kambing dan
memberikan sejumlah uang, sebagaima-
na hadisnya:

\y&ﬂ\ui” ’“\@'a)w;g;
Mﬂ&wbca\wmﬁ&w\)ua et g
“\.w) )\M Ay )L@J.,, LA @3 ‘u::u
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“Dari ‘Urwah ra bahwa Nabi s.a.w. mem-
berikan uang satu dinar kepadanya agar
dibelikan seekor kambing untuk beliau;
lalu dengan uang tersebut ia membeli dua
ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor
dengan harga satu dinar. Ia pulang mem-
bawa satu dinar dan satu ekor kambing.
Nabi s.a.w. mendoakannya dengan keber-
katan dalam jual belinya. Seandainya ‘Ur-
wah membeli tanah pun, ia pasti berun-
tung.” (H.R. Bukhari)

. Riwayat al-Baihagqi dari Jabir tentang pe-
limpahan/perwakilan dalam aktifitas pe-
nyembelihan dam:

/W// \y&\é;ngbuc
O E \.:BKS et JP:.«J\ L;\ /”\ a4 JB
eéf b oAE G oss e L;Lc\;i?.

)?L}Mw Y fuﬁ/{.fr.:,&:s
g@;wuﬂ)@;w%uw
(e oly) el d] G

Dari Jabir ra dalam memberi penjelasan
sifat haji Nabi saw ia berkata: “Kemudian
beliau menuju tempat penyembelihan
dan menyembelih enam puluh tiga ekor
unta dan selanjutnya menyerahkan ke Ali
untuk menyembelih sisanya dan beliau
menyertakan Ali dalam al-hadyu. Ke-
mudian beliau menyuruh mengambil se-
bagian dari setiap unta yang disembelih
untuk dimasak, lalu keduanya memakan
daging dan meminum kuahnya, lantas
melaksanakan thawaf ifadhah di baitul-
lah. (H.R. Al-Baihagqi)

fAN\Y

Riwayat al-Bukhari yang menegaskan
bahwa nabi saw pernah mendelegasikan
tugas pemungutan zakat dengan mem-
pekerjakan seseorang sebagaimana sab-
danya:
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“Diriwayatkan dai Abu Humaid al-Sa’idi
ra., ia berkata: Rasulullah s.a.w. meng-
angkat seorang laki-laki dari suku Asd
bernama Ibn Lutbiyah sebagai amil
(petugas) untuk menarik zakat dari Bani
Sulaim; ketika pulang (dari tugas terse-
but), Rasulullah memeriksanya.” (H.R.
Bukhari).

© (;.\

. Riwayat Imam Abu Dawud dari ‘Atha)

dan Hadits Riwayat Al-Baihaqiy dari
Jubair ibn Muth’'im tentang tempat dan
waktu penyembelihan dam:

..:/”
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Dari Atha ra ia berkata: Saya diceritai
oleh Jabir ibn Abdillah bahwa rasulullah
saw bersabda: “Seluruh kawasan Arafah
adalah tempat wukuf, seluruh kawasan
Mina adalah tempat menyembelih, Se-
luruh kawasan Muzdalifah adalah tem-
pat wukuf dan seluruh pelosok Makkah
adalah jalan dan tempat menyembelih”
(H.R. Abu Dawud)
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Dari Jubair ibn Muth’im ra dari rasulullah
saw beliau bersabda: “Seluruh daerah
Mina adalah tempat menyembelih, dan
seluruh hari tasyriq adalah waktu me-



Memperhatikan:

nyembelih” (H.R. Al-Baihaqi)

e. Riwayat Imam Muslim yang menegas-
kan keutamaan tolong menolong sesama
muslim sebagaimana sabdanya:

/”cujj\u;uﬁm;&wéf—é;suﬂ

S0 . b
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“Barang siapa melepaskan dari seorang
muslim suatu kesulitan di dunia, Allah
akan melepaskan kesulitan darinya pada
hari kiamat; dan Allah senantiasa me-
nolong hamba-Nya selama ia (suka) me-
nolong saudaranya” (H.R. Muslim dari
Abu Huratrah)

VB 55 52 V) ekt B 52020
(gin ol ) U5 Jat5f

“...Kaum muslimin terikat dengan syarat-
syarat yang mereka buat kecuali syarat
yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.” (H.R. al-Tir-
midzi)

3. Qaidah fighiyyah

- 5

Je s J o

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah
boleh dilakukan kecuali ada dalil yang meng-
haramkannya.”

“isda :,S\ij.f i) Jcrw\

“Kebijakan pemimpin (pemenntah) atas rak-
yatnya, harus terkait dengan kemaslahatan
mereka”.

Pendapat Imam al-Marghiyani al-Hanafy
dalam kitab “al- Hidayah” (1/101-102) yang
menegaskan bahwa penyembelihan hadyu
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itu merupakan ibadah qurbah yang tidak bisa
dinalar (ghair maqulatil ma’na), harus den-
gan penyembelihan hewan, berbeda dengan
zakat yang bisa dibayar dengan gimah;

S 1385 Gt 91 & 1 155 545
))4\) @u\ duj )u\,,@\,,u\ 235\.(93

A.J\ 3);}1}\ d))JJ dbm\ J.u_aj\ J ;\S}Jb J.»Y\
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Dalam masalah zakat, boleh membayarnya
dengan nilai menurut madzhab kami (Maliki-
yyah). Demikian juga dalam masalah kaffarat,
zakat fitrah, pajak, dan nadzar. Sedang menu-
rut Imam al-Syafii: Tidak boleh membayarnya
dengan qimah karena mengikuti yang dinash-
kan sebagaimana sembelihan “alhadyu” dan
sembelihan kurban. Menurut pendapat kami,
perintah untuk menunaikan kepada orang
fakir dengan menyampaikan rizki yang di-
perjanjikan kepadanya. Hal ini membatalkan
pembatasan kambing dan menjadi seperti ji-
zyah; berbeda halnya dengan “al-hadyu’; kare-
na qurbah (ketaatan dan pendekatan diri)
dalam masalah hadyu adalah pengaliran
darah, dan ini tidak bisa dinalar (la yugal).
Sementara aspek qurbah pada masalah yang
diperselisihkan (zakat) adalah menutup kebu-
tuhan orang yang membutuhkan, dan ini bisa
dinalar (maqul).

Pendapat Imam Ali ibn Abi Bakr ibn Ab-
dil Jalil Al-Farghani dalam kitab Al-Hidayah
Syarh Bidayah al-Mubtadi, (Bairut, Dar Thya’

Al-Turats Al-Arabi) yang menjelaskan bahwa
pelaksanaannya boleh diwakilkan:
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Dan yang lebih utama hendaknya menyembe-
lih sendiri apabila memiliki kemampuan, kare-
na hadis bahwa nabi saw mendatangkan sera-
tus unta pada saat haji wada’ lalu menyem-
belih sendiri lebih enam puluh ekor dan me-
nyerahkan kepada Ali ra untuk menyembelih
sisanya. Juga karena hal itu sebagai wujud
qurbah (pendekatan diri). Dan melaksanakan
sendiri dalam hal qurbah adalah lebih utama
karena akan menambah kekhusyuan. Hanya
saja, tidak semua orang memiliki kemam-
puan, maka kami membolehkan pemberian
mandat penyembelihannya pada orang lain.

s \\ai

\

Pendapat Muhammad ibn Muhammad ibn
Abdur Rahman Al-Maghribi dalam kitab
Mawahib al-Jalil Fi Syarh Mukhtashar Khalil,
Bairut, Dar al-Fikr, 1412 H./1992 M:
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Ketahuilah bahwa pendapat yang masyhur
bahwa menyerahkan penyembelihan pada
orang lain padahal dia mampu, hukumnya
makruh, tidak sebagaimana pendapat Ibnu
Hajib yang menjelaskan kebolehannya tanpa
adanya kemakruhan, sekira ia berkata: yang
lebih utama adalah menyembelih sendiri. Dan
apabila digantikan oleh orang yang memiliki
kemampuan hukumnya boleh.

Pendapat Imam Ahmad ibn Muhammad ibn
Ali ibn Hajar al-Haitami dalam kitab Tuh-
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fatuh al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj, Mesir,
Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, Th. 1357
H./1983 M.

J.a.e\!\ 25 ¢ \:.:)U//G\Q\(w\.@.;-uu\j)

w CJM JJJ (Y)) %_}j :)\ LS.DU) WJJ
635 (B3g258)

“..Dan hendaknya ia menyembelih hewan
sendiri apabila memiliki kemampuan karena
mengikuti tuntunan... ya... yang utama bagi
khuntsa dan bagi perempuan untuk mewakil-
kan penyembelihan. Apabila tidak menyembe-
lih sendiri, maka sunnah untuk menyaksikan
penyembelihannya..”

Pendapat Imam Ibn Qudamah dalam Kitab
“al-Mughni” (7/468) yang menjelaskan soal
bolehnya mewakilkan suatu perbuatan ter-
tentu, sebagai berikut:

0 Jo 52155 ‘J»J@;J&Qéﬂ\js’%
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QK ‘J.a:-Juo CK,J\ d).dge\) L\) ‘aLw £\
«Jk;ir.@)J;;) “\.9.:\;45\ ,a.\.ajﬂ\.;_)éw) oo

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik
dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal
itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa alihi wa
sallam pernah mewakilkan kepada Unais un-
tuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah
untuk membeli kambing, dan kepada Abu
Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuan-
ya) tanpa memberi-kan imbalan. Nabi pernah
Jjuga mengutus para pegawainya untuk me-
mungut sedekah (zakat) dan beliau memberi-
kan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamabh,
al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6,
h. 468)
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“ (Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk
mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu
boleh; karena hal tersebut merupakan akad
yang telah diizinkan kepada wakil; oleh kare-
na itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan
kepada orang lain).” (Ibn Qudamabh, al-Mugh-
ni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

Pendapat Athiyyah Shaqr yang secara jelas
mengatur kebolehan mewakilkan pelaksa-
naan penyembelihan dam kepada orang lain,
sebagai berikut:
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“Adapun  tempat menyembelih  al-hadyu
adalah di Tanah Haram Makkah, dan ter-
masuk di dalamnya adalah Mina. Menurut
Jumhur Ulama tidak boleh menyembelih di
luar tanah haram. Barang siapa yang lupa
menyembelih kemudian pulang ke kampung
halamannya, maka ia (tetap) wajib menyem-
belihnya di tanah haram, baik oleh dirinya
sendiri maupun dengan mewakilkan pada
orang lain. Tidak ada yang membolehkan
melaksanakan penyembelihan di kampung
halaman (di luar tanah haram) kecuali sedikit,
yaitu diriwayatkan dari Imam Mujahid dari
golongan Tabi'in. akan tetapi pendapat jum-
hur merupakan pendapat yang benar karena
menjaga terealisasikannya hikmah syar’iyyah
ibadah penyembelihan untuk kepentingan ke-
manfaatan ahli Mekkah sebagaimana dijelas-
kan oleh nash”.

CRAY \
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Penjelasan Tim dari Direktorat Penyelengga-
raan Haji dan Umroh Kementerian Agama RI
dalam Rapat Komisi Fatwa MUI pada 21 Mei
2014 yang pada intinya menjelaskan bahwa;
(i) mayoritas jamaah haji Indonesia men-
gambil haji tamattu’ sehingga terkena kewa-
jiban membayar dam; (ii) pengelolaan dam
jamaah haji Indonesia saat ini tidak terkoor-
dinasi secara baik; (iii) distribusi daging dari
dam yang dikelola sendiri tidak dilakukan
secara baik; (iv) berdasarkan riset IDB terha-
dap pelaksanaan dam bahwa dua puluh lima
persen dari pelaksanaan yang ada diragukan
kesesuaiannya dengan syari'ah; (v) IDB me-
lalui project Adhahi memiliki infrastruktur
dalam melaksanakan kegiatan pengadaan,
penyembelihan, dan distribusi hewan dam
dan karenanya Kementerian Agama menja-
lin kerja sama untuk tujuan jaminan proses
penyembelihan hewan dam sesuai syari'ah,
pemanfaatannya secara optimal, serta pence-
gahan atas praktek penyimpangan;

Fatwa MUI tentang Penyembelihan Dam atas
Haji Tamattu’ di Luar Tanah Haram tanggal
24 Maret 2011;

Pendapat, saran, dan masukan yang berkem-
bang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-
Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tang-
gal 30 Desember 2014.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

Menetapkan
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MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG CARA PEMBAYARAN DAM

ATAS HAJI TAMATTU' DAN QIRAN SECARA
KOLEKTIF
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Pertama : Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. Dam atau dikenal juga dengan istilah “al-

hadyu” adalah salah satu jenis ibadah dengan
menyembelih hewan ternak di tanah haram
karena suatu sebab dalam rangka memenuhi
ketentuan manasik haji.

Wakalah adalah akad perwakilan dengan
cara melimpahkan pelaksanaan kewajiban
dam atas haji tamattu’ atau giran dari calon
jamaah haji sebagai muwakkil (yang memberi
perwakilan) kepada wakil (yang menerima
perwakilan) untuk penunaian kewajiban
dam.

Kedua : Ketentuan Hukum

1.

Melakukan pembayaran dana untuk dam atas
haji tamattu’ atau giran secara kolektif sebe-
lum adanya kewajiban, hukumnya boleh de-
ngan ketentuan sebagai berikut:

a. Pada saat pembayaran, menggunakan
akad wadiah (titipan).

b. Pada saat pelaksanaan, menggunakan
akad wakalah (perwakilan)

c. jamaah haji sebagai muwakkil memberi-
kan mandat penuh kepada wakil untuk
menunaikan kewajibannya.

d. orang atau lembaga yang menerima per-
wakilan (wakil) harus amanah dan memi-
liki kemampuan menjalankannya sesuai
ketentuan syar'’i.

Melimpahkan pelaksanaan kewajiban dam
atas haji tamattu’ atau giran dari calon ja-
maah haji sebagai muwakkil (yang memberi
perwakilan) kepada wakil (yang menerima
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perwakilan) dengan membayarkan sejumlah
dana untuk pembelian hewan ternak dan di-
sembelih di tanah haram hukumnya sah.

Memasukkan dana dam ke dalam kompo-
nen biaya haji yang dikelola oleh penyeleng-
gara perjalanan haji adalah mubah (boleh)
dengan syarat sumbernya dibenarkan secara
syar'i dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dana dam sebagaimana dimaksud angka 3
bersifat amanah (yadul amanah).

Apabila jamaah haji yang dalam pelaksanaan
ibadahnya tidak terkena kewajiban dam,
maka dana tersebut wajib dikembalikan ke-
pada yang berhak.

Mengelola dan menyalurkan daging dam un-
tuk kepentingan fakir miskin di luar tanah ha-
ram Makkah hukumnya mubah (boleh).

Ketiga :  Rekomendasi

1.

Pemerintah agar mengatur dan menertibkan
pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia
sesuai dengan fatwa ini guna menjamin ter-
laksananya ibadah tersebut secara benar se-
cara syar'i, memberi kemudahan bagi jamaah
dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Pemerintah RI agar berkoordinasi dengan
Pemerintah Saudi Arabia untuk mengelola
dam yang dibayarkan oleh jamaah haji Indo-
nesia demi kemanfaatan bagi fakir miskin,
termasuk di Indonesia.

Keempat : Ketentuan Penutup

1.
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Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetap-
kan, dengan ketentuan jika di kemudian hari



ternyata membutuhkan penyempurnaan,
akan diperbaiki dan disempurnakan sebagai-
mana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang
memerlukan dapat mengetahuinya, meng-
himbau semua pihak untuk menyebarluaskan
fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 7 Rabi'ul Awwal 1435 H
30 Desember 2014 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris
ttd. ttd.
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
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KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA

KE-5 TAHUN 2015
TENTANG
HAJI BERULANG

A. Deskripsi Masalah

1.

Salah satu syarat wajib melaksanakan ibadah haji adalah adanya
istithaah (kemampuan), yang antara lain terkait dengan harta, ke-
sehatan, dan antrian untuk memperoleh kesempatan berangkat ke
Baitullah. Seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat
dan juga peningkatan kesadaran keberagamaan, maka terjadi an-
trian keberangkatan calon jamaah haji di Indonesia.

Kewajiban melakukan ibadah haji itu hanya satu kali seumur hidup
yakni, jika seseorang yang telah melaksanakan haji satu kali berarti
sudah terpenuhi kewajibannya. Jika seseorang sudah pernah haji
sekali kemudian dia mengulangi haji untuk kedua kalinya dan sete-
rusnya, maka hukumnya Sunnah.

Banyak ditemui, bahwa seseorang yang masuk dalam antrian pem-
berangkatan ibadah haji adalah orang yang bermaksud untuk
haji sunnah, telah menunaikan kewajiban haji. Mereka yang telah
menunaikan haji tersebut ikut dalam antrian menyatu dengan calon
jamaah haji yang hendak melaksanakan kewajibannya. Akibatnya,
antrian menjadi lebih panjang.

B. Pertanyaan/Rumusan Masalah

1.
2.

Bagaimana hukumnya berhaji berulang ?
Bagaimana hukum berhaji sunnah yang berdampak pada mengha-
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langi calon jamaah haji wajib

3. Bagaimana peran negara dalam menjamin pelaksanaan ibadah haji

secara baik

C. Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan Haji Berulang dalam ketentuan ini adalah haji
yang dilakukan tidak dalam status hukum haji wajib. Haji wajib yang
dimaksud adalah sesuai dengan firman Allah 4! oy Ay b

D. Ketentuan Hukum

1.

Kewajiban melakukan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup. Se-
seorang yang telah melaksanakan ibadah haji satu kali berarti sudah
terpenuhi kewajibannya. Jika seseorang sudah pernah haji sekali
kemudian dia mengulangi haji untuk kedua kalinya dan seterusnya,
maka hukumnya Sunnah.

Menghalangi seseorang yang hendak melakukan kewajiban ibadah
haji hukumnya haram. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji
wajib, diharuskan memberi kesempatan kepada orang lain untuk
melaksanakan haji wajib.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan
perjalanan ibadah haji bagi calon jamaah haji agar memperoleh ke-
sempatan, dan mengatur serta membatasi jamaah haji yang sudah
melaksanakan ibadah haji wajib dengan aturan khusus.

E. Dasar Penetapan
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1.

Firman Allah SWT

OB 88 A G A o5 St Sl PR 2 X G N B s
EWH]

“...Wajib bagi manusia menunaikan haji ke Baitullah karena Allah, yaitu

(bagi) orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah.

Barangsiapa mengingkari (kewajib-an haji), maka sesungguhnya Allah

Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.” (Q.S. Ali
Imran: 97)

NESHTEUIRE

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah Karena Allah...” (Q.S.
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Al-Baqarah: 196)

. Hadis Nabi saw:

;
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“Islam itu dibangun atas lima dasar: 1) Bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang
berhak diibadahi) melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad utu-
san Allah. 2) Mendirikan shalat lima waktu. 3) Mengeluarkan zakat. 4)
Menunaikan ibadah haji. Dan 5) Berpuasa pada bulan Ramadhan. (H.R.
Al-Bukhari No.7, Shahih Al-Bukhari, Kitabul Iman Bab Tentang Panggi-
lanmu Adalah Imanmu)
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“Dari Ibn Abbas (diriwayatkan) bahwa al-Aqra’ Ibn Habis bertanya
kepada Nabi saw di mana ia berkata: Wahai Rasulullah (apakah)
haji itu setiap tahun ataukah satu kali, (Rasulullah saw) menjawab:
Hanya satu kali saja. Barang siapa yang menambah, maka itu sunat
(tatawuk).” (HR Aba Dawud)
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“Dari Abu Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw
berkhutbah di mana beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa
Jalla telah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan haji.” Lalu ada
seorang laki-laki bertanya: Apakah setiap tahun? Lalu beliau diam
hingga orang tersebut mengulangi pertanyaannya tiga kali. Lalu be-
liau bersabda: “Jika saya katakan “ya’; niscaya akan menjadi wajib,
danjika telahwajib maka kalian tidak mampu melakukannya. Biarkan
saya, tidaklah saya meninggalkan kalian, sesungguhnya orang-orang
sebelum kalian celaka karena banyak bertanya, dan sering menyelisihi
para nabi mereka. Maka apabila saya perintahkan sesuatu kepada ka-
lian, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian, dan jika saya me-
larang kalian dari sesuatu maka jauhilah” (H.R. An Nasa'i)
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Kaidah figh
by e Vel Y b
“segala suatu yang apabila suatu kewajiban tidak bisa terlaksana se-
belum terwujudnya sesuatu itu, maka adanya sesuatu itu hukumnya

wajib”

\.A.LC) \Jﬁ) ade Cé)).ab* r&;—\
“ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya alasan hukumnya”
iodall byt Lo W e el OB s

“kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kemasla-
hatan”

Pendapat Ibn Hajar dalam Fath al-Bari
gkl pLall o paze ol plally
“Melakukan yang wajib didahulukan daripada melakukan amalan

tathawuk (sunah).” (Fath al-Bahr (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379), IX:
269)

F. Rekomendasi
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1.

Pemerintah perlu mengatur proses pendaftaran calon jamaah haji
dengan memberikan prioritas bagi calon jamaah yang belum melak-
sanakan ibadah haji wajib dan telah memiliki istithaah, serta me-
ngelompokkan calon jamaah haji sunnah dalam antrian tersendiri.

Membatasi umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji kedua
dan seterusnya (berulang), guna memberi kesempatan bagi calon
jamaah yang belum pernah berhaji, kecuali bagi yang memiliki hajat
tertentu, seperti menjadi petugas, pembimbing dan pendamping
calon haji yang membutuhkan.

Mendorong umat Islam Indonesia yang berniat menunaikan ibadah
haji kedua dan seterusnya (berulang), untuk menyalurkan Biaya Per-
jalanan Ibadah Haji (BPIH)-nya dalam bentuk amal saleh yang lebih
bermanfaat untuk mewujudkan %zzu al-Islam wa al-muslimin (Iba-
dah yang berdimensi sosial), seperti: peduli terhadap anak yatim,
memberi sedekah kepada kerabat yang membutuhkan, fakir miskin,
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dan tetangga yang berkekurangan untuk meringankan beban hid-
up mereka. Demikian juga membangun masjid, musholla, lembaga
pendidikan, panti asuhan dan memberikan beasiswa pendidikan
anak bangsa.

Ditetapkan di : Pesantren at-Tauhidiyah

Pada Tanggal :21Sya’ban 1436 H
9 Juni 2015 M

PIMPINAN RAPAT KOMISI C
PIMPINAN RAPAT KOMISI Bx
MASAIL FIQHIYYAH MUASHIRAH (MASALAH FIKIH KONTEMPORER)
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VTAHUN 2015

Ketua, Sekretaris,
Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo H. M. Faiz Ali Syukron, Lc, M.A
TIM PERUMUS KOMISI C
Ketua : Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo
Sekretaris : H. M. Faiz Ali Syukron, Lc, M.A

Anggota-anggota
Asistensi : M. Faizi, MA
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KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-6 TAHUN 2018
TENTANG
MASALAH FIKIH TERKAIT ISTITHA'AH KESEHATAN HAJI

A. Diskripsi Masalah

Ibadah haji diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu
(istithaah). Istitha'ah yang menjadi salah satu syarat wajib haji men-
cakup aspek finansial (biaya perjalanan dan bekal untuk keluarga yang
ditinggalkan) dan keamanan.

Aspek kesehatan serta kemampuan jasmani dan rohani merupakan
faktor yang harus diperhatikan oleh calon jamaah haji. Permenkes
No.15 tahun 2016 telah mengatur tentang istithaah kesehatan jamaah
haji. Dalam Permenkes tersebut dijelaskan bahwa istitha'ah kesehatan
jamaah haji memiliki makna kemampuan jamaah haji dari aspek ke-
sehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur melalui pemerik-
saan medis.

Meskipun Permenkes soal istitha'ah haji ini telah diterapkan dalam pe-
nyelenggaraan ibadah haji, kasus wafatnya jamaah haji di Arab Saudi
masih tinggi. Pada musim haji 2017, jamaah haji Indonesia yang wa-
fat mencapai 431 orang. Sementara pada 2016, jamaah haji yang wafat
tercatat 390 orang. Tentu angka kematian jamaah haji tersebut memi-
liki banyak variabel. Pertama, kondisi kesehatan sebagian jamaah yang
kurang prima sejak dari tanah air. Kedua, lingkungan dan pola perilaku
jamaah selama berada di Tanah Suci. Ketiga, pada tahun 2017 Indone-
sia mendapat kuota sebanyak 221 ribu jamaah, sedangkan pada tahun
2016 jamaah haji yang diberangkatkan sebanyak 168.800 jamaah.
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Secara umum, ada tiga hal yang menyebabkan jamaah haji tidak
memenubhi syarat isthitaah kesehatan; 1) penyakit yang bisa memba-
hayakan diri sendiri dan jamaah lain, 2) gangguan jiwa berat, dan 3)
penyakit berat yang tidak dapat disembuhkan.

Dari hasil pemeriksaan kesehatan calon jamaah yang dilakukan oleh
tim dokter kesehatan haji, disimpulkan ada empat kategori istithaah.
Pertama, memenuhi syarat istithaah kesehatan haji. Kedua, memenuhi
syarat istithaah kesehatan haji dengan pendampingan. Ketiga, tidak
memenubhi syarat istitha'ah kesehatan haji untuk sementara. Keempat,
tidak memenubhi syarat istitha'ah kesehatan haji secara permanen.

B. Perumusan Masalah

1.

Apakah aspek kesehatan merupakan bagian dari syarat istithaah
dalam ibadah haji?

2. Apakah seseorang yang memenuhi syarat istitha'ah haji, namun

mengalami gangguan kesehatan, harus melaksanakan ibadah haji
secara mandiri tanpa bantuan orang lain?

3. Apaudzur syar'i yang menyebabkan seseorang masuk kategori wajib

haji tetapi ditunda pelaksanaannya?

4. Apaudzur syar'i yang menyebabkan seseorang masuk kategori wajib

haji tetapi harus dibadalkan (bi inabah al ghair)?

5. Apa syarat orang yang boleh menjadi badal haji untuk orang lain?

6. Apakah pemerintah (ulil amri) memiliki kewenangan untuk tidak

mengizinkan calon jamaah haji menunaikan ibadah haji karena ala-
san kesehatan?

C. Ketentuan Hukum

106

1.

Kesehatan merupakan syarat ada’ (pelaksanaan) haji, dan bukan
merupakan syarat wajib. Seseorang yang sudah istithaah dalam as-
pek finansial dan keamanan, tapi mengalami gangguan kesehatan,
pada dasarnya tetap berkewajiban untuk berhaji.

2. Seseorang dinyatakan mampu untuk melaksanakan ibadah haji se-

cara mandiri, bila sehat fisik dan mental untuk menempuh perjala-
nan ke tanah suci dan melaksanakan ibadah haji. Apabila seseorang
mengalami udzur syar’i untuk melaksanakan ibadah haji karena pe-
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nyakit yang dideritanya atau kondisi tertentu yang menghalanginya
untuk tidak melaksanakan ibadah haji secara mandiri, padahal dia
memiliki kemampuan secara finansial, maka kewajiban haji atasnya
tidak gugur; sedangkan pelaksanaannya ditunda atau dibadalkan
(inabati al ghoir).

. Seseorang dapat ditunda untuk melaksanakan ibadah haji jika:

a. Menderita penyakit tertentu yang berbahaya tetapi berpeluang
sembuh;

b. Hamil yang kondisinya bisa membahayakan diri dan atau janin-
nya;
c. Menderita penyakit menular yang berbahaya;

d. Terhalang untuk bepergian sementara.

. Udzur syar’i yang menyebabkan haji seseorang dibadalkan (inabati
al ghair) adalah:

a. Orang yang mempunyai kemampuan finansial, akan tetapi me-
ninggal sebelum melaksanakan ibadah haji;

b. Tuarenta;

c. Lemah kondisi fisik terus menerus akibat penyakit menahun;
d. Penyakit berat yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya;
e. Terhalang untuk bepergian secara terus menerus;

. Syarat untuk menjadi badal haji adalah:

a. Akil baligh;

b. Tidak berhaji untuk dirinya;

c. Sudah melaksanakan ibadah haji untuk dirinya;

d. Bisa dipercaya melaksanakan ibadah haji untuk orang yang

dibadalkan;
e. Tidak terhalang untuk melaksanakan ibadah haiji;

f.  Satu orang yang menjadi badal haji hanya boleh melakanakan
haji untuk satu orang.

. Pemerintah (ulil amri) memiliki kewenangan untuk tidak meng-
izinkan calon jamaah haji melaksanakan ibadah haji karena alasan
kesehatan berdasarkan pertimbangan syar’i dan medis.
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D. Rekomendasi:

1.

Pemerintah (ulil amri) didorong untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan sebaik mungkin bagi calon jama’ah haji yang menderita
gangguan kesehatan agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan

baik.

Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji dilakukan secara sung-
guh-sungguh dan pelaksanaanya sesuai tahapan yang sudah dipro-
gramkan, sehingga rekam medis calon jamaah bisa tercatat dengan

baik.

Untuk mengeliminir beban mental yang berat bagi calon jamaah
haji yang dinyatakan tidak istitha’ah, maka waktu pemeriksaan ke-
sehatan tahap terakhir dilaksanakan jauh-jauh hari dan tidak dilak-
sanakan di embarkasi, misalnya minimal 10 hari sebelum keberang-
katan.

Perlu sosialisasi kepada calon jamaah tentang istithaah kesehatan
sehingga dapat benar-benar dipahami. Jika tidak diizinkan berang-
kat karena tidak memenubhi istithaah kesehatan, maka dapat mene-
rima keputusan tersebut dengan ridha.

E. Dasar Penetapan

108

1.

Firman Allah swt.:
Jékmj\?uw\.«j\&w) \.a.A\ QKU&AU.AJ r.«.b\JJ r\.a.n :)\:\Sub\w

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) magam
Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah
dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu
(bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya
Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
(Q.S. Ali Imran [3]: 97)

Hadis-hadis Rasulullah saw.:

ww\?wU\L&ﬂ))MY\aAﬁ@ju dbw;\ i:}.a
o) A 3015 391 JE e o G G 05256 1 125 06 (S & ;’m@\
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(skas

Dari Yunus dari al- Hasan, berkata: Ketika turun ayat: s> .l Je 4,
Mol ) Pl 2 <\ ada seorang laki-laki bertanya: a Rasulullah,
apakah yang disebut sabil (jalan) itu? Rasulullah menjawab: bekal
dan kendaraan. (H.R. al-Daruquthni).

mm\y@\g\"/\;sgig;gw\,a\u\wm@o)wu o
Ju‘gzé;u\wué;gru & & &5l el L
;ujsuy\ 206 e 1) 2o 8T s el e ok Jeshiagie 52

(@Ladly g)lsdlely)

Dari Ibn Abbas ra. bahwa seorang perempuan dari bani Juhainah
datang kepada Nabi saw. bertanya: “Wahai Nabi saw., ibuku pernah
bernadzar untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi beliau meninggal
sebelum melaksanakan ibadah haji, apakah aku bisa menghajikan-
nya? Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, bukankah kalau
ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya? Bayarlah hu-
tang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi. (H.R. al-
Bukhari dan al-Nasa'i).

wgwt&wj&d\ﬁ . JG ?ww@;wuwwwup

M\M‘wﬁww\ \m\?‘;'“ e 2o 1o Jys
J;aﬂ\i% 5 g e A Lo b o2 %5 s )53 t;ﬂ\;ﬁé
’\ )a\c;\daaugcm\wjadwd LchfY\é.ﬂ\J\
s 3 NSy el JB siis u\uag\f"/\tgzxywbw
(s o5,) £ 155

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa r.a, ia berkata: Fadl bin
Abbas pernah membonceng di belakang Rasulullah Saw, tiba-tiba
seorang wanita dari Khatsam meminta fatwa kepada beliau. Fadll
menengok kepada perempuan itu dan perempuan itu pun menengok
Fadll. Maka Rasulullah Saw memalingkan wajah Fadll ke arah lain.
Perempuan itu berkata: Wahai Rasulullah! Kewajiban untuk menun-
aikan haji terpikul atas bapakku yang sudah tua renta. la tidak lagi
sanggup duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menggantikannya?”
beliau menjawab: “Boleh.” Dan hal itu terjadi pada saat haji wada:
(H R. Muslim)

Py z

L,udfu )Cw ””\y&‘u\w\i’cw\u&
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Dari Ibnu Abbas r.a diriwayatkan bahwa Nabi Saw mendengar se-
seorang mengucapkan; labbaika ‘an syubrumah (ya Allah, aku
memenuhi seruanMu untuk Syubrumah), beliau bertanya: “Siapakah
Syubrumah tersebut?” Dia menjawab; saudaraku! Atau kerabatku!
Beliau bertanya: “Apakah engkau telah melaksanakan haji untuk
dirimu sendiri?” Dia menjawab; belum! Beliau berkata: “Laksanakan
haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubrumah.” (H.R. Abu
Dawud)

Pendapat Ulama

o b a1 a3 J oY1 Ly Lessl JUL 5 Sl L) 5,0l
LY o G L g gkl & cnSdly 2l Je 05 e s e
Al cas sy oo 3l domg 13l e alaa¥) Corgl 1y il
opby hted) am AT Loodigys care Jld ) o) (oY) L] Cnd Ul
05y el O ez O o 1B il Lgie s o) pole ) o

A it O e Wl g o)) f

e o plr e sl e 2T L ae Ul &) o) el a1 Juzal
25 (Sl 4l pllazal o el e WU o dg) 2 0da 3 U 26
G Bb e s gye Al N g 37 106 S Lndl Lo dl) J gy b b
dgdd) 09y AW e aelbr Nl 28 G adladl 4] Cad Lo jall ga

Bl adle clb (L»"w aJl cad U ol 39

S oal W aelanl bys jaed 0L wb ad 8y Lo J3d el Ll
o e s Bl Lo &l allally cade w1 Cgd Sae ol ol s
el 53 BRAL 3 ill 5 Y S o sl 0 Bl 0
G Lol g Ly el Sobs jganY 139 cod) ] szl il Lol
L a>ly Lo jLasl bl )l ae (3 5y af by all jaad Ol cgudd
B o A 0T agmy Qs B 57 e o Lol ghad)lll =2 s ¢ ad
(oY) ST Ly e gb A 0T 1B ) e o g ade

Sl st calall
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Kemampuan (qudrah, istitha ah) itu ada kalanya berupa kemampuan
(kesehatan) badan, kemampuan materi, atau keduanya sekaligus.
Pendapat pertama adalah pendapat Imam Malik. Menurutnya, ha-
Jiwajib bagi orang yang mampu berjalan dan kasab (mencari bekal)
dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syaft’i.
Oleh karena itu, Imam Syafii mewajibkan orang lumpuh untuk men-
cari pengganti (yang menghajikannya) jika ia mempunyai biaya un-
tuk mengupahnya. Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami
yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat terakhir ini didukung oleh
sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu
Abbas, ia berkata: “Jalan” (yang dimaksudkan dalam ayat al-Quran)
adalah kesehatan badan seseorang dan ia mempunyai uang untuk
(memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa harus berdesak-desakan.
Imam Syafi'i berargumentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh Da-
raquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: “Ketika ayat =~ 3 Je &,
S &l plbzal o o diturunkan, seorang laki-laki bediri dan bertanya
(kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud jjalan’ (as-
sabil) tersebut? Rasulullah menjawab: ‘Biaya dan kendaraan’ Hadis ini
diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendukung
pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu membatasi istithoah hanya
pada kemampuan materi, tanpa mensyaratkankesehatan badan. Se-
cara jelas pendapat Imam Syafi’i ini bertentangan dengan pendapat
Imam Malik.

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat bahwa hadis itu
hanya menjelaskan sebagian syarat istithoah haji. Buktinya, bila sese-
orang tidak mendapatkan jalan yang aman menuju Baitullah, misal-
nya, ia tidak wajib haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan
masalah kesehatan badan (syarat istithoah), karena persoalan terse-
but sudah jelas. Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang dijelas-
kan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan yang dapat meng-
hantarkan seseorang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini
tidak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya kesehatan fisik. Di an-
tara hal yang menguatkan bahwa kandungan hadis tersebut hanya-
lah menjelaskan sebagian syarat istithoah adalah sebuah riwayat
lain yang hanya mengemukakan salahsatu dari kandungan hadis itu.
Daraqutni mengeluarkan hadis dari Ali karrama Allah wajhah bahwa
Nabi SAW ditanya tentang makna “jalan’; beliau bersabda: “Yakni jika
kamu mendapatkan punggung unta (kendaraan)”. Di sini Nabi tidak
menyebutkan biaya (zdd). (Al-Aliisi, Riih al-Ma'ani, (Beirut: Dar al-
Fikr, t.th.], jilid II, juz IV, h. 7-8).

By ol paaz S p o) 2y ) ey Sl 4] pllazal )
Jsitg sag At Jg 31U aelbza¥l (hug ade ) Lo &l Jgu) b
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(Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan) Rasulullah Saw
telah menafsirkan kata istitho’ah dengan biaya dan kendaraan. Penaf-
siran ini menguatkan pendapat Imam Syafii bahwa yang dimaksud
istitho'ah adalah kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewajibkan
orang yang lumpuh mencari orang yang menggantikannya untuk ber-
haji jika ia mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik ber-
pendapat bahwa istitho'ah adalah (kemampuan dengan) kesehatan
badan. Orang yang mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal)
dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat
bahwa istitho'ah meliputi keduanya, (yakni kemampuan harta dan
badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau
haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan )\ pada sesuatu adalah
jalannya. (Al-Baidawi, Tafsir al-Baidawi, 1/172, Beirut: Dar al-Kutub
al-Tlmiyah, 1988 M)

G e doos ) ae (e ) 65 - 2SI, Rl oo oYl
By ade ol pladlo 5 \slé\§)>w\MA;&;W\&wi
C?ULJL@.YM\JCW\)bwchfyswayuﬁdégc
Ol opl) Ged 39 38 oy adl e sy 13 ] Oy o Sy L Y]

(rer/r o) >

Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang menjadi dasar pendapat
boleh menunda pelaksanaan haji adalah ijma’ para ulama. Orang
yang sudah bermaksud menunda pelaksanaanya hajinya dari waktu
ketika diwajibkan (ketika mampu) tidak perlu menyiapkan pelaksa-
naan hajinya. Hal ini berbeda dengan orang yang kelewatan waktu
shalat maka dia wajib men-qadlanya. Para ulama sepakat, orang
yang terlewat tidak melaksanakan haji pada waktu ketika wajib, yakni
ketika ia istitha'ah, tidak perlu meng-qadlanya. (Ibn Hayyan, al-Bahr
al-Muhith, 3/340)
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Ibnu Jarir, Ibn al-Mundzir, dan al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibn ‘Ab-
bas terkait firman Allah Swt Y. <) ¢ ==l s, beliau mengatakan, ya-

itu sehat badan, disamping harus punya biaya dan kendaraan yang
tidak menyusahkan. (Al-Suyuthiy, al-Durr al-Mantsur, 2/390)

55 O (asl) Canall s S5 gl dad ) by i 56 6 i (A lazdly)
O sy Aol e ey s 545 b b gy Wlonsl JB v 450
PNOPC RTINS EONCOIRI EISICE  EVRPI- (RN CRER S

(£1/Y ¢ yoznl)) badaruca

Syarat istithaah dalam malaksanakan ibadah haji ada lima, (per-
tama) sehat jasmani. Disyaratkan mampu naik kendaraan dan tidak
merasa payah. Dan kalau masih merasa payah ketika naik kendara-
an maka ia tidak masuk kategori istithaah. (An-Nawawi, Al-Majmu,

7/64)
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KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-6 TAHUN 2018
TENTANG
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIYYAH MUASHIRAH)

Jjtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pon-
dok Pesantren Al-Falah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24
Sya’ban 1439 H/7-10 Mei 2018 M setelah:

Menimbang : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kon-
temporer yang terkait dengan masalah fikih
kontemporer, baik yang terkait dengan ma-
salah ibadah, mu’amalah, masalah kenega-
raan dan kebangsaan, serta perkembangan
ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi
oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut membu-
tuhkan jawaban hukum Islam dari para ula-
ma komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama
Komisi Fatwa;

c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaima-
na huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah
Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk
dijadikan pedoman;

15



Mengingat : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam
penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputus-
an, baik al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas, dan
dalil-dalil lain yang muktabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan tim-
bangan maslahah- mafsadah yang disampai-
kan sebagaimana terlampir dalam keputu-
san.

Memperhatikan : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pem-
bukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indo-
nesia;

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara
Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia;

3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama
Komisi Fatwa se-Indonesia VI;

4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fighiy-
yah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang
Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indone-
sia;

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang
Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-
Indonesia;

6. Pendapat dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi
Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Ma-
sail Fighiyyah Muashirah) yang meliputi;

(i) Istitha’ah Kesehatan Haj;
(ii) Safari Wukuf;
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(iii) Badal Melempar Jumrah;
(iv) Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat;
(v) Plasma Darah untuk Bahan Obat,

2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini
sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam
pelaksanaan keseharian.

3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini
kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.

4. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemu-
dian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyem-
purnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pesantren Al-Falah
Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal :23 Sya’baniq3g H
9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua, Sekretaris,
ttd ttd
Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, MA Drs. H. Masduki Baidlowi, M.Si
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MU ASHIRAH
(MASALAH FIQH KONTEMPORER)

KOMISI B-1
I. Istitha'ah Kesehatan Haji
II. Safari Wukuf
I1I. Badal Melempar Jumrah
IV. Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat
V. Plasma Darah untuk Bahan Obat
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SAFARI WUKUF

A. Diskripsi Masalah

Wukuf di Arafah merupakan rukun haji yang jika seseorang meninggal-
kannya, maka hajinya tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah: “Haji itu
melakukan wukuf di Arafah”. Waktu pelaksanaan wukuf adalah tanggal
9 Zulhijah yaitu sejak matahari tergelincir atau bergeser dari tengah hari
sampai terbenam matahari.

Tidak semua jamaah haji mampu melaksanakan wukuf dengan sendiri
karena faktor usia lanjut, gangguan kesehatan, dan keadaan tertentu.
Pelaksanaan wukuf bagi mereka dilakukan dengan safari wukuf. Sa-
fari wukuf yang dimaksud adalah memberangkatkan jamaah haji yang
sakit ke Padang Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf karena tidak
mampu melaksanakannya secara mandiri. Ibadah Wukufnya sendiri di-
laksanakan secara singkat dan tetap berada dalam kendaraan.

Permasalahan muncul berkaitan dengan tata cara wukuf bagi jamaah
yang termasuk dalam kategori pada faktor usia lanjut, gangguan kese-
hatan, dan keadaan tertentu.

B. Perumusan Masalah

Apa hukum safari wukuf?

2. Apa kriteria jamaah haji yang bisa disafariwukufkan?

3. Apa kriteria penyakit yang diderita jamaah haji, sehingga tidak me-
mungkinkan untuk disafariwukufkan?

4. Bagaimana hukum jamaah haji mengalami udzur syar'i dan tidak
memungkinkan untuk disafariwukutkan?

C. Ketentuan Hukum

1. Wukuf merupakan rukun haji yang utama dan harus dilaksanakan
oleh orang yang berhaji. Oleh karena itu wukuf di Arafah hukumnya
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tetap wajib, meskipun pelaksanaannya dengan safari wukuf.

Jamaah haji yang berhak disafariwukufkan ialah jama’ah haji yang
menderita sakit fisik dan/atau mental, serta masih memungkinkan
untuk melaksanakan wukuf, meski dengan bantuan. Hukum melak-
sanakan wukuf baginya wajib dengan cara disafariwukufkan.

Jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk disafariwu-
kufkan ialah:

a. Menderita penyakit berat yang dikhawatirkan akan mengancam
keselamatan jiwa atau akan memperberat penyakitnya;

b. Menderita penyakit menular yang mengancam jiwa orang lain;

c. Hilang akal (seperti gila);

Bagi jama’ah yang memiliki udzur syar’i yang tidak memungkinkan
disafariwukufkan sebagaimana dimaksud pada nomor [3], maka ha-
jinya dibadalkan.

D. Dasar Penetapan

120

1.

Firman Allah SWT:

[ PR E AR i ms s of s 2eie 23
wjhaj\ualmuﬁrhsu\)r&\ a);;\)r\);\f‘.d\wﬁé\

(AaV/§5,a01)
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perni-
agaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat,
berdzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Dan berdzikirlah (den-
gan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu;

dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-
orang yang sesat. Q.S. Al—Baqarah [2]:198

rwuﬁwww\)uﬁga\m)\@ﬁ@uguu jﬁgj\a.«;é:;
LQ.;L@J\/}:/; \L«Jé\é\ Mbé&iéw\\bb@d}\@b)\
o s ALk rae :r,.,o-)\;\ '°"’C-L\L;r\.s\a\.s)’ur\.um.>.4r}uﬁ_e
uwm@m\u\\g&//“\bubrggxw\sﬂBM\&é—,,:p

(hay/s5,2d0)
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Dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah karena Allah. Jika kamu
terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembeli-
hlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur ke-
palamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika
ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia
bercukur), makawajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau ber-
sedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka
bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam
bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat.
Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu),
maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi)
apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sem-
purna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang
yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-
orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada
Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.

. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Abu Daud,
Imam Ahmad yang menyatakan bahwa wukuf di Arafah merupakan
rukun haji yang paling agung:

uiu:\ﬁ,j”'/““\yw 5 S5k 106 i gﬁ)\.\.&u_c
L) 30 58 858 A4 ¢ \ywdy) Juﬁ 58 5ILS

(@w\obj)og;;wce UAJ"‘“J\ZJLLJJ“/}&

Diriwayatkan dari Abdur Rahman bin Ya'mar, ia berkata; saya me-
nyaksikan Rasulullah Saw didatangi manusia kemudian bertanya
kepadanya mengenai haji, lalu Rasulullah Saw bersabda: “Inti Haji
adalah wukuf di Arafah, barang siapa yang mendapatkan malam
Arafah sebelum terbit fajar dari malam jam’ (waktu sore pada hari
Arafah maka hajinya telah sempurna.” (H.R. Al-Nasai)

. Pendapat Muhammad Mukhtar al Syingithi:

dpaz 65y 0t Yo o M bl e O (ol [,z ] sl amm,y J5
ol o st S (2 ) e 1 8 42 A e i (o el 2 WL
Cdy o Ay gt 8 a3 L3 05,5 05l 055 O 5 Y L)
O] &5\;\.&;\ halis o2 (o2 ol UV r&;\é ez e o
(Sab) ol o3 68 ams oot LS 435 m 353 )1 )5 s 03l 05 2 OF13)
38 sy 13 Pl o Bt B o5 ) 18 ey 5B Vi 055
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Orang yang terkena musibah sakit di tengah melaksanakan haji tidak
bisa dihukumi seperti orang ‘muhshar” (terhalang oleh musuh). Dia
harus tetap berihram sampai sembuh. Jika sembuh ada dua keadaan;
pertama, masih menemui waktu wukuf, maka harus melakukan wu-
kuf dan menyempurnakan manasik. Kedua, telah lewat waktu wukuf,
maka dia bertahallul untuk umrah, membayar dam, dan mengulang
hajinya di tahun berikutnya. Baik haji wajib maupun haji sunnah.
(Kitab Syarh Zaad al Mustagna’)

PIMPINAN SIDANG
KOMISIB1
Ketua, Sekretaris,
Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg. KH. Arwani Faisal, MA

Tim Perumus:
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KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA KE-6 TAHUN 2018
TENTANG
BADAL LEMPAR JUMRAH

Jjtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di

Pondok Pesantren Al-Falah, Banjar Baru, Kalimantan Selatan pada tanggal
21-24 Sya’ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1.

2.

Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail
Fighiyyah Muashirah) yang meliputi;

(i) Istitha’ah Kesehatan Haji;

(ii) Safari Wukuf;

(iii) Badal Melempar Jumrah;

(iv) Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat;
(v) Plasma Darah untuk Bahan Obat,

Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini seb-
agai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksa-
naan keseharian.

Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini ke-
pada masyarakat untuk dijadikan pedoman.

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian
hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan
sebagaimana mestinya.

123



Ditetapkan di: Pesantren Al-Falah
Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal :23 Sya’baniq3g H
9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua, Sekretaris,
ttd ttd
Dr.H.M. Asrorun Ni’am Sholeh, MA Drs.H.Masduki Baidlowi, M.Si
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
TENTANG
MASAIL FIQHIYYAH MUASHIRAH
(MASALAH FIQH KONTEMPORER)

KOMISI B-1

I.  Istitha’ah Kesehatan Haji
II.  Safari Wukuf
III.  Badal Melempar Jumrah
Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat
Plasma Darah untuk Bahan Obat

< 2
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BADAL MELEMPAR JUMRAH

Diskripsi Masalah

Melempar jumrah merupakan salah satu wajib haji. Setiap jamaah haji
wajib melaksanakan lempar jumrah, baik pada 10 Dzulhijjah maupun
pada hari-hari tasyriq.

Jarak antara pemondokan jamaah haji Indonesia di Mina dengan lokasi
tempat melempar jumrah (jamarat) cukup jauh, terlebih jika jamaah
haji menempati tenda di Mina Jadid. Jauhnya jarak yang harus ditem-
puh jamaah haji ketika hendak melempar jumrah menyebabkan banyak
jamaah yang jatuh sakit sehingga tidak memungkinkan untuk melak-
sanakannya. Ada juga jamaah haji yang kondisinya sudah tua yang jika
memaksakan diri untuk melempar jumrah akan menimbulkan muda-
rat. Terhadap situasi yang seperti ini, ada jamaah yang memaksakan
diri untuk tetap melempar jumrah, ada juga yang mewakilkan kepada
orang lain dalam melempar jumrah. Tindakan mewakilkan ke orang
lain dalam melempar jumrah ini sering dikenal dengan Badal melem-
par Jumrah.

Perumusan Masalah

1. Apahukum badal melempar jumrah?

2. Udzur syar'i apa saja yang membolehkan badal melempar jumrah ?

3. Apakah jamaah haji yang membadalkan melempar jumrah terkena
kewajiban membayar dam?

4. Apakah jamaah haji yang dibadalkan melempar jumrahnya diwajib-

kan untuk melempar ulang ketika telah sehat dan masih ada kesem-

patan untuk melempar?

Apa syarat orang yang melakukan badal melempar jumrah?

6. Apakah dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa

£
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melakukan badal untuk beberapa orang?

C. Ketentuan Hukum

1.

Hukum badal melempar jumrah adalah boleh bagi yang terkena ud-
zur syar’i, baik dengan membayar ujrah ataupun tidak membayar.
Udzur syar’i yang membolehkan badal melempar jumrah:

a. usialanjut yang mengalami kesulitan;

b. sakit yang menyebabkan kesulitan;

¢. wanita hamil;

d. wanita menyusui;

e. keadaan lain yang mengahalanginya.

Jamaah haji yang sudah dibadalkan lempar jumrah, tidak wajib

membayar dam.

Jamaah haji yang sudah dibadalkan melempar jumrahnya, kemudi-

an hilang udzur syar’inya, tidak wajib mengulang melempar jumrah

lagi, meskipun ada kesempatan untuk melakukannya.

Syarat orang yang boleh mewakili melempar jumrah adalah:

a. Muslim, akil dan baligh;

b. Memiliki kemampuan dan dapat dipercaya untuk mewakili
(tsigah);

c. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut sedang
melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan harus su-
dah melempar jumrah untuk dirinya sendiri;

d. Apabila orang yang mewakili melempar jumrah tersebut tidak
sedang melaksanakan ibadah haji, maka yang bersangkutan ha-
rus sudah pernah melaksanakan ibadah haji.

Dalam pelaksanaan badal melempar jumrah, seseorang bisa melaku-

kan badal untuk beberapa orang.

D. Dasar Penetapan

1.

Firman Allah swt.;

(AV/SS ) 5> e ) Lgrs:xd;;u)

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan. (QS Al Haj,[22]: 78)
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(eAV/S 5 ,adl) = A r_eu” ,uf ﬂfdrs:u’ ::iisib;

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki ke-
sukaran bagimu. (Q.S. Al Bagarah,[2]:185)

Hadis-hadis Nabi saw.:

\Z;.Z’/ Ly ade ”\&od)&\ ”é\.ow”” J\swm\@o)fuu_c
(Quw\ \JJ)PZ’“E’ a5 ol \UM"M“ A

Dari Jabir ra. berkata; “Kami melaksanakan haji bersama Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam sedang bersama kami ada wanita dan
anak-anak, kami bertalbiyah diikuti anak-anak dan kami melempar
bersama mereka.” (HR. Ibnu Majah)

G50 o Ead \uﬁjww‘w@ 'JB&M‘J‘JM”\ 2 Bs
S 21y e 4 &;ég\é:u,;;\g\wdbfuu&y)‘d‘

33 o~

uﬁ\i\wﬁ\!w{cw»\uﬁ Sw.cf\d\sub.«a}\g_cdf);LJ\u_c
U—C@LJ’JJ (FPY: \.é.i—‘_s.\a\h\]d\u\écc.bd\k}.a\”\.\s)bjl\\,w
(o 513 B8, 20 155§ 152l G

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma’il Al Wasithi-
berkata; Saya telah mendengar Ibnu Numair dari Asy’ats bin shallal-
lahu ‘alaihi wasallamwar dari Ibnu Zubair dari Jabir berkata; “Ketika
kami berhaji bersama Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam, kami bertal-
biyah mewakili para wanita dan melempar mewakili anak-anak.” Abu
Isa berkata; “Ini merupakan hadis gharib, tidak kami ketahui kecuali
melalui sanad ini. Para ulama telah bersepakat bahwasanya seorang
wanita talbiyahnya tidak dapat diwakili oleh orang lain. Tapi dia ha-
rus bertalbiyah sendiri, namun makruh baginya mengeraskan suara
ketika bertalbiyah.” (HR. At-Tirmidzi)

Sunan Abi Daud nomor 1966

\J.socUJ\ 3::5\_) d\sm\fua_?\j\w_)]«.a&:si)wﬁ}bjo\
53 an B 5o 5 15 385 o o5 e 5 g3 s e
Jusu:u\r;;s)\jww M\gu;&)\u;qu”’“w,w
s}.g.\rj:;;\;\)mrsxaxy@ywu\wv 5 e 1o g2
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Telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Amr bin al-Ahwash
dari ibunya, ia berkata; saya melihat Rasulullah Saw melempar jum-
rah dari tengah bukit, dalam keadaan berkendaraan. Beliau bertak-
bir bersama setiap lemparan kerikil. Dan orang yang ada dibelakang
menutupi beliau. Kemudian aku tanyakan mengenai orang tersebut,
lalu mereka mengatakan; Al-Fadhl bin al-Abbas. Orang-orang dalam
keadaan berdesak-desakan, kemudian Nabi Saw bersabda: “Wa-
hai para manusia, janganlah sebagian kalian membunuh sebagian
yang lain, apabila kalian melempar jumrah maka lemparlah den-
gan kerikil sebesar kerikil khadzaf (kerikil untuk ketapel) (HR. Abu
Dawud)

. Pendapat Ulama

W\ucr_,cwupwU\de\wcwupp;rlqu\
o= Yl oe @ wly o) do il 5 e OB M Ol ) gty
sl gl asy ) g s i)

Jamaah haji yang tidak mampu melaksanakan lempar jumrah ia bo-
leh mewakilkan kepada orang yang tidak berihram (tidak berhayji)
atau kepada orang yang berhaji yang sudah melontar untuk dirinya.
(An-Nawawi, Al-Majmu Syarh al-Muhaddzab)

PIMPINAN SIDANG
KOMISIB1
Ketua, Sekretaris,
Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg. KH. Arwani Faisal, MA
Tim Perumus:
1. Dr. H. Maulana Hasanuddin, MAg. (Ketua merangkap Anggota)
2. KH. Arwani Faisal, MA (Sekretarsis merangkap Anggota)
3. Drs. H. Aminuddin Ya'qub, MA. (Anggota)
4. KH. Sulhan (Anggota)
5. Dr.dr. H. Endi Astiwara (Anggota)
6. HM. Silahuddin, MA (Anggota)
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KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-6 TAHUN 2018
TENTANG
KEDUDUKAN DANA ABADI UMAT SECARA SYARIAH

A. Deskripsi Masalah

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Penge-
lolaan Keuangan Haji ditetapkan bahwa penerimaan keuangan haji
meliputi: a) setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/
atau BPIH Khusus; b) nilai manfaat keuangan haji; c) dana efisiensi Pe-
nyelenggaraan Ibadah Haji; d) Dana Abadi Umat (DAU); dan/atau e)
sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

DAU adalah dana yang dikumpulkan Pemerintah Indonesia yang diper-
oleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan sumber
lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 di Cipasung
Tasikalaya Jawa Barat, ditetapkan bahwa dana setoran BPIH calon haji
yang termasuk daftar tunggu (waiting list) merupakan milik calon ja-
maabh haji; oleh karena logis pendapat yang dimuat dalam VOA ISLAM
yang dinyatakan bahwa DAU menurut Undang-Undang Nomor 13 Ta-
hun 2008 merupakan dana milik masyarakat karena dana tersebut be-
rasal dari jamaah haji.

DAU merupakan dana operasional BPIH dengan ketentuan hanya hasil
pengembangannya yang digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak.
DAU sekarang ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
beradasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelo-
laan Keuangan Haji. Sedangkan sebelumnya, DAU dikelola oleh Badan
Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) yang dipimpin langsung oleh
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Menteri Agama.

Perumusan Masalah

1.

Bagaimana status hukum Dana Abadi Umat dari segi syari‘ah?

2. Apakah Dana Abadi Umat dapat diinvestasikan?
3. Bagaimana penggunaan Dana Abadi Umat?

Ketentuan Hukum

1.

Status hukum Dana Abadi Umat adalah dana milik ummat Islam
secara kolektif dan bukan milik pemerintah.

Dana Abadi Umat boleh dikembangkan dengan melakukan miti-
gasi resiko (karena pokoknya tidak boleh berkurang baik melalui
mekanisme penjaminan/kafalah atau asuransi).

Dana Abadi Umat digunakan untuk kemashlahatan umat Islam
baik melalui penyelenggaraan pendidikan dan dakwah, kesehatan,
sosial keagamaan, ekonomi, serta pembangunan sarana dan prasa-
rana ibadah, dengan memprioritaskan peningkatan pelayanan ja-
maah haji.

D. Dasar Penetapan
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1.

Firman Allah SWT.. dalam ayat-ayat sbb:
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| sl el 58 & Q

V‘bfic W &

3\ 01 &) Jaaly

= >

RAN ’\"\
3
v

v

3
s

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepa-
da yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila mene-
tapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha
Melihat. (Q.S. An-Nisa [4]:58)

|y N3 455 A0 s (G .35 L;j 3508 B 2iahas fl B
r&g,xw/ ’L.) 5 &35 230 ii;;\g:&,w;@\

Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

$\
\i)
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maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hu-
tangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan ba-
rangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang
kamu kerjakan. (Q.S. Al Baqarah [2]:283)

2. Hadis Rasulullah saw.., antara lain:

P

Jed) oo JyBEET s o Ao Sy J6 206 &8 dies 5555 e
s 5 35

Dari Abi Hurairah RA ia berkata: Rasulullah bersabda: tunaikanlah

amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kapad-

amu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhi-
anatimu. (H.R.At-Tirmidzi dan Abu Dawud).

S5~

Ghiat 5 20 cidm, 00 G625 40 &) 206 4a35 55556 f e

%uﬁp‘;}zbbbcww
Dari Abu Huraira, ia merafa’kannya kepaada Nabi, beliau bersabda:
aku (allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua
orang. Selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan
pengkhianatan terhadap orang lain. Jika seseorang melakukan peng-

khianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara
dua orang itu. (HR Abu Daud dan al-Hakim)

3. Pendapat Para ulama, antara lain:
a. PendapatImam al-1zz Ibn Abd al-Salam al-Syafi'i dalam Qawd’id
al-Ahkam” 2/75:
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C.
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Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya.

Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana
yang telah kami, sebutkan yaitu dengan kebijakanz yang terbaik
bagi untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewu-
Jjudkan Manfaat dan kebaikan, . Dan hendaklah mereka tidak
merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan untuk
mewudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan mas-
yaqqah (kesulitan)yg besar. Dan janganlah mereka memilih milih
dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang
mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual
satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan
yang sama. Sebab Allah ‘azza wajalla berfirman- yg artinya: “dan
janganlah kamu mendekati harta anak Yatim kecuali dengan
cara yang terbaik”. Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim
saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum muslim-
in dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian
syariat Islam dengan hak hak kaum muslimin secara umum lebih
diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan
atau sekelompok kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang
membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan maka dia ter-
larang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat...

Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq (4/76):

dj\a.uQ\ASJ&-YW)\J\\.@J)J\A&MM\M\{}J)&(SQ\?LC\
Gj\" \M (&».'CJ\J\.A s \JJ}J\»AS}:J‘:MUJJ\ M@é\”

- -

A'@*‘rjr”wé‘“\)f“u‘é)u"”fw\w“jfdj‘{u—*"\@
g\..”fy@;@bc‘aﬁrlj,r}:

Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai
dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh ber-
buat kecuali yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat,
berdasarkan firman Allah (Q.S. Al Isra’:34), dan hadis Rasulullah
saw..: barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas
umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemasla-
hatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka
haram baginya untuk masuk ke dalam surga.

Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafl dalam Kitab “al-Asybah
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wa al-Nazhair halaman 139:

seie BBV, ¢ OB ¢ bl Jlpal 3 s o L (028l o
o o e Lis 5= o OB cddalls
Perbuatan hakimyang boleh dalam harta anak yatim, harta wari-

san dan wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak
dibangun atas maslahat, maka tidak boleh.

. Pendapat Al Romli dan Al Syarbini
By Sl b e o 6w N (e JU s
(sradly bo ) 255 g ls i

“menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap benda-
nya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap
benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak ha-
ram) yang ada, ” (al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Min-
haj, [Beirut: Dar al-Fikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syar-
baini, Mughni al-Muhtaj, [ Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376);
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Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tang-

FATWA MUI 002/MUNAS X/MUI/X1/2020
TENTANG
PENDAFTARAN HAJI SAAT USIA DINI

:,/t’\%”\;/f; ]
//@?}j/m‘/r’;

gal 10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020 M, setelah:

Menimbang : a. bahwa minat kaum muslimin sangat besar untuk
melaksanakan ibadah haji karena meningkatnya
kesadaran untuk berhaji dan meningkatnya ke-

Mengingat

mampuan ekonomi;

b. bahwa lamanya daftar tunggu (waiting list) pen-
daftaran haji adalah sebuah fakta dari meningkat-
nya minat berhaji dan keterbatasan kuota;

c. bahwa salah satu usaha untuk melaksanakan haji
pada saat kondisi fisik masih bugar di tengah wai-
ting list yang cukup panjang adalah dengan cara

mendaftar haji saat usia dini;

d. bahwa atas dasar itu muncul pertanyaan dari
masyarakat tentang hukum pendaftaran haji saat

usia dini;

e. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia me-
mandang perlu menetapkan fatwa tentang pen-
daftaran haji saat usia dini, untuk dijadikan se-

bagai pedoman.

1. Firman Allah SWT:

137
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2.

Himpunan Fatwa Haji

a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mam-

pu;
o3 Ml adl) FUREL oo ) G B A
Gradall o2 GE A R

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sang-
gup (istithaah) mengadakan perjalanan ke
Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewa-
Jjiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha
Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta
alam. (Q.S. Ali Imran [3]: 97)

. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam

kebaikan:

u}é-\ \‘}2*1..0\3 _j’“d‘é—’)ﬂj

Dan bagi tiap-tiap umat ada ktblatnya (sendiri)
yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-
lombalah (dalam membuat) kebaikan. (Q.S. Al-
Baqarah [2]:148)

. Ayat-ayat yang menjelaskan bahwa agama itu

mudah dan tidak memberatkan, antara lain:

j—w;j\ r&.\ X J.a }w.d\ r_L;u 4.0\ jg J;
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan

tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Q.S. Al-
Baqarah [2]:185)

\//G’Y;\’ET:JJ\ f’}/g i/y

Allah tidak membebani seseorang melainkan
menurut kesanggupannya. (Q.S. Al-Bagarah
[2]: 286)

T e oemide Jard A 35 5
Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu
yang memberatkan kalian. (Q.S. al-Maidah([5]:6)

Hadis Rasulullah Saw., antara lain:



a. Hadis tentang kewajiban haji:

ym\d JG wam\y)f;u;\u;
L ;YQ\QQ_; @&Crm\)\»x r,\.“)u.cm\
B 255 oM LBl el J525 1322 &5 4
BLa 5

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw.
bersabda: “Islam itu didirikan atas lima perka-
ra. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan
yang berhak disembah melainkan Allah dan
Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan
sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan
Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitul-

lah bagi yang mampu melakukannya.” (Muta-
faqunAlaih)

b. Hadis-hadis tentang perintah untuk me-
nyegerakan ibadah haji, antara lain:

=

\&Mm 25 J6:8 G2 2
i;s»\u? 1,40 &-é\g\w”

(i) "8 5 55 G )%
Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw.
bersabda: “Bersegeralah kalian berhaji - yaitu

haji yang wajib-karena salah seorang diantara

kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya’.
[H.R.Ahmad)

Jé J}v\u;u»\ j\ Jm)\ e
G s 2 s e i 3o 0 J,25
L5 J@j cumfs\ u;,:; 35 4 J,w,.u

(ale sl oly) “Ba 1 5,355

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhl (atau
sebaliknya) berkata: Rasulullah Saw. bersabda:
“Barang siapa hendak melaksanakan haji
hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang
seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya)
hilang, dan adanya suatu hajat yang meng-
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MEMPERHATIKAN: 1.

halangi” (H.R. IbnuMajah)
W Lo 5 eads J6 A 2 o3 s 32
AT Al 0556 G0 o ode 2o Lo a5
(aen Al olyy) Sl el 025 J6 o7
Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: “Seorang
perempuan mengangkat anaknya kepada Nabi
Saw. Dan bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah
anak ini dapat melaksanakan haji? Nabi men-

jawab, “Ya, dan engkau mendapat pahala.”
(H.R. al-Turmudzi)

Kaidah Fikih dan Ushul Fikih:
BRI IRAT IR AN

Pada dasarnya perintah (Amar) itu tidak menun-
tut dilaksanakan segera.

GJ,L;;E\ s Jefia a3

Menolak mafsadah didahulukan daripada men-
cari kemaslahatan.

2 }/?/
d\’”)j\aj\
@:@i;f@ii;j;éf\

Ketentuan kedaruratan harus disesuaikan dengan
ukurannya.

\
o

S

Bahaya harus dihilangkan.

15153 Bya e ) gc@u;i\ A

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas| terha-
dap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

Penjelasan ulama tentang makna istitha’ah haji,
antara lain:

a. Penjelasan Al-Aliisidalam kitab Riih al-Ma'ani,
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], jilid II, juz IV, h. 7-8):

s Jo¥ U1y Lagsl JUL of ougdy ) §,ud

-
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e L s L;; sls CA-\ Cmp (Sl aLay)
¢L»‘>J\ Cnd U ] g (b dw&s\j w&\
Sl oy 13) o) e Bl V) il 1y el
25 a8 WAL Casnd S )y s Loy o
o 8 0iey Gl 2T Lsdugly e Jlo
u,uc@o\dwj\ 1 JG &l lagee s =2 e

g O g el g ol S 5K ddl

PSRV P (I (R I (NS RER P
oda EJ5 U7 1B Bl e o e e sk
(Sl 4] pllazal oo ol o e dy(RY)
37 106 Sl Lo A J gy b 1S Y, 50
il sng 52 3b o 1 s i1y
o dslanNl fad G elal ad)
ALY el Cad U Gl oAy casud O5s 2

el Lzl

Ly jaed Ol al ad By Lo J3hs Wil Ll
SAf Y 3k Gal i o) uf Jo el
&thw&bu AJJ\L;LaA.:\ J,z:Ua.S\j cwcé-\
3 il 5 Y 3 1 ) Ol s S x
Sl ) el - fhosl) ) s 2D
Gl 3 L ST A8 Ly cimeall 09y jsianY 136
SV bl gl yan 335 61 Lyall and 0L
Ao e Ll g3 2T 48 ad Lty e
Qb vy ade B Lo ) OF agrg Ll &1 oS

S STy by e geb 34 0T W o e

Kemampuan (qudrah, istitha'ah) itu ada ka-
lanya berupa kemampuan (kesehatan) badan,
kemampuan materi, atau keduanya sekaligus.
Pendapat pertama adalah pendapat Imam
Malik. Menurutnya, hajiwajib bagi orang yang
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mampu berjalan dan kasab (mencari bekal)
dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah
pendapat Imam Syafii. Oleh karena itu, Imam
Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk men-
cari pengganti (yang menghajikannya) jika
ia mempunyai biaya untuk mengupahnya.
Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami
yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat tera-
khir ini didukung oleh sebuah riwayat yang
dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari Ibnu
Abbas, ia berkata: “Jalan” (yang dimaksud-
kan dalam ayat al-Quran) adalah kesehatan
badan seseorang dan ia mempunyai uang un-
tuk (memperoleh) bekal dan kendaraan tanpa
harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i berargu-
mentasi dengan hadis yang dikeluarkan oleh
Daraquthni dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:
“‘Ketika ayat o <)) ¢ glazal o codll o o o e s
diturunkan, seorang laki-laki bediri dan bertan-
ya (kepada Rasulullah): Wahai Rasulullah, apa
yang dimaksud ‘jalan’ (as-sabil) tersebut? Rasu-
lullah menjawab: ‘Biaya dan kendaraan’ Hadis
ini diriwayatkan dengan jalan yang banyak. Za-
hir hadis ini mendukung pendapat Imam Syafi’i
karena hadis itu membatasi istithoah hanya
pada kemampuan materi, tanpa mensyarat-
kankesehatan badan. Secara jelas pendapat
Imam Syafi’i ini bertentangan dengan pendapat
Imam Malik.

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpendapat
bahwa hadis itu hanya menjelaskan sebagian
syarat istithoah haji. Buktinya, bila seseorang
tidak mendapatkan jalan yang aman menuju
Baitullah, misalnya, ia tidak wajib haji. Me-
mang, Rasulullah SAW tidak menjelaskan ma-
salah kesehatan badan (syarat istithoah), kare-
na persoalan tersebut sudah jelas. Bagaimana
tidak disyaratkan, padahal yang dijelaskan
(oleh Nabi) itu pada hakikatnya adalah jalan
yang dapat menghantarkan seseorang yang
mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan ini ti-
dak mungkin dapat dilakukan tanpa adanya
kesehatan fisik. Di antara hal yang menguat-
kan bahwa kandungan hadis tersebut hanyalah



menjelaskan sebagian syarat istithoah adalah
sebuah riwayat lain yang hanya mengemuka-
kan salahsatu dari kandungan hadis itu. Al-Da-
raquthni mengeluarkan hadis dari Ali ra. bah-
wa Nabi Saw. ditanya tentang makna ‘“jalan”;
beliau bersabda: “Yakni jika kamu mendapat-
kan punggung unta (kendaraan)” Di sini Nabi
tidak menyebutkan biaya (zad).

. Penjelasanal-Baidhawi dalam kitab Tafsir
al-Baidhawi, 1/172, Beirut: Dar al-Kutub al-
‘lmiyah, 1988 M:

u”J‘ J A Jy (yw ) glazal 0)
a.b\‘_;waa,\)\ J}WJMUU} c‘dup..as'-dg\
J8s 529 31 dls 2L AelanV) Loy ale
Corgl My JUL ) we ) o) Ll

Cws sy e 5l o 1) el e Bl
e Lot 0L ] s sy S JG,
el R Ut [N RS PR\ E T
sroally cp W gt Qb )y di o1 Uy
s et L T b S5 e o el T G

Al

(Bagi orang yang sanggup mengadakan per-
Jjalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan
kata istithoah dengan biaya dan kendaraan.
Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam
Syafii bahwa yang dimaksud istithoah adalah
kemampuan harta. Oleh karena itu, ia mewa-
Jjibkan orang yang lumpuh mencari orang yang
menggantikannya untuk berhaji jika ia mempu-
nyai biaya untuk mengupahnya. Imam Malik
berpendapat bahwa istithoah adalah (kemam-
puan dengan) kesehatan badan. Orang yang
mampu berjalan dan berusaha (mencari bekal)
dalam perjalanan wajib menunaikan haji. Abu
Hanifah berpendapat bahwa istithoah meli-
puti keduanya, (yakni kemampuan harta dan
badan). Damir (kata ganti) dalam kata kembali
ke Baitullah atau haji. Setiap hal yang dapat
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mengantarkanpada sesuatu adalah arti kata

sabil.

Penjelasan al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’
(7/64):

S5 o)) At 48y J5V6 o (Al )
Lﬁ\zfﬁ JB\;WZ;JQ [)js;u QT(&LT)&A\
w»jubawwwﬂw\)\&w

\aﬁhﬁwwdey}cj\ufjﬁéa&,u

Syarat istithaah dalam malaksanakan ibadah
haji ada lima, (pertama) sehat jasmani. Di-
syaratkan mampu naik kendaraan dan tidak
merasa payah. Dan kalau masih merasa payah
ketika naik kendaraan maka ia tidak masuk ka-
tegori istithaah.

Penjelasan Abu Bakr bin Sayyid Muhammad
Syatha Ad-Dimyati dalam kitab I'anah Al-Tho-
libin (al-Hidayabh, juz 2, hal 282):

Gl By o ally domy ) diag o SLAL
a0 Bl a Py b o 05l Joly aeid
bl bl S5 5 3 81 G 22 3 aySHU

S ASTA (5 e (25 Ly Jle 3,5 wile
Wuﬁ@wU\@\c\MJ@\ujwm\.ﬁ

GM\ Jl

Yang dimaksud dengan orang yang wajib di-
nafkahi adalah istri, kerabat, budak yang di-
milikinya yang dibutuhkan untuk melayaninya,
dan orang-orang Islam yang sangat membutuh-
kan walaupun bukan kerabatnya sebagaimana
disebutkan dalam kitab Al-Siyar, bahwa mem-
bantu orang-orang Islam yang sangat mem-
butuhkan dengan cara memberi makan orang
yang kelaparan, memberi pakaian orang-orang
yang telanjang (tidak punya pakaian) dan
selainnya merupakan kewajiban bagi orang



2.

yang memiliki lebih dari kecukupan satu tahun.
Mayoritas orang acuh terhadap hal ini, bahkan
orang yang disebut-sebut saleh sekalipun.

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ula-
ma Indonesia tahun 2012 tentang Talangan Haji.

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ula-
ma Indonesia tahun 2018 tentang Istitha’ah Kesehat-
an Haji;

Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang

dalam sidang Bidang Komisi Fatwa pada Musyawa-
rah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

Menetapkan

Pertama

Kedua

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PENDAFTARAN HAJI SAAT USIA
DINI

Ketentuan Umum
Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Usia dini adalah usia sejak kelahiran sampai usia
akil-balig (mukallaf).

2. Mukallaf adalah seorang muslim yang terkena be-
ban hukum.

3. Istitha’ah haji adalah kemampuan melaksanakan
ibadah haji dari sisi ekonomi, transportasi, ke-
amanan dan kesehatan.

4. Wajib ‘ala al-faur adalah suatu kewajiban yang
pelaksanaannya mesti disegerakan.

Ketentuan Hukum

1. Pendaftaran haji pada usia dini untuk mendapat-
kan porsi haji hukumnya boleh (mubah), dengan
syarat sebagai berikut:

a. uang yang digunakan untuk mendaftar haji
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diperoleh dengancara yang halal.

b. tidak mengganggu biaya-biaya lain yang wajib
dipenuhi.

c. tidak melanggar ketentuan peraturan perun-
dang-undangan.

d. tidak menghambat pelaksanaan haji bagi mu-
kallaf yang sudah memiliki kewajiban ‘ala al-
faur dan sudah mendaftar.

Hukum pendaftaran haji pada usia dini yang ti-
dak memenuhi syarat yang disebut pada angka 1
adalah haram.

Rekomendasi

1.

Pemerintah membuat kebijakan untuk mempri-
oritaskan calon jamaah yang sudah masuk kat-
egori wajib ‘ala al-faur.

Pemerintah menerapkan prinsip keadilan terha-
dap manfaat dari setoran awal haji yang disetor-
kan calon jamaah.

Pemerintah membuat kebijakan untuk perbai-
kan pengelolaan haji, di antaranya dengan men-
gupayakan aturan untuk memperpendek antrian
haji.

Ketentuan Penutup

1.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disem-
purnakan sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang me-
merlukan dapat mengetahuinya, semua pihak di-
himbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :11 Rabi'ul Akhiri442 H

26 November 2020 M

Himpunan Fatwa Haji
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FATWA MUI 003/MUNAS X/MUI/X1/2020

TENTANG

PEMAKAIAN MASKER BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM

i
// /(/'/

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tang-
gal 10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah:

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa para ulama berbeda pendapat ten-
tang hukum memakai masker bagi orang
yang berihram haji atau umrah;

bahwa tingkat kerumunan yang padat dan
kondisi kesehatan jamaah yang berbeda-be-
da pada saat ihram haji atau umrah, dapat
menyebabkan penularan penyakit dan gang-
guan kesehatan;

. bahwa memakai masker pada saat ihram

haji atau umrah sangat dibutuhkan untuk
menghindari gangguan kesehatan jamaah
haji atau umrah;

bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia
memandang perlu menetapkan fatwa ten-
tang pemakaian masker bagi orang yang se-
dang ihram, untuk dijadikan sebagai pedo-
man;

Firman Allah SWT tentang haji antara lain:

543 Ml ) F LN o i) e sl 5
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Gnadadl 8 82 G e
Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sang-
gup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji),
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak
memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S.
Ali Imran [3]: 97)

Al A3 e 5550015 e &
Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah se-
bagian dari syiar-syiar Allah... (Q.S. al-Baqa-
rah [2]:158)

UA/W/G/ \L,.ar.:,\a;.\ """" ’Ci-\\ju\)
l@j\é:\.u s @jé}\jﬁj&&) 6)43\

-

[ay 53,5 1] el2d 5l 231,;)\ r‘%f’

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah
karena Allah; jika kamu terkepung (terhalang
oleh musuh atau karena sakit), maka (sembe-
lihlah) korban yang mudah didapat, dan ja-
ngan kamu mencukur kepalamu, sebelum kor-
ban sampai di tempat penyembelihannya. Jika
ada di antara kamu yang sakit atau ada gang-
guan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka
wajib atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau
bersedekah atau berkorban. (Q.S. Al-Bagarah

[2]2196)

@;%gl\gwuafyu@;ﬂ“\&\
A 3 015 Y5 6,453

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang di-
maklumi, barangsiapa yang menetapkan ni-
atnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji,
maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan
berbantah-bantahan di dalam masa menger-
jakan haji... (QS al-Baqarah [2]:197)



2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

a. Hadis tentang kewajiban haji:
Al 525 J6 16 e ) o2, 528 ) 2
as\.;.;u@&rmm&r)u)mw\y
95 W) 33251322 & B W ALY S
g,wl\ C-.»j OlLas) rfo) cog)\ :.\.g\) oM\
Wn ) AR

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah
Saw. bersabda: “Islam dibangun atas lima
dasar; bersaksi bahwa tiada tuhan selain
Allah dan bersaksi bahwa Muhammad
adalah utusan Allah, mendirikan salat,
menunaikan zakat, puasa di bulan Rama-
dan dan berhaji ke Baitullah bagi orang
yang mampu melakukan perjalanan ke
sana.” (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

b. Hadis-hadis tentang larangan atas orang
yang berihram untuk menutup wajahnya:

)u\ w&m\y)ﬁwm\wu.c
,..J.."’\.»’”A\j "“\&aous\ JLN
d:lfci:\)\y&\ J\.;.;Quu\uﬂrfu.j\
Y S Y5 Al \,ML” 5N 1 AT

i xz\ S Y5 S yj umjw\
(j-;‘d\ }cj,“/lj‘ Wﬁ AP af)’

aia B u\.’:J\ M’,JJJ Y 5 ¢ uw&)\

ey Gyl el '“u:w“)\ Q\J';'C;M
Dari Abdullah Ibnu Umar ra. ada sese-
orang bertanya kepada Rasul Saw.: “Apa
saja yang boleh dipakai oleh orang yang
berihram?”. Rasul Saw. menjawab: ‘ja-
nganlah kamu memakai baju, imamah

(penutup kepala), celana, burnus (baju
yang ada penutup kepala), atau sepatu.
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C.

kecuali orang yang tidak memiliki sandal,
dia boleh memakai sepatu, dan hendaknya
dia potong hingga di bawah mata kaki
(terbuka mata kakinya). Dan tidak boleh
memakai kain yang diberi minyak wangi
atau pewarna (wantex). (H.R. al-Bukhari
dan Muslim)

Dalam riwayat lain di shahih Bukhari, ter-
dapat tambahan:

\;jjwa Y3 "’Jms\a\f,s\

Dan janganlah perempuan yang sedang
ihram memakai cadar dan memakai sa-
rung tangan. (H.R. al-Bukhari)

Mzz\yo—)u\ u@&”’m\@a)wtﬁ \u.c
\&aw\dy)dmcuwr}ﬁ)@ob
’“yé}}/gj).kwj s'-\.g.s \” - ,, a P

w\rfga;:jx\;i.@})Yij \;,:2-\5
“L;i_l-i

Dari Ibnu Abbas ra. sesungguhnya ada
seseorang yang berihram jatuh dari tung-
gangannya lalu mati, Rasul Saw. ber-
sabda: “Mandikan dengan air dan daun
bidara, kafani dengan dua kain ihramnya,
jangan kalian tutupi kepalanya, tidak pula
wajahnya, karena dia akan dibangkitkan

pada hari kiamat sambil bertalbiyah’.
(H.R. Muslim)

L7 i) g OF d\.&@;;&\c@‘o)}é u—"u‘
sl ol Sk M w‘)‘&ﬁg}m 85
ey Al

Dari Ibnu Umar ra. beliau berkata: “Orang
yang berihram tidak boleh menutup wa-
jahnya” (H.R. Malik dan al-Baihaki)

Atsar shahabat yang berihram dengan



menutup wajah:

o Olsras ol ol Sy Slas p Slaze O

Lo 05k A6 e b o2, 2
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Sesungguhnya Utsman bin Affan ra., Zaid
bin Tsabit ra, dan Marwan bin Hakam ra.
menutup wajah mereka saat ihram. (H.R.

Imam Syafi'i)

Oy S.Caé\Jaf\ G JG &) ?:;,;;f ?“{w\ g

AL Olae & o Olke ol &1 2d) e
P2 52 A B

Dari al-Qasim bin Muhammad berkata;
telah mengabarkan kepadaku al-Furaf-
ishah bin ‘Umair al-Hanafi bahwasanya
ia pernah melihat Utsman bin Affan di
Araj menutup wajahnya saat ihram. (H.R.
Imam Malik)

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih:
S 35

“Dalam keadaan darurat diperbolehkan mela-
kukan yang dilarang”

fols 1 o Lo sl D30 (575 4

Kebutuhan (al-hajah) terkadang mempunyai
kedudukan yang sama dengan darurat baik
yang bersifat umum maupun yang bersifat
khusus.

il G s T YU e 3l ol Jui
Menggunakan dua dalil lebih didahulukan

daripada meninggalkan salah satunya, sela-
ma masih memungkinkan.
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1. Pendapat Imam al-Dasuki dalam kitab Has-

yiah al-Dasuki ‘ala al-Syarh al-Kabir (2/55)
tentang haramnya laki-laki yang ihram untuk
menutup wajah:

@i\fuﬁhjmbiej%?%j}@ SN
s g, LIS B Ll oS 1l 3R L
G Jems Wi 54 5 ool 5l ol ),

VS Bt

Haram bagi laki-laki (yang berihram) me-
nutup semua atau sebagian wajah, demikian
pula kepalanya, dengan sesuatu yang diang-
gap sebagai penutup, seperti tanah/lumpur,
apalagi dengan alat yang biasa dipakai me-
nutup kepala, seperti peci. Wajah dan kepala
berbeda dengan anggota badan yang lain, di
mana dua bagian ini haram untuk ditutupi
dengan semua benda yang bisa dianggap se-
bagai penutup.

. Penjelasan al-Marghinani al-Hanafi dalam

kitab al-Hidayah fi Syarh Bidayati al-Mubtadi
(1/136) tentang perbedaan ulama tentang la-
ki-laki yang ihram untuk menutup wajah:

st el JBy "l ¥y aday PR PAE
NES SIS R PP PRI N L
Plagss G 8

Y & A2 Y7 O DLl ade o5 Ly

55 0% 3 46 LG 2l 7y dul B a2,

L a0 3 O e ey s VAL OY,
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Al-Marghinani berkata “Tidak boleh menu-
tupi wajah dan kepalanya’” Imam Syafii ber-
pendapat bahwa laki-laki boleh menutup
wajah berdasarkan hadis “lhramnya laki-laki



pada kepalanya dan ihramnya perempuan
pada wajahnya’ Sedangkan hanafiah men-
dasarkan pendapatnya pada hadis “Jangan-
lah kalian tutupi wajahnya dan kepalanya,
karena dia akan dibangkitkan pada hari ki-
amat dengan bertalbiyah” Sababul wurud
hadis ini adalah terkait orang ihram yang
meninggal. Alasan lain, karena wanita tidak
boleh menutupi wajahnya, padahal membuka
wajah wanita menjadi sumber fitnah, maka
menutup wajah bagi laki-laki lebih berat un-
tuk dilarang.

. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam Kitab al-
Majmu’ (7/268) bolehnya laki-laki yang ih-
ram menutup wajah dan tidak ada kewajiban
fidyah:

L3 Vs gz S p o) ol B3 A Ll
Ly WBlowol sl sldadl ) pemr JB ) ade

R AV NN W I HEA]
ol ) B3y Sl o Olase ) q&(,ww\

(F5 s b 03522 156 pdl (o Oy
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Pendapat madzhab kami (Syafiiyah) adalah
dibolehkan bagi laki-laki yang berihram untuk
menutup wajahnya dan tidak ada kewajiban
fidyah. Ini adalah pendapat mayoritas ula-
ma... ulama madzhab kami berdalil dengan
riwayat dari Sufyan bin Uyainah dari Ab-
durrahman bin Qasim dari ayahnya, bahwa
Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, dan Mar-
wan bin Hakam, mereka menutup wajahnya
ketika mereka sedang ihram. Dan riwayat ini
sanadnya shahih.

. Pendapat al-Buhuti al-Hambali dalam kitab
Kasysyafu al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’ (6/452)
tentang bolehnya menutup wajah bagi laki-
laki yang berihram:
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Jika seorang laki-laki yang berihram menutup
wajahnya maka hukumnya boleh, sebagaima-
na riwayat dari Utsman, Zaid bi Tsabit, Ibnu
Abbas, dan Ibnu Zubair, serta imam lainnya.

5. Pendapat Imam al-Iraqy dalam kitab Tharhu

al-Tasrib fi Syarh al-Taqrib (5/299) tentang la-
rangan perempuan yang sedang ihram untuk
menutup wajah:

Q\) JJq \.@.«0\.«0.«9—\ ob&\ 5 YJ A‘_}ﬁ JJS\.L
Ces Jj\ JSJ\.A@M.A‘}QJ cuU.xfu,.JJ.-,Jl\
axgl ] wa;,urlmp J’,,,;J\

Makna teks dari hadis “Janganlah wanita me-
makai cadar” itu khusus bagi wanita, semen-
tara laki-laki tidak seperti itu. Dan ini sesuai
degan makna bagian awal hadis, tentang hal-
hal yang harus ditinggalkan oleh orang yang
thram. Di sana Nabi Saw. tidak menyebutkan
penutup wajah’.

6. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mu-

ghni (3/301) tentang bolehnya perempuan
yang sedang ihram menutup wajah karena
hajah:

G5 Jl 570 iy S ) el 5
e B aly 638 G O3 325 06 ik
CL;JJ %de\)) M\@)‘Q\.@.&uﬁdbéj)

w.;\ 43 3225 Bl (G5 1
Jika perempuan yang sedang berihram dan
ada laki-laki lain mendekat, maka boleh bag-

inya untuk menutupi wajahnya dengan menu-
runkan kain dari atas kepalanya, sebagaima-



na diriwayatkan dari Utsman dan Aisyah.
Pendapat ini juga disampaikan oleh Atha,
Malik, al-Tsauri, al-Syafii, Ishaq, dan Muham-
mad bin al-Hasan.

. Pendapat Imam al-Rafi'l dalam kitab Fathu
al-Azizi bi Syarh al-Wajiz (7/440) tentang bo-
lehnya orang yang berihram untuk menutup
semua anggota badan kecuali kepala dengan
syarat tidak berjahit:

Ve e p el 555 o) G sl (G5 s
S3y iy OBy Lol ndls (el 3V A 552
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Anggota badan selain kepala boleh bagi orang
yang berihram untuk ditutup, tetapi tidak
boleh memakai baju dan celana (berjahit),
celana dalam, sepatu. Sebagaimana dalam ri-
wayat Ibnu Umar ketika Rasulullah saw men-
jawab pertanyaan tentang apa saja’yang boleh
dipakaioleh orang yang berihram “orang yang
berihram tidak boleh memakai baju, celana,
penutup kepala, burnus (baju yang ada penu-
tup kepala), sepatu, kecuali orang yang tidak
memiliki sandal, dia boleh memakai sepatu,
dan hendaknya dia potong hingga di bawah
mata kaki (terbuka mata kakinya)” Andaikan
orang yang berihram memakai salah satu dari
pakaian di atas dalam keadaan biasa (tidak
terpaksa) maka wajib membayar fidyah, baik
memakainya dalam waktu yang lama atau se-
bentar.

. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam Kitab Al-
Majmu’ (7/261) bahwa perempuan berihram
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adalah dengan membuka wajah:
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Bagi perempuan yang berihram maka wa-
jahnya harus dibuka sebagaimana laki-laki
tidak boleh menutup kepalanya. Dan boleh
baginya menutup kepala dan seluruh badan-
nya dengan bahan yang berjahit, seperti baju,
sepatu (khuf), dan celana. Dan boleh menu-
tup sedikit bagian mukanya yang berbatasan
dengan kepala, karena menutup kepalanya
adalah wajib.

. Pendapat al-Habib Muhammad bin Muham-

mad bin Umar al-Syatiri dalam kitab Syarh al-
Yaqut al-Nafis, halaman 340:

e 338 el paYlg 55U U.J wjjzj
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Diperbolehkan bagi wanita untuk memakai
kacamata. Imam Syafi'i menekankan hal terse-
but dan mewajibkan membayar fidyah pada
perempuan yang menutup wajahnya karena
khawatir adanya fitnah. Namun pendapat
Imam Ahmad (pendiri madzhab Hanbali)
mengarahkan bahwa tidak ada keharusan
membayar fidyah

Pendapat-pendapat ulama tentang maksud
yang berjahit (al-makhith), antara lain:

a. Pendapat Imam Taqiyuddin al-Syafii
dalam kitab Kifayatu al-Akhyar (221):
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Jika laki-laki sedang ihram maka haram
baginya beberapa hal; pertama, haram
baginya memakai sesuatu yang dianggap
pakaian yang menutupi seluruh badan dan
kepalanya, baik yang berjahit seperti baju
dan celana atau yang tidak berjahit seper-
ti surban dan sarung, sebagaimana hadis
(Apa saja yang boleh dipakai oleh orang
yang berihram?”. Rasul Saw. menjawab:
“janganlah kamu memakai baju ...)

. Pendapat al-Buhuti al-Hambali dalam
kitab Kasysyafu al-Qina’ ‘an Matn al-Igna’
(2/407):

e LA, B BE G K nsdh)

(LA Jos\ 7l Lans 86
Yang berjahit adalah setiap yang berjahit
yang menutupi badan dan kepalanya, sep-

erti baju, celana, dan burnus (baju yang
ada penutup kepala).

. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-
Mughni (3/302):

Li-’f‘\;-jb_j;/"} ;’)\jﬂ éjd\ o\J.J\p&:a\;:\j

sl A 3a
Sesungguhnyayang dilarang untuk dipakai
oleh perempuan yang sedang ihram adalah

seperti jilbab, cadar, dan lainnya yang di-
anggap dapat menutup wajah
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Pendapat, saran, dan masukan yang berkem-
bang dalam sidang Komisi Bidang Fatwa pada
Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26
November 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

Menetapkan

Pertama

Kedua
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MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PEMAKAIAN MASKER
BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1.

Orang yang berihram adalah orang yang
melaksanakan ihram haji atau umrah yang
terikat dengan berbagai ketentuannya.

Masker adalah alat kesehatan yang diguna-
kan untuk menutup area mulut dan hidung.

Ketentuan Hukum

1.

Memakai masker bagi perempuan yang se-
dang ihram haji atau umrah hukumnya ha-
ram, karena termasuk pelanggaran terha-
dap larangan ihram (mahdzurat al-ihram),
sedangkan memakai masker bagi laki-laki
yang berihram haji atau umrah hukumnya

boleh (mubah).

Dalam keadaan darurat atau kebutuhan
mendesak (al-hajah al-syar’iyah), memakai
masker bagi perempuan yang sedang ihram
haji atau umrah hukumnya boleh (mubah).

Dalam hal seorang perempuan yang me-
makai masker pada kondisi sebagimana
pada angka 2, terdapat perbedaan pendapat;

a. wajib membayar fidyah
b. tidak wajib membayar fidyah.



4. Keadaan darurat atau kebutuhan mendesak

(al-hajah al-syar’iyah) sebagaimana dimak-
sud pada angka 2 antara lain:

a. adanya penularan penyakit yang berba-
haya;

b. adanya cuaca ekstrim/buruk;

c. adanya ancaman kesehatan yang apabila
tidak memakai masker dapat memper-
buruk kondisi kesehatan.

Ketiga : Rekomendasi

1.

Agar pemerintah dan semua pihak yang ter-
kait dengan pelaksanaan ibadah haji dan
umrah untuk lebih memperhatikan dan
menjaga kesehatan jamaah.

2. Jamaah yang akan menggunakan masker

hendaknya memilih masker yang suci dan
sesuai standar kesehatan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1.

2.

Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan jika di kemudian hari
ternyata dibutuhkan perbaikan, akan di-
perbaiki dan disempurnakan sebagaimana
mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang
memerlukan dapat mengetahuinya, meng-
himbau semua pihak untuk menyebarluas-
kan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 11 Rabi'ul Akhirigq2 H

26 November 2020 M
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FATWA MUI 004/MUNAS X/MUI/X1/2020

TENTANG

PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI
DENGAN UTANG DAN PEMBIAYAAN

Al
soelala

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tang-
gal 10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah:

Menimbang Doa
b
c
d.
Mengingat .

bahwa berdasarkan perundang-undangan ti-
dak terdapat larangan bagi BPS-BPIH untuk
menyelenggarakan pembiayaan bagi jamaah
dalam membayar setoran awal;

. bahwa saat ini terdapat berbagai bentuk pem-

biayaan pendaftaran jamaah haji yang berasal
dari lembaga keuangan konvensional;

. bahwa di masyarakat muncul pertanyaan-per-

tanyaan tentang hukum daftar haji dari utang
dan pembiayaan;

bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia me-
mandang perlu menetapkan fatwa tentang
pembayaran setoran awal haji dengan utang
dan pembiayaan, untuk dijadikan sebagai pedo-
man.

Firman Allah SWT:
a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mam-
Py
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Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang
sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan
ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (ke-
wajiban haji), maka sesungguhnya Allah
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari
(semesta alam. (Q.S. Ali Imran [3]: 97

. Ayat tentang perintah berlomba-lomba

dalam kebaikan:

crA AL G5 5h 45y B

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya
(sendiri) yang ia menghadap kepadanya.
Maka berlomba-lombalah (dalam membuat)
(148 :[2] kebaikan. (Q.S. Al-Bagarah

. Ayat tentang aturan bermu’amalah tidak se-

cara tunai:

oo et dy o 2 ) T sl gl

Y
Hai orang-orang yang beriman, apabila
kamu bermwamalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

:[2] kamu menuliskannya. (Q.S. Al-Baqarah
(282

. Ayat tentang perintah menunaikan akad:

25

sl s 1T ST T

Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-
(1:[5] akad itu. (Q.S. Al-Maidah

. Ayat tentang ijarah:

Eral Rt S el Waiaz) e



Sl &3
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:
“Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang
bekerja (pada kita), karena sesungguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil
untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang

kuat lagi dapat dipercaya. (Q.S. al-Qashash
([28]:26

f.  Ayat tentang perintah menangguhkan pelu-
nasan utang, jika yang berhutang belum
mampu untuk melunasi:

Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam
kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkela-
pangan...” (Q.S. al-Baqarah [2]: 280)

g. Ayat tentang perintah untuk saling tolong
menolong dalam perbuatan positif,

SN 56 Y5 B S B 1L

(ol Sua® 2 &) 2l LA ols3a)

Dan  tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu
kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
(berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah [5]: 2

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:
a. Hadis tentang kewajiban haji:

o 481 3,25 06 106 e i1 2, 522 ) 2
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Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw.
bersabda: “Islam itu didirikan atas lima
dasar. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan
yang berhak disembah melainkan Allah dan
Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan
sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan
Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitul-
lah bagi yang mampu melakukannya.” (Mu-
tafaqun Alaih)

b. Hadis-hadis tentang beberapa prinsip

bermu’amalah, antara lain:

1) Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu
Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi
s.a.w. bersabda:

SR LTk
“Barang siapa mempekerjakan pekerja,
beritahukanlah upahnya.”

2) Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurai-
rah:

03 3 Rl o3 oS e B A2 AU
(edows sly) il 038 33 a1 215 L2201

“Barang siapa melepaskan dari seorang
muslim suatu kesulitan di dunia, Allah
akan melepaskan kesulitan darinya pada
hari kiamat; dan Allah senantiasa me-
nolong hamba-Nya selama ia (suka) me-
nolong saudaranya.”

3) Hadis riwayat Jama'ah dari Abu Hurairah:

“Penundaan (pembayaran) yang dilaku-
kan oleh orang mampu adalah suatu
kezaliman....”



4) Hadis riwayat al-Nasa’i, Abu Daud, Ibn
Majah, dan Ahmad:
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Dari Amr bin Syarid dari bapaknya berka-
ta: Rasulullah Saw. bersabda: “Penundaan
(pembayaran) yang dilakukan oleh orang
mampu menghalalkan harga dirinya dan
memberikan sanksi kepadanya.”

5) Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu
Hurairah:

“Orang yang terbaik di antara kamu
adalah orang yang paling baik dalam
pembayaran utangnya.”

6) Hadis riwayat al-Tirmizi dari ‘Amr bin
‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

-
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“Perjanjian boleh dilakukan di antara
kaum muslimin kecuali perjanjian yang
mengharamkan yang halal atau meng-
halalkan yang haram; dan kaum musli-
min terikat dengan syarat-syarat mereka
kecuali syarat yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah Fikih

8
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“Pada dasarnya, semua bentuk mua-
malah boleh dilakukan kecuali ada dalil
yang mengharamkannya.”

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

5580 D5 J55 5 4l
“Kebutuhan dapat menduduki posisi
darurat.”

.l B £ ol 8

“Tindakan pemimpin [pemegang otori-
tas| terhadap rakyat harus mengikuti ke-
maslahatan”.

1. Penjelasan ulama tentang makna istitha’ah haji,
antara lain:

a. Penjelasan Al-Aliisi dalam kitab Riih al-

Ma’ani, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.], jilid II, juz
IV, h. 7-8):
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Kemampuan (qudrah, istitha'ah) itu ada ka-
lanya berupa kemampuan (kesehatan) badan,
kemampuan materi, atau keduanya sekaligus.
Pendapat pertama adalah pendapat Imam
Malik. Menurutnya, hajiwajib bagi orang yang
mampu berjalan dan kasab (mencari bekal)
dalam perjalanannya. Pendapat kedua adalah
pendapat Imam Syafi'i. Oleh karena itu, Imam
Syafi'i mewajibkan orang lumpuh untuk men-
cari pengganti (yang menghajikannya) jika
ia mempunyai biaya untuk mengupahnya.
Pendapat ketiga adalah pendapat imam kami
yang agung (Abu Hanifah ra). Pendapat tera-
khir ini didukung oleh sebuah riwayat yang
dikeluarkan oleh Baihaqi dan lainnya dari
Ibnu Abbas, ia berkata: “Jalan” (yang dimak-
sudkan dalam ayat al-Quran) adalah kesehat-
an badan seseorang dan ia mempunyai uang
untuk (memperoleh) bekal dan kendaraan
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tanpa harus berdesak-desakan. Imam Syafi'i
berargumentasi dengan hadis yang dikeluar-
kan oleh Daraquthni dari Jabir bin Abdullah,
ia berkata: “Ketika ayat glex o ool = o s &y
e &) diturunkan, seorang laki-laki bediri dan
bertanya (kepada Rasulullah): Wahai Rasu-
lullah, apa yang dimaksud ‘jalan’ (as-sabil)
tersebut? Rasulullah menjawab: ‘Biaya dan
kendaraan’ Hadis ini diriwayatkan dengan
jalan yang banyak. Zahir hadis ini mendu-
kung pendapat Imam Syafi'i karena hadis itu
membatasi istitho'ah hanya pada kemampuan
materi, tanpa mensyaratkankesehatan badan.
Secara jelas pendapat Imam Syafii ini berten-
tangan dengan pendapat Imam Malik.

Adapun imam kami (Abu Hanifah) berpen-
dapat bahwa hadis itu hanya menjelaskan se-
bagian syarat istithoah haji. Buktinya, bila se-
seorang tidak mendapatkan jalan yang aman
menuju Baitullah, misalnya, ia tidak wajib
haji. Memang, Rasulullah SAW tidak menjelas-
kan masalah kesehatan badan (syarat isti-
thoah), karena persoalan tersebut sudah jelas.
Bagaimana tidak disyaratkan, padahal yang
dijelaskan (oleh Nabi) itu pada hakikatnya
adalah jalan yang dapat menghantarkan se-
seorang yang mampu untuk berhaji ke Baitul-
lah, dan ini tidak mungkin dapat dilakukan
tanpa adanya kesehatan fisik. Di antara hal
yang menguatkan bahwa kandungan hadis
tersebut hanyalah menjelaskan sebagian
syarat istithoah adalah sebuah riwayat lain
yang hanya mengemukakan salahsatu dari
kandungan hadis itu. Al-Daraquthni mengelu-
arkan hadis dari Ali ra. bahwa Nabi Saw. dit-
anya tentang makna “jalan’; beliau bersabda:
“Yakni jika kamu mendapatkan punggung
unta (kendaraan)” Di sini Nabi tidak menye-
butkan biaya (zdd).

. Penjelasan Al-Baiddwi dalam kitab Tafsir

al-Baiddawi, 1/172, Beirut: Dar al-Kutub al-
‘llmiyah, 1988 M:
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(Bagi orang yang sanggup mengadakan per-
jalanan) Rasulullah Saw telah menafsirkan
kata istithoah dengan biaya dan kendaraan.
Penafsiran ini menguatkan pendapat Imam
Syafii bahwa yang dimaksud istitho'ah adalah
kemampuan harta. Oleh karena itu, ia me-
wajibkan orang yang lumpuh mencari orang
yang menggantikannya untuk berhaji jika ia
mempunyai biaya untuk mengupahnya. Imam
Malik berpendapat bahwa istithoah adalah
(kemampuan dengan) kesehatan badan.
Orang yang mampu berjalan dan berusaha
(mencari bekal) dalam perjalanan wajib
menunaikan haji. Abu Hanifah berpendapat
bahwa istithoah meliputi keduanya, (yakni
kemampuan harta dan badan). Damir (kata
ganti) dalam kata kembali ke Baitullah atau

haji. Setiap hal yang dapat mengantarkan
pada sesuatu adalah arti kata sabil.

Penjelasan Al-Nawawi dalam kitab al-Majmu’
(7/64):
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Syarat istithaah dalam malaksanakan iba-
dah haji ada lima, (pertama) sehat jasmani.
Disyaratkan mampu naik kendaraan dan ti-
dak merasa payah. Dan kalau masih merasa
payah ketika naik kendaraan maka ia tidak
masuk kategori istithaah.

d. Penjelasan Abu Bakr bin Sayyid Muhammad
Syatha al-Dimyati dalam kitab I'anah Al-Tho-
libin (al-Hidayah, juz 2, hal 282):

Bt Bollly &y dly gl s Luge 16 310
g Py skl oo Slpall Jaly el
kel g0 585 O e 7201 (3 0935 Wl
e 33 o (258 Loty Lo 35S oSl plabol
G A LI s LT 3 d a8 e ST

ol A Ly (5

Yang dimaksud dengan orang yang wajib din-
afkahi adalah istri, kerabat, budak yang dimil-
ikinya yang dibutuhkan untuk melayaninya,
dan orang-orang Islam yang sangat mem-
butuhkan walaupun bukan kerabatnya seb-
agaimana disebutkan dalam kitab Al-Siyar,
bahwa membantu orang-orang Islam yang
sangat membutuhkan dengan cara memberi
makan orang yang kelaparan, memberi pak-
aian orang-orang yang telanjang (tidak punya
pakaian) dan selainnya merupakan kewajiban
bagi orang yang memiliki lebih dari kecuku-
pan satu tahun. Mayoritas orang acuh terha-
dap hal ini, bahkan orang yang disebut-sebut
saleh sekalipun.

2. Pendapat ulama tentang istitha’ah adalah meru-
pakan syarat wajib haji (bukan syarat sah):

a. Pendapat Imam Syafii dalam kitab al-Umm
Juz. 2: halaman. 127:
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Imam Al-Syafi'iy berkata: barangsiapa yang
tidak mempunyai kecukupan harta untuk
beribadah haji tanpa berhutang maka dia di-
kategorikan orang yang tidak mampu untuk
berhaji, namun jika memiliki banyak harta
maka wajib baginya menjual sebagian harta
atau berhutang agar bisa melaksanaka iba-

dah haji.

b. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab a/-Ma-
jmu’Syar/z al-Muhadzdzab, juz 7 halaman 45:
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Jika dia memiliki harta untuk membeli bekal
dan biaya perjalanan sedangkan dia mem-
butuhkan harta tersebut untuk bayar hutang
maka tidak wajib haji baginya, baik hutang itu
sifatnya tunai maupun kredit karena hutang
tunai wajib dibayar segera mungkin sedang-
kan haji merupakan kewajiban yang boleh di-
undur, maka didahulukan membayar hutang.
Penjelasan: ini adalah pendapat yang disam-
paikan oleh Imam al-Syafiiy dalam kitab al-
Imla’ dan diikuti oleh murid-muridnya, tapi
ada pendapat syadz yang lemah. Jika dia me-
miliki hutang yang belum jatuh tempo hingga

W:\M 4:—;
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selesainya pelaksanaan haji, maka wajib ba-
ginya melaksanakan ibadah haji. Pendapat ini
disampaikan oleh al-Mawardi, al-Mutawalli
dan imam yang lain seperti al-Darimiy.

c. Pendapat al-Syarqawi dalam kitab Hasyiyatu
al-Syarqawi ‘ala al-Tuhfah, juz 1, halaman 460:

f\lﬁb\ﬂ‘cﬁ-\wuﬁlémw’&geuw

;
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Orang yang tidak mampu, maka tidak wajib
haji, akan tetapi jika ia melaksanakannya,
maka hajinya sah.

d. Pendapat Muhammad bin Syihabuddin Ar-
Ramli dalam kitab Nihayatu al-Muhtaj ila
Syar/u' al-Minhaj, juz 111, halaman 233:

43.«.;4 Jjﬁb umjd\u&jjqu\j

Hajinya orang fakir atau orang yang tidak
mampu adalah sah, selama dia merdeka dan
mukallaf, seperti orang sakit yang memaksakan
diri untuk melaksanakan shalat Jumat.

Fatwa DSN-MUI nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002
tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga
Keuangan Syariah (LKS).

Keputusan [jtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis
Ulama Indonesia tahun 2012 tentang Talangan
Haji.

Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis

Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha’ah
Kesehatan Haji.

Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musya-
warah Nasional MUI X pada tanggal 26 November
2020.



Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PEMBAYARAN SETORAN AWAL HAJI
DENGAN UTANG DAN PEMBIAYAAN

Pertama :  Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1.

Utang adalah harta yang diperoleh seseorang
dengan ketentuan akan mengembalikan seni-
lai dengan harta tersebut kepada pihak yang
berpiutang.

Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana
yang diperoleh dari lembaga keuangan.

Kedua :  Ketentuan Hukum

1.

Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang
hasil utang hukumnya boleh (mubah), dengan
Syarat:

a. bukan utang ribawi; dan

b. orang yang berutang mempunyai kemam-
puan untuk melunasi utang, antara lain di-
buktikan dengan kepemilikan aset yang cu-
kup.

Pembayaran Setoran Awal Haji dengan uang
hasil pembiayaan dari lembaga keuangan, hu-
kumnya boleh dengan syarat:

a. menggunakan akad syariah.

b. tidak dilakukan di Lembaga Keuangan
Konvensional; dan

c. nasabah mampu untuk melunasi, antara
lain dibuktikan dengan kepemilikan aset
yang cukup.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 175



Ketiga

Keempat

176

3. Pembayaran setoran awal haji dengan dana

1.

Himpunan Fatwa Haji

1.

utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka
1(satu) dan 2 (dua) adalah haram.

Rekomendasi

Pemerintah bersama pemangku kepentingan
di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan
ibadah haji perlu melakukan sinergi dalam pe-
nyusunan kebijakan bagi pendaftaran haji un-
tuk masyarakat.

Pemerintah perlu mengantisipasi dan meng-
adiministrasikan pendaftaran haji agar kondisi
antrian haji yang sangat panjang tidak menye-
babkan madharat.

Umat Islam hendaknya melaksanakan ibadah
haji setelah adanya istithaah dan tidak memak-
sakan diri untuk melaksanakan ibadah haji se-
belum benar-benar istithaah.

Ketentuan Penutup

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan, dengan ketentuan jika di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang me-
merlukan dapat mengetahuinya, semua pihak
dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 11 Rabi'ul Akhir 1442 H
26 November 2020 M



MUSYAWARAH NASIONAL X
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG KOMISI BIDANG FATWA

Ketua Sekretaris
ttd. ttd.
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A
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FATWA MUI 005/MUNAS X/MUI/X1/2020
TENTANG

PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI
BAGI YANG SUDAH MAMPU

el

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X pada tang-
gal 10-12 Rabi’ul Akhir 1442 H/25-27 November 2020, setelah:

Menimbang : a. bahwa berdasarkan informasi data Kependu-
dukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional
(Susenas) 2017, terdapat sekitar 13 juta mus-
lim Indonesia yang sudah tergolong istithaah
(mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, te-
tapi tidak mendaftarkan diri untuk haji;

b. bahwa kondisi di atas muncul pertanyaan ten-
tang hukum orang tidak mendaftar haji padahal
sudah mampu;

c. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia
memandang perlu menetapkan fatwa tentang
penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah
mampu, untuk dijadikan sebagai pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;
Mﬁ:}!t\@\uﬁw}\?wU\&
Gl o Esb Al B0 SR o35
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Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sang-
gup (istithaah) mengadakan perjalanan ke
Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewa-
Jjiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha
Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semes-
ta alam. (Q.S. Ali Imran [3]: 97)

. Ayat tentang perintah berlomba-lomba da-

lam kebaikan:

SAVALE G B Ry

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendi-
ri) yang ia menghadap kepadanya. Maka ber-
lomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.
(Q.S. Al-Baqarah [2]:148)

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

Himpunan Fatwa Haji

a. Hadis tentang kewajiban haji:

Lo 40 3,05 J6 106 e 2, 528 31 2
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Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw.
bersabda: “Islam itu didirikan atas lima perka-
ra. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan
yang berhak disembah melainkan Allah dan
Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan
sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan
Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitul-
lah bagiyang mampu melakukannya.” (Muta-
faqun Alaih)

. Hadis-hadis tentang perintah untuk me-

nyegerakan ibadah haji antara lain:

-
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Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw.
bersabda: “Bersegeralah kalian berhaji-yaitu
haji yang wajib-karena salah seorang di an-

tara kalian tidak tahu apa yang akan menim-
panya. (H.R. Ahmad)
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Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhl (atau se-
baliknya) berkata: Rasulullah Saw. bersabda:
“Barangsiapa hendak melaksanakan haji, hen-
daklah segera ia lakukan, karena terkadang
seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya)
hilang, dan adanya suatu hajat yang mengha-
langi” (H.R. Ibnu Majah)

c. Hadis tentang maksud dari kata istitha’ah
dalam haji:

GUJJ);\SY\LXALASJ;\A dbu‘m;\u.cu@yuf—
JG ()L,w u\ t\.ﬁ;\ ;MJ\ C> u»\,.l\ &9
\)))AJ&U\)JU\J\SQM\LAA”\ e J—"J
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Dari Yunus dari al Hasan, berkata: “Ketika
turun ayat: Yoo ) F L (x il G 0 B L
ada seorang laki-laki bertanya: Ya a Rasulullah,
apakah yang disebut sabil (jalan) itu? Rasu-

lullah menjawab: bekal dan kendaraan’ (H.R.
al-Daruquthni)

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih, antara lain:

S5l o Y AN S

Pada dasarnya perintah (Amr) itu tidak menuntut
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dilaksanakan segera.

Cstms\ WAEN R5G a3

Menolak mafsadah didahulukan dari pada men-
cari kemaslahatan.

i51.5dL By o) &@uj‘ A

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terha-
dap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

Pendapat para imam tentang kewajiban haji,
apakah ‘ala al-faur atau ‘ala al-tarakhi, antara
lain:

a.

Pendapat al-Syarqawi Ibnu ‘Abidin dalam
kitab Radd al-Mukhtar (2/462):

@. w d\ u.c U}a.w Um‘ (DL.A!\ @) Asj.e)
J5> );5-&‘-5‘ Mb ‘Q}"J‘ QJ—* ,":w
;;J\ Jcc;\ 5 L;cxp FHst SR ¢ uu,:
‘Cﬁiﬂ\ JG C;-\ r;.x.ﬁj :\;a.":m
{dalam masalah yang hampir sama) yaitu
tentang mendahulukan haji dari pada nikah.
Menurut Imam Abu Hanifah kewajiban haji
itu tidak boleh ditunda jika sudah mampu, ter-
masuk mendahulukan ibadah haji dari pada

menikah. Masalah ini dikupas Panjang lebar
dalam kitab al-Hidayah.

Pendapat Ibnu al-Hajj al-Maliki dalam kitab
al-Madkhal (4/214):
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Barangsiapa yang memiliki kendaraan dan
biaya yang dapat menyampaikannya ke Bait-
ullah, kemudian dia tidak berhaji sampai dia
meninggal, maka dia mati dalam keadaan
yahudi atau nashrani. Hal itu berdasarkan
firman Allah “Mengerjakan haji adalah ke-
wajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)
orang yang sangqup (istithaah) mengadakan
perjalanan ke Baitullah” Kecuali dia kedua
orang tuanya atau salah satunya tidak men-
gizinkan karena butuh ditemani (diasuh),
maka boleh baginya menunda selama satu
atau dua tahun, sebagaimana penjelasan
yang sudah lewat. Hal ini jika umurnya belum
60 tahun. Jika sudah berumur 6o tahun maka
dia wajib menyegerakan ibadah haji dan tidak
mengakhirkan dengan alasan orang tua lain-
nya dan tidakperlu istikharah.

Pendapat Imam al-Syafii yang terdapat dalam
kitab al-Majmu karya Imam al-Nawawi
(7h02):
g\yw)\wci-\ué /"JJC,“;;LJJ\)
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Disunnahkan bagi orang yang sudah mampu
untuk menyegerakan ibadah haji, karena ber-
buat baik harus segera disegerakan dan kare-
na apayang terjadi di hari esok tidak ada yang
tahu. Menunda haji satu atau dua tahun di
saat sudah mampu hukumnya boleh, karena

haji diwajibkan pada tahun keenam hijriyah
dan Nabi Saw. melaksanakan haji pada tahun
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ke sepuluh hijriyah dengan tanpa uzur.

. Pendapat al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-

Muhtaj (4/4):
5 s o B 0 255 8 B
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“Haji dan Umrah itu tidak harus dilakukan
pada saat orang telah mampu (karena haji
adalah wajib muwassa’) dengan syarat dia
harus berniat untuk menunaikannya di waktu
mendatang serta adanya dugaan kuat bahwa
iamasih mampu untuk melakukanny. Haji dan
umrah dapat menjadi wajib mudhayyaq kafe-
na; nadzar, khawatir sakit, khawatir hilangnya
harta, dan sebab mengqadla haji atau umrah
yang fasid. Jika seseorang menunda haji di
saat mampu kemudian dia mati dia termasuk
orang fasik terhitung sejak waktu penundaan
sampai hari matinya. Semua kesaksiannya di-
tolak dan keputusannya dibatalkan.

Penjelasan Ibnu Hayyan dalam kitab al-Bah-

ru al-Muhith (3/340):

s o0 o8 65 AU, 2l e o Yall,
G 35 o sldall g la) 1A e dugy )
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Je 3y 13) sl 10 g € Sy b Y] i > 3
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Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalilyang men-



Menetapkan

Pertama

Kedua

jadi dasar pendapat boleh menunda pelaksa-
naan haji adalah ijma’ para ulama yang tidak
menghukumi orang yang sudah mampu dan
menunda hajinya dengan kata fasik. Hal ini
berbeda dengan orang yang kelewatan waktu
shalat maka dia wajib men-qadlanya. Para
ulama juga sepakat, bahwa orang yang sudah
istithaah tetapi hajinya dilaksanakan setelah
beberapa tahun, tidak dianggap hajinya seb-
agai haji qadla. Tidak ada riwayat yang jelas
tentang batas waktu yang ditolelir pelakasaan
haji dengan ‘tarakhi, kecuali riwayat dari
Sahnun, bahwa jika seseorang yang istithaah
dan telah berumur 6o tahun dan tidak berhayji
maka dihukumi sebagai orang fasik.

4. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis

Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha’ah
Kesehatan Haiji;

Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musy-
awarah Nasional MUI X pada tanggal 26 Novem-
ber 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

FATWA TENTANG PENUNDAAN PENDAFTARAN
HAJI BAGI YANG SUDAH MAMPU

Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1.

Wajib ‘ala al-tarakhi adalah suatu kewajiban
yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan.

Wajib ‘ala al-faur adalah suatu kewajiban yang
pelaksanaannya mesti disegerakan.

Ketentuan Hukum

1. Ibadah haji merupakan kewajiban ‘ala al-tara-

khi bagi orang muslim yang sudah istitha’ah
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namun demikian disunnahkan baginya untuk
menyegerakan ibadah haji.

Kewajiban haji bagi orang yang mampu (isti-
tha’ah) menjadi wajib ‘ala al-faur jika:
a. sudah berusia 60 tahun ke atas;
b. khawatir berkurang atau habisnya biaya
pelaksanaan haji; atau
c. qadla’ atas haji yang batal.

Mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kri-
teria pada angka 2, hukumnya wajib

Menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang
yang memenuhi kriteria pada angka 2, hukum-
nya haram.

Orang yang sudah istithaah tetapi tidak melak-
sanakan haji sampai wafat wajib dibadalhajik-
an.

Orang yang sudah istithaah dan sudah mendaf-
tar haji tetapi wafat sebelum melaksanakan
haji, sudah mendapatkan pahala haji dan wajib
dibadalhajikan.

Rekomendasi

Pemerintah membuat kebijakan untuk mempri-
oritaskan calon jamaah yang sudah masuk kat-
egori wajib ‘ala al-faur.

Ketentuan Penutup

1.

2.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan, dengan ketentuan jika di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang me-
merlukan dapat mengetahuinya, semua pihak
dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhirigq2 H
26 November 2020 M



MUSYAWARAH NASIONAL X
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PIMPINAN SIDANG KOMISI BIDANG FATWA

Ketua Sekretaris

ttd. ttd.
Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, M.A Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA
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KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-8 TAHUN 2024 NOMOR 09/IJTIMA’ ULAMA /VI11/2024

TENTANG

HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI
SETORAN AWAL BIPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK
MEMBIAYAI PENYELENGGARAN HAJI JAMAAH LAIN

i,/f\?:y\;/w‘;; ]
//@‘}}) /M‘/r” =

Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di
Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M

setelah:

Menimbang

a. bahwa seiring dengan dinamika sosial poli-

tik dan kemasyarakatan, banyak masalah
kontemporer yang terkait dengan masalah
strategis kebangsaan, baik yang terkait den-
gan masalah kenegaraan, kebangsaan, mau-
pun keumatan yang muncul dan dihadapi
bangsa Indonesia;

. bahwa terhadap masalah tersebut banyak

yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

. bahwa terhadap masalah tersebut diper-

lukan jawaban hukum keagamaan berupa
keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa un-
tuk dijadikan pedoman;



MENGINGAT

MEMPERHATIKAN

Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam
penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputus-
an, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma), Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar.

Berbagai pertimbangan akademik dan per-
timbangan maslahah-mafsadah yang disam-
paikan sebagaimana terlampir dalam kepu-
tusan.

Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pem-
bukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIII.

Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam
acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fat-
wa Se-Indonesia VIII.

Paparan para nara sumber dalam sidang Ple-
no Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steer-
ing Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’
Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Ma-
salah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang
Pleno Vljtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIL

Pendapat dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Pleno V [jtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala:
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MEMUTUSKAN



MENETAPKAN : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 ten-
tang Hukum Memanfaatkan Hasil Investasi
Setoran Awal BIPIH Calon Jamaah Haji Un-
tuk Membiayai Penyelenggaran Haji Jamaah
Lain yang termasuk Masalah-masalah Fikih
Kontemporer (Masail Fighiyyah Muashirah)
sebagaimana terlampir dan merupakan ba-
gian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebar-
luaskan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat
untuk dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat
ditetapkan, dan jika di kemudian hari mem-
butuhkan penyempurnaan, maka akan di-
lakukan penyempurnaan sebagaimana mes-
tinya.

Ditetapkan di : Bangka

Pada Tanggal :23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor og/Ijtima’ Ulama/VIII/2024

Tentang

HUKUM MEMANFAATKAN HASIL INVESTASI
SETORAN AWAL BIPIH CALON JAMAAH HAJI UNTUK
MEMBIAYAI PENYELENGGARAN HAJI JAMAAH LAIN

/M\Vy\)/};
/\F‘?' j) M
o\ A
Deskripsi Masalah

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa IV Tahun 2012 menetapkan bahwa dana
setoran haji yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list),
yang sekarang dikelola BPKH secara syar’i adalah milik pendaftar (calon
haji). Dana tersebut boleh di-tasharruf-kan untuk hal-hal yang produk-
tif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan
syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Hasil penempatan/in-
vestasi tersebut merupakan milik calon haji secara individu, tidak boleh
digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keper-
luan yang bersangkutan. Dana hasil investasi tersebut dapat menjadi
penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang
riil/nyata.

Keputusan Ijtima’ Ulama ini lantas diperkuat dengan ketentuan Pasal 7
UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang me-
nyatakan bahwa “setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus merupakan dana
titipan Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji". Sebelumnya,
di Pasal 6 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa setoran BPIH dan/atau BPIH
Khusus sebagaimana diperoleh dari Jemaah Haji, dibayarkan ke reken-
ing atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari
Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH, dan ayat (3) menjelaskan
bahwa saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran
BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya. Karenanya
dipahami bahwa nilai manfaat setoran BPIH ini milik jamaah tersebut.
Karenanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2), dalam hal saldo
setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus lebih besar daripada penetapan
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BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan, BPKH wajib mengemba-
likan selisihnya kepada Jemaah Haji.

Selanjutnya, Pasal 8 UU Pengelolaan Haji mengatur bahwa nilai manfaat
Keuangan Haji dari hasil pengembangan Keuangan Haji, dan ditempat-
kan pada Kas Haji. Selanjutnya, Pasal 16 lebih eksplisit mengatur bah-
wa “ (1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan
oleh BPKH secara berkala ke rekening virtual Jemaah Haji; (2) Besaran
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasar-
kan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji.

Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak seluruh nilai manfaat hasil in-
vestasi dana setoran haji yang dimiliki calon haji tersebut dikembalikan
untuk pemilik dengan memasukkan ke dalam rekening virtual milik
masing-masing calon jamaah haji. Ada sejumlah manfaat investasi yang
digunakan untuk kebutuhan lainnya. Bahkan, berdasarkan penjelasan
BPKH, ada manfaat investasi calon jamaah haji yang digunakan untuk
menutupi kebutuhan jamaah haji yang berangkat di tahun berjalan.
Dampaknya, ada calon jamaah haji yang haknya terkurangi, dan ada ja-
maah haji yang menggunakan hak jamaah haji lainnya. Dalam jangka
panjang, jika tidak dibenahi pasti akan menimbulkan masalah yang
serius dalam hal likuiditas.

B. Perumusan Masalah

Apa hukum pengelola haji yang menggunakan hasil manfaat investasi
dari setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) seorang calon ja-
maah haji untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lain-
nya?

C. Keputusan Hukum

1. Hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal BIPIH calon
jamaah haji untuk membiayai penyelenggaraan haji jamaah lain
adalah Haram.

2. Pengelola keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari
setoran awal biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) calon jamaah haji
untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya ber-
dosa.
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D. Rekomendasi

1.

BPKH melakukan perbaikan tata kelola keuangan haji dengan men-
jadikan Keputusan Ijtima’ ini sebagai panduan

Presiden dan DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak calon
jamaah haji yang telah membayar setoran dana haji, menjamin ke-
amanan dana milik jamaah, menjamin rasa keadilan jamaah serta
menghindarkan diri dari tindakan kezaliman, baik karena malprak-
tek pengelolaan maupun karena regulasi yang tidak tepat.

BPK RI dapat menjadikan keputusan Ijtima’ ini sebagai acuan dalam
melakukan pemeriksaan keuangan haji agar hak-hak jamaah haji
dapat dilindungi secara optimal.

E. Dasar Penetapan

194

1.

Al-Quran, antara lain:

a. Surat Al-Bagarah ayat 188 tentang larangan memakan harta de-

ngan cara yang bathil

5o 5 15T & 1T, 15585 g, -2 i 12 18k Y;
53188 285 L 8 i

“langanlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang
batil dan ( janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada
para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian
harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengeta-
hui.”

. Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah menyempurnakan

haji:

LAZ Y5 i) G i rv“b‘db ‘wﬂj 2 1,5t

M\)uﬁLQJ\A-’j\\Aa-’Jﬁr&W‘QKQ—d M@@\é@yrﬁujsj
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“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. Jika
kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka
(sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu
mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyem-
belihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan
di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah,
yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu
telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan
‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyem-
belih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemu-
kan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa
tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah
pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian
itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarg-
anya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang
bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

c. Surat al-Nisa ayat 58 tentang perintah untuk menunaikan ama-
nah:

128F of Ll 5 28 5 el ) o H%;\\js;g\r:: AN
M%ﬂ“’gm“’i%réﬁéﬁg”\u& k)-lj\-:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabi-
la menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetap-
kan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.”

d. Surat Al-Maidah ayat 1 tentang perintah memenuhi janji:
54 el
“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!...”
2. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam antara lain:

a. Hadis tentang tidak halal menggunakan harta orang lain tanpa
seizinnya:

Y5 W Js g e d Lo i 2 s JE e 58 38
(J..?'\ bj)&wgﬁbY\sww\gbwgfys}é
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“Dari Amru bin Yatsribi ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi
wasallam menyampaikan khutbah kepada kami: ‘Ketahuilah: ti-
dak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecu-
ali dengan kerelaan hatinya...” (H.R. Ahmad).

. Hadis tentang perintah menunaikan Amanah, antara lain:

S s e oe B el s 0,2 06 :J8 53k of o2
&9:\41*”) 55 531 8155) .G6E

“Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu ia berkata, Rasulullah ber-
sabda, Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu

dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!”
(H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Hadis tentang akad wakalah shallallahu alaihi wasallam, antara
lain:

= =
R s £

SRR \&Q@J\d\ Ol de 4l o2 55358 \ué
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“Dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi
shallallahu alaihi wasallam untuk menagih hutang kepada be-
liau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk
“menanganinya’. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak
berhak untuk berbicara;’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkan-
lah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang
dihutang itu). Mereka menjawab, Kami tidak mendapatkannya
kecuali yang lebih tua.” Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikan-
lah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara
kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.” (H.R.
Bukhari).

. Hadis tentang keutamaan bekerja sama antar sesama muslim:

J\.e”’o\,J.é Csj\u;ww\@o)gﬂﬁ\wfd\u;
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“Dari Abu Musa Al Asyari ra. dari Nabi Muhammad shallallahu
alaihi wasallam bersabda: “Orang mukmin itu bagi mukmin lain-
nya seperti bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang
lain. Kemudian Nabi Muhammad menggabungkan jari-jari tan-
gannya. Ketika itu Nabi Muhammad duduk, tiba-tiba datang
seorang lelaki meminta bantuan. Nabi hadapkan wajahnya kepa-
da kamidan bersabda: Tolonglah dia, maka kamu akan mendapat-
kan pahala. Dan Allah menetapkan lewat lisan Nabi-Nya apa yang
dikehendaki.” (H.R. Al-Bukhari, Muslim dan Al-Nasa'i)

3. Kaidah Fikih

SN A

Hukum asal itu tetapnya sesuatu atas sesuatu

rolad) 22 Bl

Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud/tujuan-
nya

/J }j\aj\

“Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan’.

sl By e r,uj\ A

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas| terhadap rakyat harus
mengikuti kemaslahatan.

4. Pendapat Ulama tentang kaidah dalam akad wakalah, di antaranya:

a.

Pendapat Al-Qadhi Abu Syuja’ dalam Matn At-Taqrib:

S~

AJK‘})\) }L)\wug \A)B-wwufa.l\gumjbukﬁ
Sl IS5 sl o @M’“j ACIFAVER u;:ﬁﬁ/ 5\
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“Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melak-
sanakannya, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepa-
da orang lain. Wakalah adalah akad jaiz (boleh). Masing-masing
pihak boleh membatalkannya kapan pun jika menginginkannya.
Wakalah ini menjadi batal dengan meninggalnya salah satu pi-
hak. Orang yang diserahi tugas mewakili hendaknya adalah orang
yang dapat dipercaya dalam menjaga maupun menjalankannya.
Seorang wakil tidak dibebani risiko kecuali jika ia teledor. Seorang
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wabkil tidak boleh melakukan jual beli, kecuali dengan tiga syarat:
Menjual dengan harga standar. Harus tunai (nagdan).Menggu-
nakan mata uang setempat. Tidak boleh menjual dengan menga-
tasnamakan dirinya dan mengakui barang yang diwakilkan atas
namanya sendiri, kecuali dengan izin orang yang mewakilkan.”

. Ibarat Al-Minhaji Al-Asyuthi (w 880 H) dalam Jawahir al-‘Uqud,

1/315:

cm)\ &.,o-\jjb J.a:) cuf\.k./ajg-\ 3 < Jb ;bj}\ g\ Je \_53.?\)
cwm\d\ L.L«J\J«S\) R\)Lyu\jwf\ws (s 4
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“Para ulama sepakat bahwa memenuhi janji dalam kebaikan
adalah tuntutan. Namun, apakah itu wajib atau disunnahkah?
terdapat perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’;,
Imam Ahmad, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa itu disun-
nahkan. Jika tidak dipenuhi, ia hanya kehilangan keutamaan dan
dipandang melakukan perbuatan hal makruh yang sangat tidak
disukai, tetapi tidak berdosa. Sebagian ulama, termasuk Umar bin
Abdul Aziz, berpendapat bahwa itu wajib. Mazhab Maliki memi-
liki pandangan ketiga: jika janji tersebut disyaratkan karena suatu
alasan, maka wajib dipenuhi. Misalnya pernyataan: ‘Menikahlah,
maka kamu akan mendapatkan sekian’ Jika janji tersebut bersifat
umum, maka tidak wajib dipenuhi.”

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial In-
stitution (AAO IFI):
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“Pihak pemberi sewa boleh meminta pihak yang berjanji untuk
menyewa agar membayar uang muka kepada Lembaga sebagai
Jjaminan keseriusan dalam menunaikan janji dan kewajibannya,
dengan syarat dana tersebut hanya sebagai pengganti kerugian
riil apabila penyewa cidera janji. Uang muka tersebut boleh di-
Jjadikan wadiah yang tidak dapat digunakan oleh pemberi sewa,
atau dapat dijadikan modal investasi dengan syarat pihak penye-
wa memberikan izin kepada pihak pemberi sewa untuk mengin-
vestasikan dana tersebut dengan akad Mudharabah. Penyewa dan

Pemberi Sewa dapat membuat kesepakatan bahwa dana wadiah
tersebut sebagai bagian dari cicilan ujrah.”

5. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Ta-
hun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH yang Ma-
suk Daftar Tunggu (Waiting List).

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Iba-
dah Haji dan Umrah

7. Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Hayji.
PIMPINAN SIDANG KOMISI B2

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Miftahul Huda, Lc Dr. H. Zia Ul Haramain, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-8 TAHUN 2024 NOMOR 10/I]JTIMA’ ULAMA /VIII/2024
TENTANG
HUKUM MELONTAR JUMRAH
DI HARI TASYRIQ SEBELUM FAJAR

,/{ru\i—if\;/w‘\a&a
Pl ity
2T T

Jjtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di
Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M
setelah:

Menimbang : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik
dan kemasyarakatan, banyak masalah kon-
temporer yang terkait dengan masalah strat-
egis kebangsaan, baik yang terkait dengan
masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun
keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa
Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak
yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan
jawaban hukum keagamaan berupa keputu-
san ljtima’ Ulama Komisi Fatwa untuk dijadi-
kan pedoman;

201



Mengingat

Memperhatikan

Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam
penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputus-
an, baik dari Al-Quran, Hadits, [jma Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu’tabar.

Berbagai pertimbangan akademik dan
pertimbangan maslahah-mafsadah yang
disampaikan sebagaimana terlampir dalam
keputusan.

Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembu-
kaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indone-
sia VIII.

Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam
acara Pembukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fat-
wa Se-Indonesia VIII.

Paparan para nara sumber dalam sidang Ple-
no ljtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steering
Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’ Ula-
ma Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

Laporan Hasil Sidang Komisi B2 tentang Ma-
salah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Muashirah) yang dibacakan dalam Sidang
Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indo-
nesia VIIIL

Pendapat dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIIL

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta’ala:
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Menetapkan : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang
Hukum Melontar Jumrah Di Hari Tasyriq
Sebelum Fajar yang termasuk Masalah-ma-
salah Fikih Kontemporer (Masail Fighiyyah
Muashirah) sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

2. Menghimbau semua pihak untuk menyebar-
luaskan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat
untuk dijadikan pedoman.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat
ditetapkan, dan jika di kemudian hari mem-
butuhkan penyempurnaan, maka akan di-
lakukan penyempurnaan sebagaimana mes-

tinya.
Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal :23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M
PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua, Sekretaris,
ttd. ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 10/Ijtima’ Ulama/VIII/2024

Tentang

HUKUM MELONTAR JUMRAH
DI HARI TASYRIQ SEBELUM FAJAR

i’/z»‘}%» fi; 4

A. Deskripsi Masalah

1.

Antusias umat Islam Indonesia untuk menunaikan haji dari tahun
ketahun terus meningkat. Menurut keterangan resmi Kementrian
Agama Republik Indonesia, jemaah haji tahun 1445 H/2024 M jum-
lah total kuota haji mencapai 241.000;

Pada saat puncak pelaksanaan haji, tanggal 9 — 13 Dzulhijjah,
jama’ah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul pada satu waktu
dan satu tempat yang sama (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Jum-
lahnya berkisar 3 — 4 juta orang. Hal ini dapat membawa konsekue-
nsi tersendiri, yakni berupa kesehatan dan keselamatan diri para
jama’ah.

Terkait padatnya jamaah haji tersebut, pada saat melontar Jumrah
pada 3 (tiga) hari tasyriq terdapat beberapa kelompok jamaah haji
dari Indonesia yang melaksanakan lontar jumrah tersebut lebih
awal, yaitu sebelum terbit fajar. Padahal, sesuai dengan hadits Nabi
SAW, waktu lontar adalah setelah tergelincirnya mata hari (ba'da za-
wal).

B. Perumusan Masalah

204

Apa hukum melontar jamarat pada hari tasyriq pada manasik haji?
Kapan waktu melempar Jamarat pada hari tasyriq?

Apa hukum melaksanakan melontar jamarat pada hari tasyriq sebe-
lum fajar?
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C. Perumusan Masalah

1.

2.

Melontar jumrah pada hari Tasyriq hukumnya wajib. Jamaah haji
yang tidak melontar jumrah tanpa uzur syar’i wajib membayar dam
sebagai denda atas kesalahan (dam isa-ah).

Waktu melontar jumrah pada setiap hari Tasyriq adalah sebagai
berikut:

a. Waktu melontar jumrah boleh (sah) dilakukan setelah terbit fa-
jar sampai akhir malam.

b. Waktu utama (afdhal) melontar jumrah adalah setelah tergelin-
cirnya matahari.

Melontar jumrah untuk setiap hari Tasyriq yang dilakukan sebelum
fajar hukumnya tidak sah.

4. Jamaah haji yang dalam keadaan uzur syar’i untuk melontar jumrah

dapat dibadalkan kepada orang lain, dengan/atau tanpa upah.

D. Rekomendasi

1.

Jamaah haji Indonesia perlu memperhatikan ketentuan manasik
dalam pelaksanaan ibadah haji agar sesuai dengan ketentuan sya-
riah:

Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara ibadah haji wajib
menjamin terlaksananya layanan ibadah bagi jamaah dan petugas
haji sesuai dengan ketentuan syariah dengan menjadikan Keputu-
san ini sebagai pedoman.

Dalam hal ada kepentingan pengaturan waktu melontar jumrah
bagi jamaah haji agar tidak terjadi penumpukan, maka Kementerian
Agama RI dan/atau penyelenggara ibadah haji khusus dapat men-
gaturnya sesuai waktu yang tersedia, mulai dari setelah fajar hingga
tengah malam.

DPR-RI melakukan pengawasan pelaksanaan manasik haji agar ses-
uai dengan ketentuan syariah dengan memedomani Keputusan ini.
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E. Dasar Penetapan:
1. Al-Quran

a. Firman Allah SWT tentang perintah haji bagi yang mampu, an-
tara lain:

il A BB g T 56 25 525 £anli) 2R S T
Gelall 2 G52 A O A8 (5 M ) PR 2

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya)
magam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) men-
jadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan
perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban
haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan
sesuatu) dari semesta alam’. (Q.S. Ali Imran [3]: 97)

b. Firman Allah Swt yang menjelaskan tentang pelaksanaan mana-
sik haji, antara lain:

-
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“Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berdzikirlah ke-
pada Allah di Masyarilharam” (Q.S. Al-Baqarah: 198).

2. Hadis Nabi Saw:

a. Hadis Nabi saw tentang kewajiban menunaikan haji bagi yang
mampu, antara lain:

3525 el 1B LEe JIG5 i o2 QUL o 28 o ) 38 8
525 1332 85 VL) Y O 86d R Je A o J5E U
Sl ol QLB 525 el 755 BT G135 DA 2Bl ¢ Al

.

“Dari Ibnu Umar RA, ia mendengar Rastlullah bersabda, “Islam
itu didirikan di atas 5 (lima) pilar: syahadat tiada llah selain Allah
dan sesungguhnya Muhammad Rastlullah, mendirikan shalat,
membayar zakdt, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramad-
han.” (H.R. Bukhari dan Muslim)
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b. Hadis Nabi saw yang menjelaskan tentang waktu melontar jama-
rat:

i Ab Al g A sl A 1o 40 s ;:;:T;-J@j\;;.;
CJ-AAA-A \_}‘) M\J\j)ww)m i}jb»jﬂ\

“labir berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sal-
lam melontar satu jumrah saja (jumrah aqabah) pada waktu
dhuha hari Nahar. Dan sesudah itu hari-hari berikutnya (tanggal
11s.d. 13 Dzulhijjah) beliau melempar (3 jumrah) setelah tergelincir
matahari.” (H.R. Muslim)
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“Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah -sallallahu ‘alaihi wa sallam-
tawaf ifadhah dari akhir harinya ketika beliau shalat zuhur, kemu-
dian kembali ke Mina dan berdiam di sana selama malam-malam
di hari-hari al-Tasyrig, melemparkan jumrah saat matahari
tergelincir, masing-masing jumrah dengan tujuh kerikil, Nabi ber-
takbir setiap melontarnya, berdiri sejenak di depan jumrah yang
pertama dan kedua, kemudian berdiri agak lama dan berdoa, lalu
melempar yang ketiga dan tidak berhenti di sana.”

c. Hadis Nabi saw tentang perintah untuk melaksanakan manasik
haji dari Nabi saw.

f
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“Wahai manusia, ambilah manasik kalian (dariku), karena se-
sungguhnya aku tidak mengetahui mungkin saja aku tidak berhaji
setelah tahun ini.” (H.R. Muslim dan lafazh ini dari An-Nasai).

Kaidah Fikih:

/J }}a}\

“Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”
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“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”
Aladl s e dis Ll 153

“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada men-
gambil kemashlahatan’.

sl L e Je ol 78
“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus
mengikuti kemaslahatan.”

4. Pendapat Ulama tentang waktu melontar jamarat:

a. Penjelasan Imam Said bin abdul Qadir Basyinfar, al-Mughni fi
Figh al-Haj wa al-‘Umrah, halaman. 286:

<oz

‘Imam Atha’ dan Thowus berpendapat bahwa secara mutlak boleh
melontar jumrah pada hari-hari tasyriq sebelum tergelincir ma-
tahari.”

b. Pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fath al-Bari, Jilid
IV, halaman 409-410:

36 a3 i 535 55138 8 51t g TN e s i
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“Hadits itu menjadi dalil, menurut sunah melempar jumrah selain
hari Adlha adalah setelah zawal, ini adalah pendapat jumhur ula-
ma. Berbeda dengan pendapat Atho’ dan Thawus yang mengemu-
kakan, boleh melempar jumrah sebelum zawal secara mutlak. Al-
Hanafiyah memberikan rukhshah (keringanan), boleh melempar
Jjumrah pada hari nafar sebelum zawal. Ishaq berpendapat, jika
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seseorang melempar jumrah sebelum zawal (pada hari nafar),
maka ia harus mengulanginya, kecuali pada hari ketiga tasyrig,
maka melempar sebelum zawal cukup baginya”

Ini adalah penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari
dalam kitab Shahih-nya, bahwa Ibnu Umar ra. ketika ditanya
oleh Wabarah tentang kapan waktu melempar jamrah, ia men-
jawab; “Jika imam (pemimpin)mu melempar, maka (ikutlah) me-
lempar jamrah dengannya.” Lalu diulang pertanyaan yang sama,
dan dijawab; “Kami dahulu (pada zaman Nabi) menanti dan me-
lihat, apabila matahari telah condong (waktu zawal) maka kami
mulai melempar jamrah.”

Pendapat Imam Ibn al-Imrani, di dalam Al-Bayan fi Madzhab al-
Imam al-Shafi’i, 4/350-351. Dalam melempar tiga Jumrah, yang
dimaksud sebelum zawal adalah terbatas pada bakda fajar.

\

\

(@

A1 555 ) 55 rwx 235 3 G35 V5 1053 555 9 ¢ 53]
H &5l 065 T U030 05 55 S 8 82 065
50 Y o= G J51 & 2 o) e S 363 5555 @

Ji535
“|[Cabang tentang melempar setelah matahari tergelincir|: Tidak
diperbolehkan melempar jumrah pada tiga hari Tasyrik kecuali
setelah matahari tergelincir (zawal). Atha’ berpendapat bahwa
Jika seseorang tidak tahu ( jahil) dan melempar sebelum zawal,
maka lemparannya sah. Tawus berpendapat bahwa jika dia mau,
dia bisa melempar di awal hari dan kemudian pergi. Ikrimah men-

gatakan bahwa jika dia mau, dia bisa melempar di awal hari, teta-
pi tidak boleh pergi sebelum zawal.”
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. Syaikul Islam Zakaria Al-Anshari di dalam Asna al-Matalib, Juz
1, Halaman 496, menjelaskan tentang melempar Jumrah pada

tanggal 11 tidak sah dilakukan di tengah malam tanggal 10 Dzul-
hijjah:
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“(Bab Melempar setelah Zawal) Waktu melempar jumrah pada
setiap hari Tasyrik dimulai setelah matahari tergelincir (zawal),
mengikuti sunnah yang diriwayatkan oleh Muslim. Disunnah-
kan untuk mendahulukan melempar sebelum shalat zuhur seb-
agaimana disebutkan dalam “Al-Majmu’ dari para ulama. Waktu
yang paling utama untuk melempar berlangsung hingga mataha-
ri terbenam. Karena awal waktu melempar dimulai dari zawal,
maka tidak diperbolehkan melakukannya sebelumnya, karena ini
adalah syiar khusus dari hari-hari Tasyrik.”

Imam Ibnu Hajar al-Haytami, di dalam Tuhfah al-Muhtaj, Juz 4,
Halaman 138. Berpendapat boleh melakukan melempar Jumrah
setelah fajar:
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“(Jika seseorang meninggalkan lemparan atau sebagian lem-
paran pada hari Nahr atau hari-hari setelahnya, baik sengaja
maupun tidak sengaja, maka ia harus menyusulnya pada hari-
hari berikutnya) dan hal ini dianggap sebagai ada' menurut
pendapat yang lebih kuat, karena Nabi memperbolehkan hal ini
bagi para penggembala. Seandainya hari-hari yang tersisa tidak
sah untuk menggantinya, maka tidak akan ada perbedaan antara
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orang yang uzur danyang tidak, seperti saat wukuf di Arafah dan
bermalam di Muzdalifah. Diketahui bahwa Nabi memperboleh-
kan menyusulnya bagi yang uzur, maka demikian juga untuk yang
tidak uzur. Pernyataannya menunjukkan bahwa lemparan dapat
diganti sebelum zawal, tetapi tidak pada malam hari.

Pendapat yang kuat menyatakan bahwa lemparan dapat diganti
baik sebelum zawal maupun pada malam hari, berbeda dengan
lemparan sebelum zawal pada hari yang sama yang tidak diper-
bolehkan. Meskipun demikian, beberapa ulama seperti Rafi'i men-
ganggap boleh melempar sebelum zawal seperti pendapat Imam,
yang dianggap lemah, tetapi dipedomani oleh Asnawi yang men-
ganggapnya sebagai pendapat yang terkenal dalam mazhab.
Berdasarkan ini, maka lemparan diperbolehkan sejak fajar, mirip
dengan mandi.

(Keterangan: pendapat yang mu'tamad...) Pendapat yang
mu'tamad/dipedomani ini merujuk pada pendapat. (Keterangan:
Berdasarkan ini) yaitu pendapat yang lemah bahwa lemparan
hari-hari Tasyrik boleh dilakukan sebelum zawal. (Keterangan:
Maka seharusnya diperbolehkan, dst.) Namun perlu dicatat bah-
wa meskipun diperbolehkan melempar sebelum zawal menurut
pendapat yang lemah, tidak serta merta berarti boleh meninggal-
kan Mina sebelum zawal, karena mungkin ada hikmah tertentu
untuk lemparan yang tidak ada dalam meninggalkan Mina, sep-
erti memudahkan pergerakan setelah zawal sebelum ramai orang.
Kita tidak bisa mengiyaskan nafar dengan hal-hal seperti melem-
par jumrah. (Keterangan: dalam mandi) Maksudnya adalah man-
di di hari lemparan.”

Pendapat Muhammad al-Bakri Syatho al-Dimyathi dalam kitab
I'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariah al-Kubra, t. th.), Juz II, h.

307:
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“Menurut pendapat yang kuat, boleh melempar jumrah pada
hari tasyriq itu sebelum zawal. Bahkan, al-Rafi’i juga berpendapat
sama yang diikuti oleh al-Isnawi. Al-Isnawi mengemukakan, cara
itulah yang dikenal, yakni boleh melempar jumrah setiap hari se-

belum zawal. Praktiknya, seyogyanya diperbolehkan melempar
Jjumrah itu sejak terbit fajar.”
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KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA
KE-8 TAHUN 2024 NOMOR 11/IJTIMA’ ULAMA /VI11/2024
TENTANG
HUKUM PELAKSANAAN MABIT DI MUZDALIFAH
DENGAN CARA MURUR

,/{‘,M%Mh/wﬂ‘. s
Uil
/; '/ - /T//
[jtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di
Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M
setelah:

Menimbang : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial poli-
tik dan kemasyarakatan, banyak masalah
kontemporer yang terkait dengan masalah
strategis kebangsaan, baik yang terkait den-
gan masalah kenegaraan, kebangsaan, mau-
pun keumatan yang muncul dan dihadapi
bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak
yang beririsan dengan masalah keagamaan
dan membutuhkan jawaban hukum Islam
dari para ulama, zuama dan cendekiawan
muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diper-
lukan jawaban hukum keagamaan berupa
keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa un-
tuk dijadikan pedoman;
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Mengingat

Memperhatikan

Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam
penetapan hukum yang terkait dengan ma-
salah sebagaimana terlampir dalam keputu-
san, baik dari Al-Qur’an, Hadits, Ijma), Qiyas,
dan Dalil-dalil lain yang mu'tabar.

Berbagai pertimbangan akademik dan per-
timbangan maslahah-mafsadah yang dis-
ampaikan sebagaimana terlampir dalam
keputusan.

Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pem-
bukaan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-In-
donesia VIII.

Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI
dalam acara Pembukaan Ijtima’ Ulama
Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

Paparan para nara sumber dalam sidang Ple-
no ljtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia
VIIL

Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (Steer-
ing Committee) dalam Sidang Pleno I Ijtima’
Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIIL

Laporan Hasil Sidang Komisi B-2 tentang
Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fighi-
yyah Muashirah) yang dibacakan dalam Si-
dang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa
Se-Indonesia VIII.

Pendapat dan masukan yang berkembang
dalam Sidang Pleno V Ijtima’ Ulama Komisi
Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta’ala:
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Menetapkan L

Mengesahkan hasil Sidang Komisi B2 tentang
Hukum Pelaksanaan Mabit Di Muzdalifah
Dengan Cara Murur yang termasuk Masalah-
masalah Fikih Kontemporer (Masail Fighi-
yyah Muashirah) sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Menghimbau semua pihak untuk menyebar-
luaskan hasil Ijtima’ ini kepada masyarakat
untuk dijadikan pedoman.

Keputusan ini mulai berlaku pada saat
ditetapkan, dan jika di kemudian hari mem-
butuhkan penyempurnaan, maka akan di-
lakukan penyempurnaan sebagaimana mes-
tinya.

Ditetapkan di: Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H

31 Mei 2024 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Sekretaris,
ttd.

Prof. Dr. KH. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.  Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
I[JTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 11/Ijtima’ Ulama/VIII/2024

Tentang

HUKUM PELAKSANAAN MABIT DI MUZDALIFAH
DENGAN CARA MURUR

A. Deskripsi Masalah

1.

Kuota haji Indonesia pada tahun 1445 H/2024 H mendapatkan
tambahan kuota sebanyak 20.000 dari kuota awal 221.000 menjadi
241.000 Jemaah. Penambahan kuota ini di satu sisi patut disyukuri
karena dapat memangkas masa waiting list. Tetapi pada sisi lain per-
lu ada skenario pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik,
di tengah tidak adanya penambahan space untuk mabit di Muzdali-
fah dan di Mina saat puncak haji.

Pihak Kementerian Agama mendorong adanya skema murur (se-
batas melewati) sekitar lebih 40.000 jemaah Indonesia pada saat
mabit di Muzdalifah. Hal ini dilakukan untuk menghindari penum-
pukan dan stuck Jemaah haji di Muzdalifah akibat berkurangnya
space Jemaah haji karena adanya pembangunan sarana toilet dalam
jumlah banyak di area Muzdalifah serta pemindahan 27.000 jemaah
haji yang selama ini mabitnya di Mina Jadid.

Sementara bagi mayoritas muslim Indonesia berkeyakinan bahwa
mabit di Muzdalifah harus menunggu hingga waktu tengah malam
sebelum berangkat menuju Mina.

B. Perumusan Masalah
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1.

Apa hukum mabit di Muzdalifah?

2. Apa hukum jamaah haji yang tidak mabit di Muzdalifah?

3. Bagaimana cara pelaksanaan mabit di Muzdalifah?
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4. Apa hukum murur di Muzdalifah?

C. Keputusan Hukum

Mabit di Muzdalifah adalah termasuk wajib haji.

Jamaah haji yang tidak mabit di Muzdalifah wajib membayar dam,
sebagai denda atas kesalahan (dam isa-ah).

Mabit di Muzdalifah dilakukan dengan cara bermalam atau men-
ginap di Muzadalifah dengan memperbanyak bacaan talbiyah,
zikir, istigfar, berdoa, membaca Al-Qur’an dan amal ibadah lainnya,
meskipun hanya sesaat saja dalam kurun waktu setelah pertenga-
han malam tanggal 10 Dzulhijjah.

Hukum jamaah haji yang mabit di Muzdalifah dengan cara hanya
melintas di Muzdalifah dan melanjutkan perjalanan menuju Mina
tanpa berhenti (Murur), adalah dirinci sebagai berikut:

a. jika murur (melintas) di Muzdalifah dilakukan selepas tengah
malam dengan cara melewati dan berhenti sejenak tanpa turun
dari kendaraan di kawasan Muzdalifah, maka mabitnya sah.

b. jika murur (melintas) di Muzdalifah dilakukan sebelum tengah
malam dan/atau berdiam di Muzadlifah namun meninggalkan
muzdalifah sebelum tengah malam, maka mabitnya tidak sah
dan wajib membayar dam.

Dalam kondisi adanya udzur syar’, seperti keterlambatan perjala-
nan dari Arafah menuju Muzdalifah hingga tidak menemui waktu
mabit di Muzdalifah, maka ia tidak wajib membayar dam.

D. Rekomendasi

1.

Jamaah haji Indonesia perlu memperhatikan ketentuan manasik
haji dalam pelaksanaan ibadah haji agar sesuai dengan ketentuan
syariah.

Kementerian Agama RI sebagai penyelenggara ibadah haji wajib
menjamin terlaksananya layanan ibadah bagi jamaah haji sesuai
dengan ketentuan syariah dengan menjadikan Keputusan ini seb-
agai pedoman.

Dalam hal ada kebijakan bagi sebagian jamaah haji yang harus
melaksanakan mabit di Muzdalifah dengan cara murur tanpa tu-
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run dari kendaraan, maka Kementerian Agama RI dan/atau peny-
elenggara ibadah haji khusus dapat mengaturnya sesuai dengan shift
pergerakan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah dan Mina; di mana
jamaah yang menggunakan sistem murur adalah jamaah haji yang
bergerak dari Arafah shift terakhir, dengan sekira melintas di Muz-
dalifah setelah tengah malam.

DPR-RI melakukan pengawasan pelaksanaan manasik haji agar ses-
uai dengan ketentuan syariah dengan memedomani Keputusan ini.

E. Dasar Penetapan
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1.

2.

Al-Quran, antara lain Surat Al-Baqarah ayat 196 tentang perintah
menyempurnakan haji:

BECEV PSR SE IR I (S P =R i
“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. Jika

kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka
(sembelihlah) korban yang mudah didapat..”

Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam antara lain:

a. Hadis tentang keabsahan ibadah haji jika tidak melaksanakan
Mabit (bermalam) di Muzdalifah dan Mina, akan tetapi diwajib-
kan denda (Damm):

63 8,888 5T oS e 8 35 JB 8T e bl e 32

“Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam
bersabda: barang siapa yang lupa melaksanakan salah satu ke-
wajiban (manasik) haji atau meninggalkannya, maka hendaknya
ia menglirkan darah (denda Damm).” (H.R. Al-Baihaqi dalam al-
Sunan al-Kubra, dan Malik dalam al-Muwaththa’).

b. Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mengizinkan
paman beliau yang bernama ‘Abbas untuk bermalam di Mekkah
ketika pelaksanaan Mabit di Mina:

P z s 0~ ° S5\ &~ {fg:c ./{. - 50~ P e 3 ° -
575 B 2 55 LGN GSE 6 Wt i o2y 2 2
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3 5306 ca\an
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“Dari Ibn ‘Umar ra. ia berkata: al-Abbas ibn ‘Abdul Muthallib
ra. meminta izin kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
untuk bermalam di Mekkah pada malam-malam Mabit di Mina
karena tugas memberi minum jamah haji, kemudian Rasulullah
shallallahu alaihi wasallam mengizinkannya.” (H.R. Al-Bukhari)

c. Hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa
manasik haji:

e i 1040 0,5 151 2 G815 LB 8l 520 5 250 02
& Adss s die “’i; \/:63\3;‘ Sk 46 33\“.9 2;;%3;; ANy
e 236556 135 e 7

\
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“Dari ‘Abdurrahman ibn Ya'mar, bahwasanya sekelompok pen-
duduk Najd mendatangi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
ketika sedang di ‘Arafah, kemudian mereka bertanya kepada Nabi,
maka Nabi menyampaikan: haji adalah ‘Arafah. Barang siapa
yang datang pada malam perkumpulan sebelum terbitnya fajar,
maka telah melaksanakan haji. Hari Mina adalah sebanyak tiga
hari. Barangsiapa yang tergesa-gesa kembali pada hari kedua,
maka dia tidak berdosa. Barangsiapa yang mengakhirkan, kem-
bali pada hari ketiga juga tidak berdosa.” (H.R. At-Tirmidzi, al-
Nasai, dan Ibn Majah).

. Kaidah Fikih

sl s Lo il S

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada
kemaslahatan.”

Jiss 378
“Segala Mudharat (bahaya) harus dihilangkan.”

o8I ,3E fad 57

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”
Aladl s e 238k il 153
“Mencegah kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada men-

gambil kemashlahatan.”
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4. Pendapat para ulama terkait perbedaan status hukum Mabit di Muz-

dalifah dan Mina, serta praktiknya:

.~ -
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“Mazhab imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa Mabit huk-
umnyawajib. Mazhab imam Malik berpendapat bahwa Mabit hukum-
nya wajib sebatas menetap. Mazhab imam Syafi'i berpendapat bahwa
Mabit hukumnya wajib, tetapi cukup sesaat saja setelah pertengahan
malam. Mabit di Mina pada malam-malam hari Tasyriq hukumnya
sunnah menurut mazhab imam Abu Hanifah, sedangkan wajib bagi
orang yang tidak memiliki udzur menurut mazhab imam lainnya
berdasarkan apa yang Nabi shallallahu alaihi wasallam lakukan seb-
agaimana yang diriwayatkan imam Abu Daud.” (Wahbah al-Zuhayli,
al-Figh al-Islami wa Adillatuh [Beirut: Dar al-Fiky, t.t.], Juz. 3, hal.

2272-2273).

‘d\@s\y;; \:&w ufju :CSJLJ\ ij ‘W\) &l au.\d

. Pendapat para ulama terkait keabsahan ibadah haji jika tidak melak-

sanakan Mabit (bermalam) di Muzdalifah dan Mina, akan tetapi di-
wajibkan denda (Dam):

Sor -
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“Barang siapa yang meninggalkan salah satu kewajiban haji den-
gan sengaja atau lupa, maka wajib membayar Damm dan hajinya
sah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibn Abbas ra. bahwa Nabi
shallallahu alaihi wasallam bersabda: barang siapa yang lupa melak-
sanakan salah satu manasik haji atau meninggalkannya, maka hen-
daknya ia menglirkan darah (denda Damm).” (Tim Penulis, al-Figh
al-Muyassar fi Dlaw’i al-Kitab wa al-Sunnah [Madinah: Majma’ al-
Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif, 1424 H.], hal. 177).

3u3fwgwg\\;;,¢@uu/ Ly )& ’“\y@\um@
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“Dan Mabit di Muzdalifah karena Nabi shallallahu alaihi wasallam
. Mabit di Muzdalifah. Mabit bukan rukun haji menurut pendapat
kebanyakan ulama. Al-Sya’bi dan al-Nakha'i berpendapat bahwa
Mabit adalah rukun. Jika ditinggalkan, maka tidak sah hajinya. Dalil
pendapat kami (kebanyakan ulama) adalah hadis yang kami sebut-
kan dari riwayat al-Harits ibn Midlras. la meriwayatkan dari Nabi
shallallahu alaihi wasallam . bahwa ia bersabda: haji adalah Arafah.
Barang siapa yang melaksanakan Wuquf di ‘Arafah, maka hajinya
sah. Barang siapa yang tidak melaksanakan Wuquf di ‘Arafah, maka
hajinya tidak sah. Oleh karena ini adalah Mabit, maka bukan rukun
seperti Mabit di Mina pada malam Arafah.” (Yahya ibn Abi al-Khair
al-‘Umrani, al-Bayan fi Madzhab al-Imam al-Syafi’i [ Jeddah: Dar al-
Minhaj, 2000], Juz.4, hal. 323).

. Pendapat ulama tentang Murur (melewati) Muzdalifah dan Mina
sudah dianggap Mabit (bermalam):

(w.)ﬁ jS.«.»lj) \.;,;.ij.» \.M.ej \.;.a e.ﬂ\) A.abjd\.s g,w.J\ é (J.‘m)
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“(Pasal) dalam persoalan Mabit (bermalam) di Muzdalifah, menin-
ggalkan Muzdalifah, dan hal yang terkait. (dan mereka bermalam
di Muzdalifah) setelah mereka meninggalkan Arafah berdasarkan
hadis yang diriwayatkan imam Muslim. Hal ini hukumnya wajib,
tetapi bukan rukun menurut pendapat yang lebih tepat, berbeda den-
gan pendapat imam Rafi'i yang mengatakan bahwa hal ini adalah
sunnah, sedangkan menurut imam Subki, hal ini adalah rukun. Ber-
malam di Muzdalifah cukup dilaksanakan dalam waktu sesaat saja,
seperti pelaksanaan Wuquf di ‘Arafah, sehingga cukup dengan mele-
wati Muzdalifah, meskipun tidak berdiam diri. Waktu pelaksanaan-
nya adalah setelah pertengahan malam, sebagaimana yang ditegas-
kan dalam kitab Al-Umm.” (Muhammad ibn Muhammad al-Khatib
al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma’ani Alfadz al-Minhaj,
[Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994], juz 2, hal. 264).
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“[Pasal] tentang mabit di Muzdalifah dan yang menyertainya meru-
pakan amalan berurutan dan berkesinambungan dari sebelumnya. Ia
berkata [mereka bermalam] secara wajib, yaitu setelah beranjak dari
wukuf di Arafah [di Muzdalifah] dan diwajibkan dam jika melanggar.
Ada pendapat lain mengatakan sunnah sebagaimana dikuatkan oleh
al-Rafi’i, dan ada yang berpendapat rukun menurut banyak ulama
termasuk al-Subki. Dan sudah dianggap sah menetap sesaat di Muz-
dalifah meskipun hanya sekadar murur (lewat) sebagaimana dinukil
dari kitab al-Umm dan al-Imla.” (Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-
Mubhtaj fi Syarh al-Minhaj, juz 4, hal. 113)
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“Ketika telah sampai di Muzdalifah, maka mereka mabit (bermalam).
Status bermalam ini termasuk “nusuk’, namun apakah ia wajib atau
sunnah? Ada dua pendapat dari Imam al-Syafi'i rahimahullah; apa-
bila beranjak (dari Muzdalilfah) setelah tengah malam sebab uzur
syar’i atau selainnya, atau beranjak sebelum tengah malam namun
kembali ke Muzdalifah sebelum terbit fajar, maka tidaklah menga-
pa. Apabila sejak awal meninggalkan mabit, atau beranjak sebelum
tengah malam dan tidak kembali lagi, atau sama sekali tidak masuk
Muzdalifah, hajinya tetap sah dengan membayar dam. Jika mabit
itu wajib maka dam adalah wajib, jika mabit sunnah maka dam juga
sunnah. Apabila tidak datang ke Muzdalifah pada paruh pertama
malam, lalu tiba setelah paruh kedua malam, meski (lewat) sesaat,
maka sah mabitnya, sebagaimana dijelaskan imam al-Syafi'i rahima-
hullah.” (Yahya bin Syarof al-Nawawi, al-Idloh fi manasik al-Hajj wa
al-‘Umroh, Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, hal. 298-299)
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“[Pasal] mengenai mabit di Muzdalifah dan beranjak darinya, dan
apa yang disebutkan tentang keduanya maka [wajib] setelah beran-
jak dari Arafah [bermalam] yang artinya ‘berdiam’ [sesaat] meski
tanpa tidur [di Muzdalifah) sesuai hadis-hadis sahih yang berlaku.
Dan penjelasan tentang kewajibannya dan telah dianggap sempurna
mabit meski sesaat [di separuh kedua] malam, walaupun dinamakan
mabit yang berarti “bermalam”. Dan perintah mabit di sini bukanlah
untuk shalat seperempat malam, maka boleh beranjak dari Muzdali-
fah setelah tengah malam karena manasik yang lain masih banyak
dan memberatkan sehingga dalam hal ini terdapat dispensasi.” (Su-
laiman al-Bujairimi al-Syafii, Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala Syarh al-
Minhaj, juz 2, hal. 132)
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Mazhab imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban Mabit di Muz-
dalifah adalah cukup dengan sekedar sampai di Muzdalifah sesaat
saja seperti Wuquf di Arafah, maka cukup juga dengan sekedar mele-
watinya, meskipun tidak berhenti. Waktunya adalah setelah pertenga-
han malam. Disunnahkan bagi Wanita dan orang lemah untuk pergi
ke Mina setelah pertengahan malam.”(Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-
Islami wa Adillatuh [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 3, hal. 2247).

7. Pendapat para ulama tentang keringanan bagi orang yang memiliki
uzur seperti tugas memberi minum jamaah haji, menggembala he-
wan ternak, kekhwatiran terhadap harta, jiwa, kesehatan, keterba-
tasan usia, kondisi fisik yang lemah, dan lainnya untuk tidak berma-
lam di Muzdalifah dan Mina:
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“Termasuk dari orang yang memiliki udzur, yaitu orang yang khawat-
ir kehilangan hartanya jika ia Mabit, atau khawatir terhadap jiwanya,
atau memiliki penyakit yang akan bertambah parah jika Mabit, atau
memiliki penyakit yang butuh istirahat, atau mencari barang yang hi-
lang, atau memiliki urusan mendesak yang takut terlewat. Maka bagi
mereka ada dua pandangan; yang shahih boleh bagi mereka mening-
galkan mabit dan tidak terkena dam. Bagi mereka juga boleh bergerak
setelah maghrib.” (Imam al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdz-
ab [Beirut: Dar al-Fikr, t.t.], Juz. 8, hal. 248).
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“Bagi jamaah haji yang uzur tidak dikenakan dam ketika meninggal-
kan mabit” (Zakariya ibn Muhammad al-Anshari, Asna al-Mathalib
fi Syarh Rawdl al-Thalib [Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.], juz. 1,
hal. 489).
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“Tidak wajib Mabit di Mina dan Muzdalifah serta tidak harus mem-
bayar Damm bagi orang yang memiliki udzur, yaitu para penggemba-
la hewan dan petugas memberi minum berdasarkan Nabi shallallahu
alaihi wasallam . memberi keringanan kepada penggembala unta un-
tuk tidak melaksanakan Mabit di Mina, Qays tidak Mabit di Mina dan
Muzdalifah, serta Nabi shallallahu alaihi wasallam . memberi kerin-
ganan kepada ‘Abbas untuk Mabit di Mekkah pada malam-malam
Mina karena bertugas memberi minum, sebagaimana yang diriway-
atkan imam al-Bukhari dan Muslim. Tidak wajib Mabit di Mina dan
Mugzdalifah juga bagi orang yang memiliki udzur, yaitu orang yang
khawatir kehilangan hartanya jika ia Mabit, atau khawatir terhadap
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Jiwanya, atau harta yang dimiliki, atau memiliki penyakit yang butuh

istirahat, atau memiliki penyakit yang akan bertambah parah jika
Mabit, atau lainnya. Tidak wajib Mabit di Muzdalifah jika sudah bera-
khir malam ‘1d di ‘Arafah, kemudian ia harus Wuquf di ‘Arafah karena
yang diperintahkan Mabit hanya orang yang tidak punya kesibukan.”
(Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh [Beirut: Dar al-
Fikr, t.t.], Juz. 3, hal. 2266)
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“Ketika masuk waktu terbenam matahari, maka ia meninggalkan
Arafah dengan tenang dan mendatangi Muzdalifah dalam keadaan
membaca Talbiah, kemudian salat Magrib dan Isya dengan Jama’ dan
Qashar di Muzdalifah. Bagi orang yang lemah, diberi keringanan un-
tuk meninggalkan Muzdalifah di malam hari (tidak bermalam), se-
dangkan bagi orang yang kuat, tetap berada di Muzdalifah sampai
salat Subuh.” (Tim Penulis, Al-Figh al-Muyassar fi Dlaw’l al-Kitab wa
al-Sunnah [Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf al-
Syarif, 1424 H.], hal. 186).
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